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Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang, atas kasih sayang dan pemberi rahmad dan hidayah, 
inayah dan maunah serta berkat curahan keberkahan kesehatan 
lahir dan batin, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini kecil 
ini berjudul: DISTORTION BETWEEN DOGMA AND DEMOCRACY 
SYSTEM IN ENFORCING CRIMINAL LAW SANCTIONS TO BUILD 
MORALITY NATIONAL MILLENIAL ERA LEADER UNTIL THE END 
OF TIME AND CIVILIZATION OF SECULARISM (Distorsi Antara 
Sistem Dogma dan Demokrasi dalam Menegakkan Sanksi Hukum 
Pidana Untuk Membangun Moralitas Pemimpin Bangsa Era 
Milenial Menuju Kehidupan Akhir dan Peradaban Sekularisme).  

Ide awal dalam penulisan buku ini, muncul dan terilhami dari 
sebuah perenungan batiniah penulis dalam rangka upaya ber-
takhalli dan tahalli dan mengaharapkan dapat ber-tajalli kepada 
Allah guna bertujuan untuk proses menuju hijrah ke jalan Allah 
mencari keberkahan, rahmat, hidayah dan maunah guna 
memberbaiki kualitas keimanan kepada Allah.  

Kegelisahan diri tiba-tiba menggelayut setiap saat, terbayang 
seakan dihadapkan dengan ilusi kematian, mimpi-mimpi 
berhubungan dengan penghakiman di hari kiamat, melihat bencana 
alam dahsyat, melihat siksa kubur, melihat kematin massal,  dan 
berbagai mimpi-mimpi yang berhubungan dengan sanksi hukum 
Allah. Timbul perasaan was-was dalam qolbu, keresahan hati, imun 
tubuh menurun. Dalam diri muncul perasaan tidak tenang dalam 
kehidupan sehari-hari.  
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Dalam pencarian ketenangan batiniah, penulis akhirnya 
bersilaturahmi dan menemui para guru ulama-ulama akhirat di 
pondok pesantren terkemuka mulai dari Jombang, Situbondo dan 
Ponpes di Banyuwangi untuk “ngaji diri”.   

Tujuan, perjalanan penulis yang utama adalah mencari obat 
penyakit jiwa dan akhirnya obatnya telah ditemukan selama 
menjalani proses berkhalwat di beberapa Pondok Pesantren. Kata 
kiyai, “makanlah untuk memenuhi dan mengobati sakit pada jiwamu 
dan batinmu, lakukan takhalli, lalu tahalli, lalu bertajalilah! Artinya, 
kosongkan jiwamu dari semua berbuatan tercela, isi jiwamu dengan 
amal kebajikan dan isilah jiwamu dan hadirkan nur (cahaya) Allah 
dalam jiwami dan segala prilaku hidumpu dan ibadahmu kepada 
Allah. Maka, kamu akan sembuh dan damai jiwamu, begitu nasehat 
kiyai ahli tasawuf!”   

Dari fase perjalan hijrah inilah, ketika jiwa ini kembali tenang, 
damai dan khusyu’  dan duduk di salah satu ruangan di Kampus 
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponego,ro Semarang-
Jateng, melihat lukisan seorang filsuf Socrates yang sepertinya 
sedang dalam posisi perenungan, dalam lukisan tersebut.  Di situ, 
penulis muncul ide dalam intuisi secara tiba-tiba tergerak untuk 
melakukan penulisan buku dan sejak saat itu ketika perjalanan 
ziarah kubur ke makam Raden Wijaya, Raja Majapahit Pertama di 
Trowulan Mojokerto-Jatim dan ziarah kubur ke Makam Sunan 
Kalijogo di Demak, Jateng dan di Makam Raja Demak Sultan Syah 
Alam Akbar Al-Fatah atau Raden Patah.  Hal itu, untuk melaksanakan 
petunjuk para kiyai untuk mengisi tahalli/mengisi jiwa dengan amal 
kebaikan sekaligus untuk sarana berdakwah lewat tulisan dalam 
rangka menelisik sebuah fonomena global dan nasional terkait 
prilaku dan kehidupan manusia serta melihat tatanan hidup manusia 
pada pemerintahan.  

Lalu, untuk mendapatkan data faktual secara empiris, penulis 
melibatkan diri secara langsung dalam proses Pilkada di Lampung 
Timur, Provinsi Lampung, untuk melakukan riset terkait pola 
rekrutmen partai-partai politik  dalam memilih calon-calon 
pemimpin negara dan mempelajari perilaku-perilaku menyimpang 
dari partai, calon pejabat dan penyimpangan perilaku masyarakat 
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pemilihnya. Selain di Lampung Timur, juga melihat fenomena secara 
nasional perilaku pejabat yang melangar norma-norma hukum 
dengan tindakan melakukan kejahatan korupsi diambil dari riset 
pengolahan data dari lembaga penegak hukum seperti DPR RI, KPK, 
BPKP, Polri dan Kejaksaan Agung RI, KPU dan Alqur’an dan Hadist 
serta kajian ilmiah Islam lewat jurnal dan artikel Islam, dll. 
Selanjutnya, proses riset telah berjalan dan penulis meneliti secara 
langsung dimulai sejak bulan Juni Tahun 2019 s/d Mei 2020 dan 
menempatkan dasar cara pandang paradigma mengunakan 
pendekatan hukum alam sebagai landasan filosofis pembahasanya 
dengan dikontruksikan secara realistis dalam tata laksananya tentu 
dalam perspektif filsafat Islam dan filsafat Barat, dijadikan sebagai 
komparasi keilmuan secara saintifik sebagai sarana edukasi dalam 
mengamati perjalanan sejarah kefilsafatan dunia. 

Hukum alam yang digagas filsuf Plato, mengajarkan moralitas 
sebagai payung tertinggi, sebagai panglima hukum di bawah 
kekuasaan wahyu hukum Allah yang memiliki kekuasaan tak terbatas 
dalam menata sistem hukum di seluruh jagat raya baik di langit 
maupun di bumi dan seluruh jagat raya.  Dalam perjalanan waktu, 
hukum alam tergeser dengan produk hukum sekuleristik yang 
menentang dogma agama sebagai sumber hukum. Dogma-dogma 
agama yang menjadi dasar sumber hukum tertinggi untuk mengatur 
umat manusia di seluruh dunia, tergeser dengan paham-paham 
sekuleristik dan paham legal realism yang secara tegas melarang 
penggabungan hukum dengan moralitas dan ajaran dogma-dogma 
agama.  Mereka kaum sekuleristik dan legal realism berpandangan 
hukum itu harus berwujud kongkret, rasional, logis, dapat 
dibuktikan secara empiris, sainstifik dan bersifat ilmiah yang bebas 
nilai.  

Orang-orang  sekuler seolah anti agama, melihat di masa 
skolastik, dogma dianggap sebuah cara berhukum kuno yang tidak 
dapat dipertangungjawabkan secara ilmiah karena tidak dapat teruji 
secara keilmuan dan bersifat abstrak/tidak kongkret, tidak dapat 
diamati secara dhohir atau secara kasat mata. Sehingga, berhukum 
dengan dasar dogma-dogma hukum Tuhan, oleh kalangan sekuler 
dan penganut paham legal realism dianggap lemah dan tidak dapat 
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menjawab masalah-masalah realitas yang terjadi dalam 
perkembangan hukum dan tata pemerintahan di dunia global 
maupun kehidupan sosial yang bertumpu pada logika-logika berpikir 
berdasarkan akal pikiran manusia.  

Filsuf Plato mengatakan, “pengetahuan merupakan hasil 
interaksi antara pengamatan dan yang diamati di bawah bimbingan 
jiwa atau budi.” Alam semesta terdiri dari dua dunia, yaitu, dunia 
nyata dan dunia ideos/ideal. Dunia nyata adalah dunia sebagaimana 
ada di bumi (waktu itu yang ada di Yunani) yang dapat dilihat secara 
kasat mata dan dunia ideos adalah dunia yang berisi kebenaran-
kebenaran abadi yang harus menjadi pedoman hidup di dunia nyata 
yang tidak terlihat secara kasat mata. Dunia ideal bersumber dari 
ke-Ilalahian (kekuasaan tertinggi) di mana kekuasaan Ke-Illahian itu 
bersifat kekal abadi yang sunguh sempurna dan sangat baik. 
Kekuatan Ke-Illahhian itu menciptakan ideos-ideos kepada kita dan 
berwujud sebagai pikiran manusia yang ada di dalam jiwa yang baik. 
Dunia ideos merupakan contoh yang harus ditiru di dunia nyata.  

Konsepnya tentang keberadaan dua dunia itu tercermin dalam 
ajaranya mengenai negara yang tergambar dalam bukunya berjudul 
Politea. Di dalam dunia nyata dunia fonomena terdapat negara-
negara kongkret dan kurang sempurna sedangkan di dalam dunia 
ideos terdapat negara yang sangat sempurna. Demikian pemikiran 
Plato, murid filsuf Socrates yang hingga kini masih belum usang 
dalam peradaban ilmu filsafat di dunia dan masih relevan dipakai 
pemikiran filosofisnya dalam ilmu pengetahuan. 

Dalam perjalanann waktu berikutnya, filosof Aristoteles murid 
Plato,  dan Thomas Aquinas memperkuat pandangan Plato dalam 
memperteguh pandangan-pandangan tentang hukum alamnnya. 
Pandangan hukum alam bergeser pada era renaisance atau proses 
sekulerisasi hukum alam (1583-1645)-(1632-1694) yang di motori  
Hugo de Groot dan Samuel von Pufendorf, Jean Bodin, Nikolo 
Machiavelli, yang mendalilkan mengenai ajaran berbasis pada rasio 
akan pikiran manusia. Dan menentang keras serta meninggalkan 
dogma-dogma agama dan teologi dalam hukum alam.      
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Hugo de Groot mengatakan, “bahwa semua negara terikat oleh 
hukum alam, yang memisahkan antara hukum Illahi (hukum 
Ketuhanan) dengan akal budi manusia (that nantions are bound by 
natural law, which was separate  from god’s law and based on the 
nature of man).  Artinya, ajaran berbasis rasio dan pikiran manusia 
ini, memisahkan antara hukum Illahiah dengan akan budi atau 
moralitas. Lalu, dalam perkembanganya era rasionalisme muncul 
filosof John Locke (1632-1704), yang disebut sebagai filosof yang 
mampu melahirkan parlemen dalam sistem monarki konstitusional. 
Pikiran John Lock didasari pada pemikiran kebebasan individual 
sehingga disebut filosof liberal. Konsep kebebasan individual itu 
didasarkan pada pemikiran bahwa sesunguhnya tidak ada hak Illahi 
bagi raja untuk pemerintah. Ada pemisahan hubungan antara raja 
dan Illahi.  

Dalam perkembangan berikutnya muncul filsafat positivisme 
yang berbasis real, nyata, kongkret, kasat mata bukan berdasarkan 
pada sistem metafisik dan hanya mengunakan metode ilmiah yang 
digagas Aguste Comte (1794-1859). Dalam filsafat ini melahirkan 
hukum posistif yang mengkonsepsikan hukum sebagai seperangkat 
ketentuan tertulis (kongkret) yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
berwenang dan mengandung perintah dan menolak keberadaan 
hukum alam (natural law) karena keberadaan hukum alam 
didasarkan hanya pada pikiran KeIllahian maupun akal manusia yang 
ada pada tataran abstrak (tidak kongkret). Dimulai dari sini, era 
rasionalisasi, era positivisme masa peradaban hukum di dunia global 
berubah, karena tidak lagi melibatkan hukum alam ideos menurut 
Plato, sehingga cara berhukum dalam rangka mengatur umat 
manusia di dunia menjadi sekuler dan liberal jauh dari tata nilai jiwa 
moralitas yang terbimbing oleh kekuasaan Allah SWT.  

Secara batiniah, intuisi penulis berpandangan bahwa 
kesungguhan dan kedalaman, ketajaman analitika serta kejernihan 
pikir dan cara pandang dalam menkonsepsikan alur berpikirnya, 
Plato meletakkan dasar dari kehidupan alam semesta tentu bukan 
berasal dari sekadar instuisi belaka, namun sudah pasti pandangan 
pemikiran brilian itu dibimbing oleh kekuatan besar yang 
berhubungan dengan ke-Illahian karena jiwa dan akalnya telah 
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dituntun dengan kekuatan dari dunia ideos yang ia sebutkan dalam 
lisannya yaitu kekuasaan Illahi yang artinya dimaknai sebagai 
(Tuhan/Allah).  

Dalam buku ini, penulis mencoba untuk mengurai filofosi yang 
mendasar, baik dari filsafat Barat dan dikontruksikan dengan filsafat 
Islam sebagai komparasi keilmuan yang dititikberatkan pada pokok 
pikiran yang dikembangkan dari sumber hukum ajaran Illahi sebagai 
panduan pokok penguraian dan pembahasannya. Seperti kita 
ketahui merujuk Moh Asadi dalam bukunya berjudul “ The Grand 
Unifying Theory of Everything”, mengatakan umur dunia alam 
semesta sudah mencapai 17-20 milyar tahun. Profesor Jean Claude 
Batelere menyebut umur alam semesta sudah 18 miliar tahun, NASA 
juga mengeluarkan data umur alam semesta ada di kisaran 12-18 
miliar tahun. Mereka dengan teknologi mutakhir mencoba 
menghitung usia alam semesta ini dengan cara penalaran keilmuan 
dengan mengunakan teknologi, namun melupakan hukum alam 
ideos/ideal Plato. Allah dalam dalam firmannya mengatakan di 
dalam Alqur’an Surah Thaha: 104: ”Kami lebih mengetahui apa yang 
akan mereka katakan, ketika orang paling lurus jalannya 
mengatakan, kami tinggal didunia tidak lebih dari sehari saja.” (QS : 
Al-Hajj : 47), “Dan mereka meminta kepadaku Muhammad agar adzab 
itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janji-Nya. Dan, 
sesunguhnya di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut 
perhitunganmu”. Satu hari di langit sama dengan 1000 tahun di 
dunia.’ (QS: Ma’arij: 4), ”Para malaikat dan jibril naik menghadap 
kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun”. 
Jika dihitung 1 tahun manusia adalah 365.2422 hari. 
365.2422x50.000x1=18,26 milyar tahun.  Berarti umur alam semesta 
sunguh amat tua.  

Dasar hukum alam yang wajib kita imani sebagai sumber 
hukum dasar bagi seluruh umat manusia di dunia. Allah berada di 
atas Arsy, sebagaimana disebut di dalam QS. Al-Araf: 54, QS. Yunus: 
3, QS. Ar-Ra’du: 13, QS. Ar-Rahman: 5, QS. Al-Furqon: 59 dan QS. AS-
Sajadah: 4, QS. Al-Hadid: 4.  
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sesunguhnya di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut 
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Dasar hukum alam yang wajib kita imani sebagai sumber 
hukum dasar bagi seluruh umat manusia di dunia. Allah berada di 
atas Arsy, sebagaimana disebut di dalam QS. Al-Araf: 54, QS. Yunus: 
3, QS. Ar-Ra’du: 13, QS. Ar-Rahman: 5, QS. Al-Furqon: 59 dan QS. AS-
Sajadah: 4, QS. Al-Hadid: 4.  

 

Al Qur’an Surah Al-Araf: 54: “Sesunguhnya Rabb kamu ialah 
Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu 
Dia bersemayam di atas Asry. Dia menutupkan malam kepada siang 
yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakan-Nya pula matahari, 
bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah-
Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. 
Maha Suci Allah Rabb semesta Alam.”  

Al Qur’an Surah Yunus: 3: “Susungguhnya Rabb kamu ialah 
Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, 
kemudian Dia bersemayam di atas Arsy untuk mengatur segala 
urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafaat kecuali 
sesudah ada izin-Nya. Dzat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu 
maka sembahlah Dia, maka apakah kamu tidak mengambil 
pelajaran.”  

Dan masih terdapat ayat ayat yang menjelaskan secara jelas 
dan terang mengenai kekuasaan Allah adalah sebagai kekuasaan 
yang bersifat universal mendunia bagi seluruh penduduk langit dan 
bumi baik yang nyata maupun yang ghoib.  Allah adalah segala yang 
memiliki hak mengatur segala kehidupan dunia dunia dan di langit, 
aturan larangan dan perintah-Nya telah jelas disampaikan melalui 
malaikat berupa wahtu Illahi yang disampaikan kepada nabiyullah 
dan rasulullah yang telah dikehendaki dan ditunjuki-Nya.  

Dan, dalam mengatur alam semesta Allah dibantu oleh 
malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang maha tahu. Adapun 
jumlah Malaikat yang diciptakan Allah menurut Quraish Shihab 
tidak dapat dihitung dan hanya Allah Swt sendiri yang 
mengetahuinya. Hanya saja, dalam beberapa riwayat memberikan 
gambaran terkait jumlah Malaikat di suatu tempat tertentu "Neraka 
Jahannam pada hari kiamat memiliki tujuh puluh ribu kendali, setiap 
kendali ditarik oleh tujuh puluh ribu Malaikat," (HR. Muslim). Begitu 
pula dalam hadis lain dikatakan, "Ini adalah Baitul Ma’mur. Setiap 
hari tujuh puluh ribu Malaikat salat di sana dan yang telah salat tidak 
lagi kembali sesudahnya," (HR. Bukhori). 

Singkat kata, tidak semua orang mampu berkomunikasi 
dengan makhluk yang tercipta dari cahaya ini.  
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Hanya orang-orang tertentu yang memiliki keistimewaan dan 
salah satunya adalah Nabi Muhammad saw. Kemudian dalam riwayat 
Abu Umamah, bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam: “Berapa jumlah persis para nabi.” Beliau menjawab: 

 مِائةَُ ألَْفٍ وَأرَْبَ عَةٌ وَعِشْرُونَ ألَْفًا الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلََثُ مِائَةٍ وَخََْسَةَ عَشَرَ جًََّا غَفِيراً
“Jumlah para nabi 124.000 orang, 315 diantara mereka adalah rasul. 
Banyak sekali.” (HR. Ahmad No. 22288 dan sanadnya dinilai shahih 
oleh al-Albani dalam al–Misykah).  

 
Nabi yang wajib diketahui sebagai penerima wahyu dari Allah 

melalui malaikat yang berisi perintah, larangan yang wajib dijalankan 
oleh seluruh umat di muka bumi antara lain adalah: Nabi Adam a.s, 
Nabi Idris a.s, Nabi Nuh a.s., Nabi Hud a.s., Nabi Saleh a.s., Nabi 
Ibrahim a.s., Nabi Luth a.s., Nabi Ismail a.s.,  Nabi Ishaq a.s.,  Nabi 
Ya’qub a.s.,  Nabi Yusuf a.s.,  Nabi Ayub a.s., Nabi Zulkifli a.s., Nabi 
Syu’aib a.s.,  Nabi Musa a.s., Nabi Harun a.s., Nabi Daud a.s., Nabi 
Sulaiman a.s., Nabi Ilyas a.s, Nabi Ilyasa a.s., Nabi Yunus a.s., Nabi 
Zakaria a.s., Nabi Yahya a.s., Nabi Isa a.s, dan nabi Muhammad saw. 
Bahwa, melalui malaikat, atas izin Allah, mengirimkan wahyu berupa 
mukzizat kepada para nabi dan rosul untuk mengutur kehidupan 
seluruh isi dunia. Keberadaan Nabi dan Rasul sebagai wakil Allah di 
dunia, juga tertuang dalam kitab suci Al-Quran, “Dan Kami tidak 
mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang 
nabi, kecuali apabila ia mempunyai sebuah keinginan, setan pun 
memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah 
menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah 
menguatkan ayat-ayat-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. (QS. Al-Haj : 52). Gelar ulama itu sangat agung, tinggi dan 
mulia. Allah SWT sendiri yang mendudukkan para ulama ini sebagai 
orang-orang yang berada di tempat yang amat tinggi, beberapa 
derajat di atas yang lain. Coba kita simak firman-Nya berikut ini: 

   يَ رْفَعِ اللَّوُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 
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(Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. (QS. Al-Mujadalah: 
11). Di sisi lain, Allah juga menegaskan bahwa yang namanya ulama 
itu bukan orang sembarangan. Tegas sekali Allah membedakan 
antara ulama dan bukan ulama di dalam ayat berikut:  

   قُلْ ىَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ 

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui?" (QS. Az-Zumar: 9)  

 
Selanjutnya dari para ulama, siapa yang mendapatkan amanah 

dalam memimpin dunia dan alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW 
menyebut imam atau pemimpin yang adil sebagai satu dari tujuh 
kelompok yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sebenarnya 
agama tidak hanya menuntut pemimpin untuk bersikap adil, tetapi 
juga umat manusia secara umum sebagaimana tercantum dalam 
Surat An-Nahl ayat 90. 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ   حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ إِنَّ اللَّوَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ
رُونَ   وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

 
Artinya: “Sungguh Allah memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil 

dan berbuat baik,” (Surat An-Nahl ayat 90).  
 

Sementara pada surat lain, Allah juga memerintahkan manusia 
untuk bersikap adil. Pada Surat Al-Hujurat ayat 9 berikut ini, Allah 
menyatakan restu-Nya untuk mereka yang berbuat adil. 

بُّ الْمُقْسِطِيَن    وَأقَْسِطوُا إِنَّ اللَّوَ يُُِ
Artinya: “Berbuat adillah, Sungguh Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat adil,” (Surat Al-Hujurat ayat 9). Adapun sebutan 
imam atau pemimpin yang adil dapat ditemukan dalam 
riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini. Imam atau 
pemimpin yang adil disebut pertama sebagai kelompok 
yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. 
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عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّوُ فِ   عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ سَب ْ
مَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِ عِبَادَةِ اللَّوِ وَرَجُلٌ قَ لْبُوُ مُعَلَّ  قٌ ظِلِّوِ يَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّوُ الِْْ

سَاجِدِ وَرَ 
َ

جُلََنِ تَََابَّا فِ اللَّوِ اجْتَمَعَا عَلَيْوِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْوِ وَرَجُلٌ طلََبَتْوُ امْرَأةٌَ ذَاتُ باِلم
قَ بِصَدَقَةٍ فأََخْفَاىَا حَتََّّ لَا تَ عْلَمَ  مَنْصِبٍ وَجََاَلٍ فَ قَالَ إِنِِّّ أَخَافُ اللَّوَ وَرَجُلٌ تَصَدَّ

نَاهُ متفق عليو شِِاَلوُُ مَا تُ نْفِقُ يََيِنُوُ وَ  رَجُلٌ ذكََرَ اللَّوَ خَاليًِا فَ فَاضَتْ عَي ْ  
 

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia 
bersabda, ‘Ada tujuh kelompok orang yang dinaungi oleh 
Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, yaitu 
pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya 
dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan 
masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah di 
mana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang 
yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan 
rupawan lalu menjawab, ‘Aku takut kepada Allah,’ seseorang 
yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan 
seseorang yang berzikir di kesunyian dengan menitikkan air 
mata,’” (HR Bukhari dan Muslim).  
 

Penyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil ini bukan 
tanpa makna. Penyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil 
menunjukkan betapa pentingnya keadilan imam atau pemimpin. 
Peyebutan pertama imam atau pemimpin yang adil menandai nilai 
kehadirannya di tengah masyarakat karena berurusan dengan 
kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak, terutama sebagai 
pihak yang paling pertama memenuhi kelompok dhuafa dan 
kelompok masyarakat yang terpinggirkan haknya. 
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وبدأ بالشخص العادل لأن حياتو لو وللناس فإن الحاكم العادل ىو  
الكاسر لشوكة الظلمة والمجرمين وىو سند الضعفاء والمساكين وبو ينتظم أمر الناس 

 فيأمنون على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم 
Artinya: “Allah mengawali tujuh kelompok dengan menyebut ‘orang 

yang adil’ terlebih dahulu karena kehidupannya itu 
menyangkut dirinya dan nasib orang banyak. Pemerintah 
yang adil ini adalah ia yang mematahkan ‘duri’ orang-orang 
zalim dan pelaku kriminal. Ia adalah sandaran kaum dhuafa 
dan orang-orang miskin. Dengan kehadiran pemerintah 
yang adil, urusan publik terselesaikan sehingga mereka 
merasa aman dan terjamin jiwa, harta, dan nama baiknya,” 
(Lihat Syekh Hasan Sulaiman Nuri dan Sayyid Alwi bin 
Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, 
[Beirut, Darul Fikr: 1996 M/1416 H], cetakan pertama, juz II, 
halaman 256).   
 

Ada beberapa alasan kenapa kedudukan ulama itu menjadi 
begitu tinggi dan penting. Jawaban yang paling utama adalah sabda 
Rasulullah SAW sendiri terkait dengan sosok para ulama. Beliau 
menegaskan bahwa ulama itu merupakan ahli waris para nabi. 

وإِنّ العُلماء ورثةُ الأنبِْياءِ وإِنّ الأنبِْياء لمْ يوُرِّثوُا دِينْاراً ولا دِرْهماً إِنّّا ورثّوُا العِلْم فمنْ 
 أخذ بوِِ أخذ بِِظٍّ وافِرٍ 

Dan sesungguhnya para ulama adalah para ahli waris dari para nabi, 
dimana para Nabi memang tidak mewariskan dinar atau dirham, 
melainkan mereka mewariskan ilmu. Siapa yang menuntut ilmu 
maka dia telah mendapat warisan yang sangat besar nilainya. (HR. 
Muslim).  

 
Bahwa dari fakta-fakta runtutan yang penulis uraikan dari sisi 

hukum alam dimulai dari kekuasaan hukum alam yang berkiblat 
kepada hukum Allah yang berifat Illhiah sampai dengan hukum 



xvi Distorsi Antara Sistem Dogma dan Demokrasi

aliran realistis, aliran hukum leberal, sampai aliran hukum 
positivisme yang memisahkan tata nilai dari ketergantungan ajaran 
teologi dan dogma-dogma agama sebagai dasar dan cara berhukum 
untuk menata kehidupan umat manusia di dunia alam semesta. Jika, 
hukum keluar dari konteks moralitas, dan meningalkan doktrin 
dogma yang berasal dari ajaran Illahiah maka hukum tidak akan 
sempurna dan terjadi kerusakan hukum di muka bumi yang akan 
menyengsarakan kehidupan sosial masyarakat dunia. Akibatnya, 
hukum dibuat hanya untuk memberikan perlindungan para 
penguasa, untuk alat pengukuhan jabatan dan status sosial, dan jauh 
dari nilai-nilai keadilan sebagaimana diatur di dalam hukum alam. 
Karena, ajaran moralitas adalah ajaran budi pekerti yang menuntun 
jiwa-jiwa rohani menjadi berpikir positif dan baik sesuai tuntunan 
Sang Ilahi melalui wahyu yang disampaikan kepada malaikat, 
langsung diturunkan kepada para nabi dan rasul dan dari para nabi 
dan rasul diteruskan kepada pewarisnya yaitu ulama dan pemimpin 
yang adil. Jika, peradaban kehidupan dunia telah memisahkan ajaran 
dogma yang bercirikan ajaran moral dan tata nilai, plato menyebut 
dunia ideos/ideal.  

Alkindi yang bernama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf 
Ya’qub bin Ishak bin Ash-Shabah bin Imran bin Ismail bin Al-Asy’ats 
bin Qays Al-Kindi, dalam membuktikan adanya Tuhan dengan jalan 
filsafat, ia memberikan argumen tentang baharu (fana)-nya alam ini. 
Sedangkan gagasannya tentang jiwa, Al-Kindi mengatakan bahwa 
jiwa merupakan jauhar basith, yang mempunyai wujud tersendiri 
terpisah dari badan, serta substansinya adalah berasal dari substansi 
Allah Swt. Artinya, Al-Kindi dalam melihat hukum alam hampir 
memiliki kesamaan pandangan dengan Plato. Mengenai jiwa jauhar 
basith menurut Al-Kindi mempunyai wujud tersendiri yang mana 
subtansinya berasal dari subtansi Allah, yang oleh hukum alam 
menurut filsuf Plato, disebut sebagai alam ideos.   

Saat ini dunia telah memasuki tahun akhir zaman, 
sebagaimana di isaratkan nabi melalui petunjuk-petunjuk yang telah 
disampaikan kepada umatnya.  Rasulullah SAW adalah Rasul penutup 
yang menandakan bahwa kaum manusia saat ini adalah kaun yang 
hidup di akhir zaman.   
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aliran realistis, aliran hukum leberal, sampai aliran hukum 
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disampaikan kepada umatnya.  Rasulullah SAW adalah Rasul penutup 
yang menandakan bahwa kaum manusia saat ini adalah kaun yang 
hidup di akhir zaman.   

Rasul bersabda, ‘(Masa) diutusnya aku dan (hari terjadinya) 
kiamat seperti dua (jari) ini’.” (Anas Radhiyallahu ‘Anhu) berkata, 
“Dan beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam merapatkan jari telunjuk 
dengan jari tengahnya.” (HR. Muslim).   

Dalam suatu hadits Rasul bersabda: ‘Hitunglah enam (tanda) 
menjelang datangnya hari kiamat dan beliau Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam menyebutkan diantaranya: ‘Kematianku’.” (HR. Al-Bukhari). 
Penaklukan Baitul Maqdis atau yang dikenal dengan Masjidil Aqsa di 
Palestina adalah salah satu tanda akhir zaman khususnya yang 
terjadi pada tahun ke-16 H sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadits. ‘Hitunglah enam (tanda) menjelang datangnya hari 
Kiamat  dan beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyebutkan 
diantaranya: ‘Penaklukan Baitul Maqdis’.” (HR. Al-Bukhari). Rasul 
bersabda : “Hitunglah enam (tanda) menjelang datangnya hari 
Kiamat dan beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyebutkan di 
antaranya: ‘Kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian 
bagaikan penyakit (qu’ash) kambing’.” (HR. Al-Bukhari).  

Ibnu Hajar berpendapat bahwa wabah penyakit tha’un ‘amwas 
sudah merebak saat masa  kekhalifahan ‘Umar bin Khatab atau pasca 
penaklukan baitul maqdis. Wabah tersebut terjadi pada tahun 18 H 
dan menewaskan lebih dari 25000 jiwa. Disebutkan dalam hadits 
rasulullah tanda akhir zaman yang lain adalah berlimpahnya harta 
dan sulitnya menemukan orang untuk diberi sedekah. “Tidak akan 
terjadi hari Kiamat hingga harta benda banyak pada kalian, lalu 
melimpah ruah, sampai-sampai menyusahkan pemilik harta 
(mencari) orang yang menerima sedekah darinya, dan seorang 
dipanggil (untuk) menghadapnya, lalu dia berkata, ‘Aku tidak 
memiliki keperluan terhadapnya’.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).  

Fitnah yang dimaksud di sini adalah cobaan atau ujian. 
Sebagaimana tanda ini disebutkan dalam suatu hadits 
“Sesungguhnya menjelang datangnya hari Kiamat (terjadi) banyak 
fitnah,bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Seseorang yang di 
pagi hari dalam keadaan beriman, dan di sore harinya menjadi kafir. 
(Ada) yang di sore harinya dalam keadaan beriman, dan di pagi 
harinya menjadi kafir.  
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Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang 
berdiri, orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang 
berjalan, dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang 
yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah 
tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. 
Jika (rumah) salah seorang dari kalian dimasuki (fitnah), maka jadilah 
seperti yang terbaik dari kedua anak Adam (Habil).” (HR. Imam 
Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim). 

Bermunculannya nabi palsu adalah salah satu tanda akhir 
zaman. Pada masa Rasulullah sendiri setelah Rasul wafat ada 
beberapa orang yang mengaku sebagai nabi di antaranya yaitu 
Musailamah al Kazzab, Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi,serta di 
masa ini juga muncul nabi palsu seperti Mirza Ahmad Al Qadiyani 
yang berasal dari India.  Rasul bersabda “Tidak akan terjadi hari 
Kiamat hingga dibangkitkan ‘para dajjal (pendusta)’ yang (jumlahnya) 
mendekati tiga puluh, semuanya mengaku bahwa mereka adalah 
utusan Allah (Rasulullah).” (HR Bukhari).  

Tanda akhir zaman yang lainnya adalah rasa aman dalam diri 
manusia dan keamanan yang terjamin di setiap negara. Rasul 
bersabda ‘Tidak akan terjadi Kiamat hingga seseorang pengendara 
(kendaraan) berjalan di antara Irak dan Mekkah tidak merasa takut 
kecuali (takut) tersesat di jalan’.” (HR Ahmad). Munculnya api Hijaz 
pada pertengahan abad ke-7 H yakni pada tahun 654 H adalah salah 
satu pertanda akhir zaman sesuai dengan sabda nabi Muhammad 
SAW “Tidak akan terjadi hari Kiamat sampai api keluar dari tanah 
Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Bashra.”   

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa 
Rasululullah SAW bersabda:  “Tidak akan terjadi hari Kiamat hingga 
kaum muslimin memerangi bangsa Turki, yaitu kaum yang wajah-
wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit, mereka memakai 
(pakaian) yang terbuat dari bulu, dan berjalan (dengan sandal) yang 
terbuat dari bulu.” (HR Muslim).   

Dan, masih banyak tanda-tanda akhir zaman kiamat, namun 
untuk waktu kapan akan terjadi kiamat hanya Allah yang maha tahu. 
Rasulullah hanya menyampaikan tanda-tanda saja, hal ini patut kita 
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cermati dan kita lihat fenomena kehidupan dunia saat ini dan prilaku 
para ulama dunia menjual agama untuk kepentingan perutnya  dan 
pemimpin tidak adil banyak melakukan korupsi di mana-mana. Hal 
ini menunjukkan, bahwa memang kita berada pada kehidupan akhir 
zaman dan tigngal menunggu saat-saat kiamat tiba. Hanya kepada 
Allah kita semua pasrah diri dan meminta perlindungan. Dari dasar 
realitas kehidupan dunia ini dan alam semesta, kita melihat dari 
ruang lingkup yang lebih kecil, memotret tata sistem pelaksanaan 
kehidupan sosial dan tata demokrasi di Indonesia dan berbagai 
dinamika politik kotor dan sarat dengan intrik-intrik dan politik 
konon disebut politik transaksional secara nasional, namun sulit 
untuk dibuktikan, karena pembuat undang-undang sudah 
membentengi diri lewat regulasi yang rumit dan mengarah agar 
pelaku politik tak tersentuh hukum secara langsung ketika 
melakukan pelangaran pidana pemilu dan pidana lain.   

Mari kita lihat fakta empiris di lapangan, produk hasil 
pemilihan umum di Indonesia banyak di ciderai penyimpngan 
perilaku moralitas pemimpinnya dan hal itu menjadi menu berita 
media massa. Pajabat tertangkap KPK terlibat korupsi dan 
gratifikasi, setiap hari dapat kita baca. Alhasil, seolah pemilhan 
umum sebagai sarana pemilihan calon pemimpin di negeri ini, gagal 
menyeleksi moralitas calon pemimpin dan banyak melahirkan para 
pemimpin yang duduk di pemerintahan dan lembaga negara banyak 
tersandung kasus korupsi yang berkaitan erat dengan moralitasnya. 
Maka, mengutip kata-kata filsuf Rene Deskartes, Cogito Ergo Sum 
(saya berpikir jadi saya ada). Penulis, berpikir yang dimulai dari 
perenungan intuisinya, maka penulis ada dan buku buku ini ada!. “All 
human knowladge  begins with intusions proceeds from thence to 
concepts , and ends with ideas”. (semua pengetahuan menusia 
dimulai dari instuisi, hasil dari situ ke konsep dan berakhir dengan 
ide-ide).    

Oleh sebab itu, buku ini mencoba untuk menjawab pertanyaan 
What can I Know?, What ought I to do? dan What may I hope? Tiga 
pertanyaan tersebut menjadi latar belakang kenapa harus membaca 
buku kecil ini. Mari telusuri rekam jejak para pejabat-pejabat pusat 
maupun di daerah NKRI ini.  
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Mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati dan walikota 
bahkan sampai kepala desa, dan perilaku oknum-oknum penegak 
hukum di Indonesia.  Cukup banyak tersandung kasus korupsi, 
gratifikasi dan tindak pidana lainnya, yang hal itu melanggar norma 
agama, kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Fonomena 
itulah yang menjadikan dasar saya untuk menulis buku ini, agar 
kiranya dapat dibaca oleh masyarakat dan umat, untuk melihat 
secara cermat di mana sebenarnya letak kekeliruannya atas kriris 
moralitas menimpa bangsa ini.  

Dalam buku ini, penulis mengupas dari aspek norma agama, 
kesusilaan, kesopanan dan norma hukum, di mana telah terjadi 
distorsi antara dogma dan sistem demokrasi, sehingga banyak 
melahirkan kecurangan dan menciderai rasa keadilan di masyarakat 
akibat prilaku tidak bermoral dan dan tidak beretika yang dilakukan 
oleh para oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Di 
tulisan ini, disandarkan dan menempatkan ilmu adalah sebagi 
aktifitas rasional yang beroperasi berdasarkan satu atau beberapa 
metode tertentu.   

Banyak faktor, yang menyebabkan para pejabat terlibat tindak 
pidana korupsi, dan tindak pidana lainya, hal itu terungkap dari 
beberapa penelitian yang ditemukan dalam indikator-indikatornya, 
melalui penelitian dalam proses hukum yang diungkap oleh BPKP RI  
dan KPK RI. Unsur yang paling menonjol sebagai akibat pejabat 
melakukan korupsi adalah besarnya beban biaya politik pada saat 
dilakukan pemilihan kepala daerah. Sehingga, pejabat tersebut harus 
berutang untuk menutupi biaya politik yang tinggi. Sebagai salah 
satu cara untuk mendapatkan uang dan menutup utang sebagian 
besar memainkan anggaran proyek negara dengan bentuk setoran 
fee yang dipungut dari pengusaha-pengusaha. Hal itulah yang 
menjadi sebab utama, mengapa banyak pejabat terjaring OTT oleh 
KPK dan lembaga penegak hukum negara lainya. Ironis, begitu besar 
pejabat yang tertangkap dan diadili karena kasus korupsi. Oleh 
sebab itu, mari kita melihat secara bijak, sebab-sebab apa para 
pejabat negara tersebut terlibat kasus korupsi. Dalam hal ini, 
bagaimana rakyat sebagai pemilih transaksional untuk menjadikan 
seseorang menjadi pejabat negara, melalui sarana demokrasi 
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transaksional, apakah cukup diam merasa tak berdosa atau buang 
selah seolah bersikap apatis.  

Pendekatan hukum pidana, upaya terakhir untuk menindak 
para pemimpin negeri ini, dan menghentikan segera prilaku curang 
dan dusta mencopet uang rakyat bermilyar-milyar tanpa beban. 
Dalam buku ini penulis menguraikan, dari sudut pandang dan 
paradigma yang bersumber dari penggabungan ajaran dogma-
dogma dan sistem demokrasi hukum positif disingkronkan dengan 
kondisi kehidupan akhir zaman dan segala macam perilaku 
penyimpangan sosial lainnya yang dilakukan oleh para rakyat dan 
pemimpin negara.  

Semoga tulisan di dalam buku bermanfaat bagi pembaca dan 
dijadikan ladang amal dan ibadah untuk penulis, sehingga jika 
terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan dalam buku 
ini, mohon masukan dan saran untuk kebaikan dalam penulisan 
buku selanjutnya. Dan, selanjutnya kepada Allah lah penulis 
memohon ampun jika terjadi kekeliruan yang tidak disengaja dalam 
penulisan ayat Alqur’an dan hadist yang di cantumkan dalam buku 
ini.  “Saya merasakan dan sangat yakin di dalam hati, berdasarkan 
penjelasan Firman-Firman Allah dalam Alqur’an dan Hadist bahwa 
peradaban kehidupan era milenial saat ini, adalah fase perjalanan 
kehidupan manusia di akhir zaman nihayat alwaqt. Di mana kiprah 
para umat manusia, ulama, umara berjibaku dengan dominasi 
kekuasaan para qorin-qorin dari bangsa jin kafir yang selalu 
membisikkan, memberikan pengaruh penyimpangan prilaku 
keburukan, berdusta, fasik, tidak amanah, dan menyebar virus 
kemungkaran di muka bumi kepada mereka semua.  

 Jika,, mereka tidak bisa mengendalikan diri untuk 
melakukan takhalli, tahalli dan bertajalli serta meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaanya kepada Allah, maka akan terjadi 
kehancuran moralitas manusia, moralitas ulama dan moralitas 
umara yang berdampak pada fase kehancuran tatanan kehidupan 
menusia di bumi menuju tatanan kehidupan nihayat alwaqt. Semoga 
Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dan Indonesia 
segera bangkit dari krisis moral pemimpinnya dan krisis 
kepercayaan dari rakyatnya.  
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Dalam buku ini penulis mengelompokkan empat jenis 
masyarakat dalam ruang lingkup perilakunya dan sifat-sifatnya 
dalam proses demokrasi. Semoga buku catatan kecil ini bermanfaat 
untuk bahan bacaan umat dan sarana self awareness untuk kembali 
mengingat ke jalan keridhaan Allah. Semoga Allah mencatatnya 
sebagai ladang amal ibadah melalui da’wah bil kitabah (dakwah 
melalui tulisan)” “Nun perhatikanlah Al-qalam dan apa yang 
ditulisnya,”(Q.S. Al-Qalam: 1).  

Buku ini, menyitir pemikiran Auguste Comte dibagi atas tiga 
tingkatan pengembangan ilmu pengetahuan, dimulai dari tahap 
relegius, metafisik dan tahap positif. Tahap relegius menekankan 
pada asas religi sebagai postulat ilmiah, sehingga ilmu merupakan 
deduksi dan pejabaran dari ajaran religi. Tahap metafisik keberadaan 
wujud yang menjadi objek penelaahan yang terbebas dari dogma 
religi dan mengambangkan sistem pengetahuan di atas dasar 
postulat metafisik. Tahap tiga, tahap pengetahuan ilmiah (ilmu) di 
mana asas-asas yang dipergunakan diuji secara positif dalam proses 
verifikasi yang obyektif. Selamat membaca! Semoga buku ini dapat 
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A. Peradaban Indonesia di Era Melenial   

Mengawali dari penulisan buku ini, maka sebelum membahas 
mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi pada penduduk 
dunia, termasuk Indonesia, adalah penting membahas peradaban 
sebagai bagian tema terpenting dalam pembahasan. Paradaban 
Indonesia di era milenial, dalam rangka memaknai peradaban 
kehidupan akhir zaman menurut ilmu pengetahuan, menjadi tulisan 
pembuka dalam buku ini, agar memberikan penyadaran kepada 
seluruh umat manusia, bahwa saat ini era milenial adalah kehidupan 
yang diyakini umat, sebagai kehidupan akhir zaman dengan berbagai 
tanda-tanda yang sudah di sampaikan oleh Rasulullah melalui 
risalah nubuwah atau al-khabar kepada seluruh umatnya di seluruh 
dunia. Artinya, Indonesia juga termasuk dari bagian dari skenario 
kehidupan akhir zaman yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah 
SWT dan tidak satupun umat-Nya yang mengetahui kapan kiamat 
akan terjadi, dan hal itu menjadi rahasia Allah SWT Yang Maha 
Besar, Maha Kuat yang berhak pengatur segala isi di muka bumi dan 
langit.   
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Gambar 1.1. Bagan Dunia Akhir Zaman 

 
Penulisan ingin membuka cakrawala berpikir dan 

menyadarkan umat manusia dan pembaca secara mendalam dengan 
sentuhan qolbu agar umat manusia tergerak, berbuat sesuatu, 
menyadari diri, merenungkan dalam hati, lalu membuka hati dan 
jiwa-jiwanya diisi dengan ilmu pengetahuan agama yang diharapkan 
dapat memengaruhi perilaku dan aktualisasi dalam bentuk 
pelaksanaan dan mendorong manusia untuk bersifat baik dalam 
menjaga ukhuwah islamiyah (sesama muslim), ukhuwah insaniyah 
(umat manusia) dan ukhuwah wathaniyah (antar umat beragama). 
Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa saat ini menjadi 
manusia baik lahir dan batin, hidup di era milenial sangat sulit. 
Rasanya sangat langka dan terlihat terasa aneh dan lucu, jika orang 
jujur menjadi pemimpin umat atau manusia di kehidupan akhir 
zaman ini. Di sebagian besar kehidupan manusia, baik itu di ruang 
lingkup kekuasaan negara, kehidupan bermasyarakat, lingkungan 
sosial, organisasi keagamaan, organisasi umum, organisasi ekonomi, 
politik, pendidikan, dll, persaingan yang menyangkut kebijakan 
untuk mendapatkan status sosial, jabatan strategis, nilai ekonomi, 
dan untuk mendapat pengaruh di lembaga atau organisasinya selalu 
muncul apa yang namanya perbuatan curang atau melakukan 
penipuan, dusta dll, disetiap perjalanannya.   
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Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa saat ini menjadi 
manusia baik lahir dan batin, hidup di era milenial sangat sulit. 
Rasanya sangat langka dan terlihat terasa aneh dan lucu, jika orang 
jujur menjadi pemimpin umat atau manusia di kehidupan akhir 
zaman ini. Di sebagian besar kehidupan manusia, baik itu di ruang 
lingkup kekuasaan negara, kehidupan bermasyarakat, lingkungan 
sosial, organisasi keagamaan, organisasi umum, organisasi ekonomi, 
politik, pendidikan, dll, persaingan yang menyangkut kebijakan 
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muncul apa yang namanya perbuatan curang atau melakukan 
penipuan, dusta dll, disetiap perjalanannya.   

Kecurangan (Fraud) merupakan suatu tindakan yang umumnya 
dilakukan secara sengaja oleh seseorang dengan tujuan untuk 
menguntungkan dirinya sendiri.  

Ada beberapa teori mengenai kecurangan diantaranya: 
Menurut Cressey dalam teorinya,  The Fraud Triangle ada 3 (tiga) hal 
yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu pressure 
(dorongan), opportunity (peluang), dan rationalization (rasionalisasi), 
sebagaimana tergambar berikut ini: 

 
Gambar 1.2. The Fraud Triangle 

 
1. Pressure (Dorongan) 

Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang 
melakukan fraud, contohnya utang atau tagihan yang menumpuk, 
gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya 
yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah 
finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh 
keserakahan. 

2. Opportunity (Kesempatan) 
Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. 
Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi 
yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan 
wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity 
merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk 
diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control 
dan upaya deteksi dini terhadap fraud. 
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3. Rationalization (Pembenaran) 
Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di 
mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: 
Bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-
orang yang dicintainya, perusahaan telah mendapatkan 
keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku 
mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.1 

 
Dalam sebuah proses, yang baik disingkirkan yang buruk 

menjadi penguasa dan mendapatkan jabatan-jabatan tertentu 
dengan cara curang dan tidak jujur. Artinya, kalau penulis boleh 
katakan, bahwa era milenial ini adalah era akhir zaman yang mana 
manusia dituntut untuk lebih berhati hati dalam meneruskan sisa 
waktu dalam kehidupan ini, karane manusia dalam setiap mencapai 
tujuan-tujuan duniawinya memiliki sifat menyimpang melalui 
dorongan untuk berbuat curang, memiliki kesempatan melakukan 
kecurangan dan dan pandai melakukan pembenaran atas 
kecurangan yang dibuatnaya seolah perbuatan itu adalah perbuatan 
yang benar, mulya, sesuai aturan, padahal semuanya dilandasi dari 
perbuatan kecurangan-kecurangan dimana-mana.  

Penulis, sependapat dengan Cressey mengenai teori the fraud 
triangle, dan teori tersebut membuktikan secara empiris realitas 
yang terjadi di kehidupan era milenial ini. Kehidupan era milenial 
diyakini dalam ilmu agama, sebagai kehidupan akhir zaman, di mana 
kehidupan akhir zaman akan dipenuhi dengan memuncaknya 
perbuatan-perbuatan curang, dusta dan penipuan-penipuan untuk 
membuat kekacauan dunia, sehingga norma norma etika sudah tidak 
lagi menjadi landasan hidup untuk menuntun umat akhlak manusia 
agar kembali di jalan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali akhlak 
memiliki empat makna: Perbuatan baik dan buruk, Kemampuan 
untuk melakukan keduanya, Kemampuan untuk mengetahui 
keduanya, Kecenderungan jiwa kepada perbuatan baik dan buruk.  
Teori Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang 
yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (wisdom) kebijaksanan, 

                                                           
1  http://www.academia.edu/6634188/FRAUD_TRIANGLE 
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3. Rationalization (Pembenaran) 
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1  http://www.academia.edu/6634188/FRAUD_TRIANGLE 

keberanian, kesucian dan keadilan. Beliau berpandangan bahwa 
keutamaan merupakan moderasi antara dua ekstrimitas yang juga 
dikembangkan oleh Aritoteles. Beliau berkata,  

“Barang siapa yang mampu menyeimbangkan perkara ini dan 
mampu menjadikan itu sebagai kebiasaanya maka itulah yang disebut 
dengan akhlak baik secara mutlak, dan barang siapa yang mampu 
melakukan itu sebagiannya saja sedangkan sebagian yang lain tidak 
dilakukan maka itu termasuk akhlak baik. Artinya orang yang 
memperbaiki beberapa bagiannya saja tanpa yang lain, dan 
memperbaiki potensi amarahnya, serta menyeimbangkannya disebut 
sifat baik, sedangkan orang yang memperbaiki potensi syahwat dan 
menyeimbangkannya dianggap telah menjaga kehormatan. Jika 
potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang 
membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ektrim. 
Jika potensi amarah cenderung semakin mengendor maka itu disebut 
penakut dan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Jika potensi 
syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak 
atau loba. Jika potensi syahwat cenderung melemah maka yang 
demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang 
hina dan tercela.2 

“Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang 
demikian itu disebut tamak atau loba. Jika potensi syahwat cenderung 
melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat 
statis termasuk sifat yang hina dan tercela”. Coba disinkronkan 
dengan peryataan Al-Ghazali tersebut, dengan kondisi akhir zaman 
saat ini. Sepertinya, sifat tamak, loba dan sifat hina dan tercela 
sudah menjadi fenomena gaya hidup manusia akhir zaman. Dari 
ungkapan Al -Ghazali dapat kita sinkronkan dengan kondisi akhir 
zaman saat ini, apakah manusia era milenial termasuk masuk pada 
kelompok manusia yang seperti apa dalam pengolongannya. “Jika 
potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang 
membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ektrim”. 
Karena, manusia saat ini banyak  bertambahnya dan mengagungkan 

                                                           
2 https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/filsafat-

etika-menurut-alghazali-dan-imanuel-kant 
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syahwat maka di sebut ektrim, kehidupan ini memang sudah benar 
benar ekstrim, dimana-mana dibanyak negara sudah tidak 
memikirkan moralitas, norma-norma agama, tetapi lebih 
mengutaman syahwat nafsu duniawi nafsu yang mengarah pada 
perbuatan tercela oleh umat manusia.  Fenomena situsi dunia yang 
semakin kacau saat ini, mulai dari pemandangan perang antara 
negara di timur tengah, yang tersiar sangat vulgar di televisi, media 
cetak, media online, dan media sosial lainnya. Negara yang kaya dan 
memiliki kekuatan militer kuat membantai negara miskin, mengadu 
domba, membunuh, bahkan mengusai dengan cara brtual dan tidak 
manusiawi. Belum lagi ditambah masalah di negeri kita tercinta 
Indonesia, perilaku perubahan sosial masyarakatnya juga sangat 
terlihat. Penyimpangan perilaku sosial dapat kita lihat dari proses 
pelaksanaan demokrasi, ketika melakukan pemilihan kepala negara, 
kepala daerah sampai kepala desa, selalu dihiasi dengan 
pemandangan bagi-bagi uang dengan berbagai macam modus dan 
cara menyampaikannya. Inilah bagian dari tanda hari kiamat dan 
dunia kehidupan akhir zaman, karena tidak ada lagi kejujuran dan 
banyaknya kecurangan di muka bumi.   

Tanda kiamat kecil terbagi menjadi dua: Pertama, kejadian 
sudah muncul dan sudah selesai, seperti diutusnya Rasulullah saw., 
terbunuhnya Utsman bin ―Affan, terjadinya fitnah besar antara dua 
kelompok orang beriman dll. Kedua, kejadiannya sudah muncul 
tetapi belum selesai bahkan semakin bertambah, seperti tersia-
siakannya amanah, terangkatnya ilmu, merebaknya perzinaan dan 
pembunuhan, banyaknya wanita dan lainnya. 
Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah:3 
1. Diutusnya Rasulullah SAW. Dari Jabir ra berkata: “Adalah 

Rasulullah saw. jika beliau khutbah memerah matanya, suaranya 
keras, dan penuh dengan semangat seperti panglima perang, 
beliau bersabda: ―(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian‖, 
beliau melanjutkan: ―Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini,‖ 
Rasulullah saw mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk 
dan jari tengah,” (HR Muslim). 

                                                           
3 http://www.dahtauker.com/2019/01/28/akhir-zaman-13-tanda-kiamat-yang-

sudah-terjadi-di-sekeliling-kita/ 
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3 http://www.dahtauker.com/2019/01/28/akhir-zaman-13-tanda-kiamat-yang-

sudah-terjadi-di-sekeliling-kita/ 

2. Disia-siakannya amanat. Dari Jabir ra. berkata, tatkala Nabi SAW 
berada dalam suatu majlis sedang berbicara dengan sahabat, 
maka datanglah orang Arab Badui dan berkata: “Kapan terjadi 
Kiamat?” Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. 
Sebahagian sahabat berkata: “Rasulullah SAW mendengar apa 
yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya.” 
Berkata sebagian yang lain: “Rasul SAW tidak mendengar.” 
Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, beliau 
bertanya: “Mana yang bertanya tentang Kiamat?” Berkata lelaki 
Badui itu: “Saya wahai Rasulullah SAW.” Rasul SAW berkata: “Jika 
amanah disia-siakan, maka tunggulah Kiamat.” Bertanya: 
“Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasul SAW menjawab: “Jika 
urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 
Kiamat,” (HR Bukhari). 

3. Penggembala menjadi kaya. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril 
tentang tanda-tanda kiamat, lalu beliau menjawab: “Seorang 
budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang 
yang tidak beralas kaki, telanjang dan miskin penggembala 
binatang berlumba-lumba saling tinggi dalam bangunan,” (HR 
Muslim). 

 
Gambar 1.3. Bagan Tanda Tanda Hari Kiamat 

Menurut Hadits Riwayat Muslim 
4. Sungai Efrat berubah menjadi emas. Dari Abu Hurairah ra bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan terjadi Kiamat sampai 
sungai Eufrat menghasilkan gunung emas, manusia berebutan 
tentangnya. Dan setiap seratus 100 terbunuh 99 orang. Dan 
setiap orang dari mereka berkata: ―Barangkali akulah yang 
selamat‖,” (Muttafaqun ―alaihi). 
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5. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. “Ada enam dari tanda-tanda 
Kiamat: kematianku (Rasul SAW), dibukanya Baitul Maqdis, 
seorang lelaki diberi 1000 dinar, tapi dia membencinya, fitnah 
yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim, kematian 
menjemput manusia seperti kematian pada kambing dan 
khianatnya bangsa Romawi, sampai 80 poin, dan setiap poin 
12.000,” (HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz). 

6. Banyak terjadi pembunuhan. Dari Abu Hurairah ra. bahwa 
Rasulullah saw. bersabda: “Tiadakah akan terjadi kiamat, sehingga 
banyak terjadi haraj.” Sahabat bertanya: “Apa itu haraj ya 
Rasulullah?” Rasul SAW menjawab: “Haraj adalah pembunuhan, 
pembunuhan.” (HR Muslim).  

7. Banyak Polisi dan pembela kezaliman. “Di akhir zaman banyak 
polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di 
sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Hati-hatilah 
engkau jangan sampai menjadi teman mereka,” (HR AT-Tabrani). 

 
Gambar 1.4. Ilustrasi Persekongkolan Kelompok Yahudi 
 

8. Perang antara Yahudi dan umat Islam. Dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat sehingga 
kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Maka kaum muslimin 
membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi di 
belakang batu-batuan dan pohon-pohonan. Dan berkatalah batu 
dan pohon: “Wahai muslim, wahai hamba Allah ini Yahudi di 
belakangku, kemari dan bunuhlah ia kecuali pohon Ghorqod 
kerana ia adalah pohon Yahudi,” (HR Muslim). 
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belakangku, kemari dan bunuhlah ia kecuali pohon Ghorqod 
kerana ia adalah pohon Yahudi,” (HR Muslim). 

9. Dominannya fitnah. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat, sampai dominannya 
fitnah, banyaknya dusta dan berdekatannya pasar.” (HR Ahmad). 

10. Sedikitnya ilmu, merebaknya perzinaan, banyaknya kaum 
wanita. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu 
diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinaan, 
banyaknya orang yang minum khomr, sedikit kaum lelaki dan 
banyak kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu 
lelaki.” (HR Bukhari). 

11. Bermewah-mewah dalam membangun masjid. Dari Anas RA 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Di antara tanda kiamat adalah 
bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid.” 
(HR Ahmad, An-Nasa‖i dan Ibnu Hibban). 

12. Menyebarnya riba dan harta haram. Dari Abu Hurairah RA 
berkata, Rasulullah SAW Bersabda: “Akan datang pada manusia 
suatu waktu, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba, orang 
yang tidak makan langsung, pasti terkena debu-debunya.” (HR 
Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi). 

13. Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW Bersabda: “Akan 
datang pada manusia suatu saat di mana, seseorang tidak peduli 
dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang 
haram?“ (HR Ahmad dan Bukhari). 

 
Realita empiris tersebut, terlihat bahwa dunia akhir zaman 

memang kita yakini sedang berlangsung saat ini, kehidupan era 
milenial, karena Rosulullah telah memberikan tanda-tanda hari 
kiamat secara jelas dan terang. Penulis tergerak untuk menulis buku 
ini, hanya ingin berbagi informasi kepada saudara muslim seakidah, 
bahwa zaman yang sedang kita jalani dewasa ini merupakan zaman 
sarat fitnah mengumbar nafsu syahwat dan nafsu duniawi. Statemen 
ini hampir banyak kesamaan dengan saudara-saudara kaum 
muslimin lainnya. Mereka rata-rata sudah lelah dan capek 
menghadapi kenyataan zaman yang sarat dengan provokasi dan 
penistaan terhadap para ulama, kaum muslimin dan ajaran Islam. 
Intinya banyak pesan dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi 
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Wasallam mengenai fitnah di akhir zaman yang sangat cocok 
menggambarkan zaman yang sedang kita lalui saat ini. Inilah zaman 
ketika giliran kemenangan di dunia bukan berada di pihak umat 
Islam. Ini merupakan zaman di mana Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
menguji orang-orang beriman. Siapa di antara mereka yang 
mengekor kepada orang-orang kafir, siapa di antara mereka yang 
hebat imannya dan bahkan rela berjihad di jalan Allah Subhanahu 
Wa Ta‖ala hingga meraih kemenangan dien-Nya atau mencapai 
kemuliaan mati syahid. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

”Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka 
sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat 
luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami 
pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); 
dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan 
orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur 
sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” 
(QS Ali Imran : 140).4 

Dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Ta’ala menegaskan 
bahwa adakalanya umat Islam memperoleh kemenangan dalam 
medan pertempuran tapi adakalanya kaum musyrikin-kuffar yang 
menang. Ini merupakan perkara biasa dalam kehidupan di dunia 
yang fana. Dunia merupakan tempat di mana segala keadaan 
berubah silih berganti, tidak ada yang tetap dan abadi. Faktanya 
kadang manusia menang, kadang kalah. Kadang lapang, kadang 
sempit. Susah-senang, sehat-sakit, kaya-miskin, terang-gelap, 
siang-malam, berjaya-terpuruk semuanya silih berganti dan selalu 
bergiliran. Itulah dunia.  

Berbeda dengan di akhirat nanti. Manusia hanya punya satu 
dari dua pilihan keadaan. Pertama, ia mungkin hidup abadi dalam 
kesenangan hakiki di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta’ala atau 
sebaliknya, hidup kekal dalam penderitaan sejati di neraka milik 
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.  

Sedemikian kelamnya zaman Mulkan Jabariyyah yang sedang 
kita jalani dewasa ini sehingga seorang Ulama Pakistan yang sempat 

                                                           
4 Alqur’an Surah  Ali Imran: 140 
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4 Alqur’an Surah  Ali Imran: 140 
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sedang dilalui umat dewasa ini. Jangankan kaum muslimin 
memimpin dunia, alih-alih mereka menjadi umat yang diarahkan 
(baca: dieksploitasi) oleh umat lainnya. Inilah babak paling kelam 
dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu Wa Ta’ala gilir kepemimpinan 
dunia dari kaum mu‖minin kepada kaum kafirin. Inilah zaman kita 
sekarang. We are living in the darkest ages of the Islamic history. 
Dunia menjadi morat-marit sarat fitnah. Nilai-nilai jahiliah modern 
mendominasi kehidupan. Para penguasa mengatur masyarakat 
bukan dengan bimbingan wahyu Ilahi dan nilai-nilai Nubuwah, 
melainkan hawa nafsu pribadi dan kelompok. Berbagai lini 
kehidupan umat manusia diatur dengan Dajjalic values (nilai-nilai 
Dajjal). Segenap urusan dunia dikelola dengan nilai-nilai 
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materialisme (Komunisme)-liberalisme-sekularisme, baik politik, 
sosial, ekonomi, budaya, medis, pertahanan-keamanan, militer 
bahkan keagamaan. Masyarakat kian dijauhkan dari pola hidup 
berdasarkan manhaj Kenabian. 

Kita lihat dalam bidang politik umat dipaksa mengikuti sistem 
demokrasi di dalamnya ada budaya -tanpa rasa malu dan rasa takut 
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala di mana seorang manusia 
menawarkan dirinya menjadi pemimpin, bahkan dengan over-
confident mengkampanyekan dirinya agar dipilih masyarakat. Sambil 
menebar setumpuk janji kepada rakyat. Padahal Rasulullah Sallallahu 
Alaihi Wasallam bersabda: ”Hai Abdurrahman, janganlah kamu 
meminta pangkat kedudukan! Apabila kamu diberi karena 
memintanya, maka hal itu akan menjadi suatu beban berat bagimu. 
Lain halnya apabila kamu diberi tanpa adanya permintaan darimu, 
maka kamu akan ditolong.” (HR Muslim 9/343).  

Sementara itu di bidang ekonomi dan keuangan umat dipaksa 
tunduk pada tiga pilar setan, yaitu Bunga Bank (baca: Riba), Uang 
Fiat (baca: uang kertas) dan Money Creation yaitu sistem yang 
memberi kekuasaan pada bank untuk melakukan proses penciptaan 
uang. Padahal Islam memiliki konsep yang sangat baku tentang uang 
dan segala bentuk transaksi yang melibatkan uang. Bukan hanya 
sebatas teori tetapi blue print keuangan Islam memang pernah 
diwujudkan dalam bentuk nyata sejak masa awal ke-Khalifahan 
Islam dan terbukti hasilnya berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat. 
Itulah yang diisyaratkan dalam Al-Qur‖an sebagai dhzahab (emas) 
dan fidhdhoh (perak) dan secara empiris berupa dinar dan dirham. 
Suatu jenis mata uang yang memiliki intrinsic value serta aman dari 
inflasi. 

Di bidang hukum umat dipaksa tunduk pada nilai-nilai legal 
dan illegal (baca: halal dan haram) berdasarkan hawa nafsu para law-
makers. Kita bisa menyaksikan saat ini hampir-hampir Indonesia 
homoseksual dan lesbianisme dianggap legal-halal dengan alasan 
kemanusiaan. Padahal Allah berfirman: ”Barangsiapa yang tidak 
berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang kafir.” (QS Al-Maidah 44). Bahkan sistem 
Mulkan Jabariyyah mencap kebanyakan orang-orang beriman 
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pejuang tegaknya agama Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai teroris 
atau setidak-tidaknya dianggap makar. Dan menempatkan para 
kriminal pelanggar berat HAM sebagai pimpinan negara-negara 
maju.  

Di bidang pertahanan keamanan umat dipaksa tunduk pada 
konsep ashobiyyah (fanatisme kelompok). Angkatan militer berbagai 
negara dewasa ini dibentuk untuk mempertahankan spirit right or 
wrong is my country. Barangkali selain angkatan militer Hamas di 
Palestina, tak ada satupun kekuatan Pertahanan dan Keamanan 
(Hankam) yang dibentuk dengan cita-cita menegakkan kalimat Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala atau mati syahid. Kebanyakan prajurit militer 
modern menjadi budak jalur komandonya. Mereka tidak pernah 
dibina untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta‖ala sejati. Allah 
Subhanahu Wa Ta‖ala berfirman: ”Sesungguhnya Allah telah membeli 
dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan 
surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka 
membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari 
Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran” (QS At-Taubah 111).5 

Sedangkan seni dan budaya telah menjadi industri syahwat. 
Sangat langka dijumpai produk di bidang ini yang bila dinikmati 
membawa manusia menjadi lebih dekat dan mengingat Allah Yang 
Maha Indah. Hampir semua film, tontonan, nyanyian, tarian maupun 
novel menyeret manusia kepada pemuasan syahwat semata tanpa 
pandang halal-haramnya. Sungguh, nilai-nilai kemaksiatan di zaman 
Mulkan Jabariyyah ini telah mendominasi segenap lini kehidupan 
umat manusia. Sistem di zaman Mulkan Jabariyyah ini telah 
memperoleh kekuasaan yang cukup di seluruh dunia, sehingga 
kukunya menancap ke setiap sudut kehidupan kaum muslimin. 
Sekaranglah saatnya kita bersikap dan memilih. Apakah kita mau 
mengikuti genderang tarian mengawetkan babak keempat Sistem 
Mulkan Jabariyyah ini? Ataukah kita secara aktif mempersiapkan diri 
menyongsong babak kelima, yakni babak Khilafatun ‘ala Minhaj An-
Nubuwwah (kekhalifahan mengikuti pola Kenabian) sebagaimana 

                                                           
5 Alqur;an QS At-Taubah:  111 
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disinyalir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bakal menjadi 
babak lanjutan setelah babak penuh fitnah ini berlalu. 6 

Salah satu rukun Islam adalah percaya adanya hari akhir tapi 
fakta yang selalu saya temui sehari-hari ketika saya mengajak 
diskusi seseorang  tentang akhir zaman mereka selalu menanggapi 
dengan dingin, sinis bahkan terkadang terkesan melecehkan. Seakan 
dia berkata ngimpi kale atau terdelusi nih orang. Kadang malah 
terkesan merendahkan kapasitas berfikir kita. Padahal siapa yang 
aneh ya? Bukankah mereka percaya Muhammad adalah nabi terakhir 
dan umat ini sudah berusia 1400 tahun? Bandingkan dengan umat 
Nabi Isa AS hanya berusia 600 tahun. Mereka mengaku beriman 
kepada hari akhir tapi selalu menghindar ketika diajak diskusi hal itu, 
bukankah itu merendahkan keimanannya sendiri ? 

Beberapa kemungkinan  penyebabnya adalah mereka berfikir 
bahwa: 
1. Hari akhir (kiamat) itu masih lama dan itu rahasia Tuhan. 
2. Tidak ada gunanya bicara akhir zaman. 
3. Tidak tahu bedanya akhir zaman dengan kiamat. 
 

Sebenarnya bahwa kiamat adalah rahasia Tuhan yang waktu 
dan Prosesnya kita belum dikasih tahu, dan nanti Nabi Isa yang akan 
memberi tahu prosesnya. Tapi sebelum kiamat ada era Akhir zaman, 
dan kita sedang berada di era itu karena kita adalah umat 
Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir yang telah berumur 
lebih 1400 tahun. Tapi jangan kaget menurut panduan Hadits Nabi 
Isa itu akan turun 7 tahun setelah Al Malhamah (perang nuklir) bisa 
dikatakan hampir sama waktunya dengn turunnya Dajjal dan Imam 
Mahdi. 

“Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan 
pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-
ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus” (QS 
Az Zuhruf 61) 
 

                                                           
6 https://beritalangitan.com/editorial/14803/ 
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Kiamat sendiri harusnya bukanlah hal yang harus ditakutkan 
oleh seorang muslim, yang harus ditakutkan adalah nasib kita di 
pengadilan Allah setelah kiamat. Dan ini juga karena setiap muslim 
dan setiap mukmin tidak akan mengalami dan melihat proses 
kiamat, karena dadits menyebut setiap muslim dan mukmin akan 
diwafatkan dengan hembusan angin lembut sebelum kiamat. 
Definisi  akhir zaman adalah era yang dimulai dari diangkatnya 
Muhammad menjadi Nabi  sampai dengan berakhirnya masa 
kekhalifahan akhir zaman yang diprakarsai Imam Mahdi dan Nabi Isa 
AS. Sedang proses kiamat adalah era setelah berakhirnya 
kekhalifahan akhir zaman sampai akhir dunia. Ujung dari akhir 
zaman adalah berakhirnya sejarah manusia di dunia (End of History) 
sedang ujung dari keberadaan dunia disebut hari kiamat yang 
merupakan akhir dari dunia (End of World).  

Jadi akhir zaman dan kiamat adalah dua hal yang berbeda. Jadi 
jelas kita ini sedang hidup di ujung akhir zaman karena kita  
merupakan umat Nabi Muhammad  SAW yang merupakan Nabi 
terakhir, dan telah diberi waktu 1400 tahun, sebagai perbandingan 
umat Nabi Isa AS hanya diberi waktu  600 tahun. 

 
B. Time Line Akhir Zaman  

Tabel Waktu di bawah ini lebih jelas menggambarkan sedang 
di zaman mana kita kini hidup: 

 
Gambar 1.5. Bagan Time Line Akhir Zaman7 

Wallahu A’lam Bishshawab! 
                                                           

7 https://analisaakhirzaman.com/2016/10/08/time-table-akhir-zaman/ 
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Kita lihat dalam bagan waktu di atas betapa dekatnya kita 
dengan Almalhamah dan Turunnya Dajjal dan Nabi Isa. Dari mana 
kita tahu kalau Al-Malhamah itu perang nuklir dan Perang Nuklir 
Sudah Dekat? Ada dua sumber yang kita jadikan referensi, pertama 
Zionis telah mengagendakan 3 perang besar dunia Perang Dunia 1, 
Perang Dunia 2 dan Perang Dunia 3.  

Dalam Agenda New World Order (NWO) tentang Perang Dunia 
3 sangat jelas mengisyaratkan perang nuklir. Yang kedua hadits-
hadits dan ayat Alquran juga telah mengisyaratkan bahwa bagian 
kedua dari Al-Malhamah adalah Perang Nuklir. Karena Perang Dunia 
terakhir atau Al Malhamah terbagi dalam dua fase. Dari mana kita 
tahu kalau perang Nuklir sudah dekat? (lihat tanda ?)  Silahkan baca 
Isyarat Islam tentang perang nuklir, di situ ada hadits shahih yang 
menjelaskan kapan  perang nuklir akan terjadi. Dalam Hadits itu 
dijelaskan bahwa  jika sudah terjadi perebutan Minyak (emas hitam) 
di sungai Eufrat maka peristiwa berikutnya adalah perang nuklir. 
Juga simak  terus Update Geopolitik terkini di sekitar Sungai Eufrat 
(Turki, Suriah, Iraq) karena menurut hadits terjadinya kemelut di 
sekitar sungai Eufrat itu akan memicu Al-Malhamah (perang nuklir). 

Kita semua tahu perang di Suriah selain perang antara umat 
Islam dengan agresor dari luar adalah juga proxi war antara North 
Atlantic Treaty Organization (NATO) disatu sisi dan Rusia, Iran dan 
China disisi lain. Juga amati penumpukan ratusan ribu Pasukan dan 
peralatan Militer NATO disekitar Rusia (Lithuania, Polandia, 
Romaninia dsb) yang bukan lagi mengarah perang dingin antara 
Nato Vs blok Rusia tapi semakin mengarah ke persiapan Perang 
frontal antar super power. Dari mana kita tahu jarak antara 
Malhamah/perang nuklir dan keluar Dajjal, Isa dan Imam Mahdi 
adalah 7 tahun? Baca peristiwa setelah perang nuklir yang 
mengungkapnya dari referensi beberapa Hadits.  

Hadits-hadits tentang khilafah akhir zaman menyatakan 
bahwa usia khilafah Islam terakhir adalah 7 tahun, selama itu sampai 
datang kiamat tidak ada lagi perang apapun di dunia. Dibawah 
Kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa  seluruh dunia dalam 
kondisi pemerintahan Khilafah Islam dunia yang adil makmur, tidak 
ada lagi orang kekurangan. Dari mana kita tahu Usia Khilafah Islam 
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terakhir berusia 7 tahun dan setelah itu berakhirkah sejarah umat 
manusia? Silakan baca artikel Khilafah Islam terakhir. dan artikel dua 
Khilafah Kembar Akhir zaman. Perang Nuklir adalah peristiwa besar 
adalah peristiwa yang hanya akan terjadi sekali dalam sejarah umat 
manusia, ternyata peristiwa itu juga sudah diisyaratkan dalam Injil 
Barnabas, Injil yang mengisyaratkan munculnya Ahmed 
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global, artinya Anda harus tahu geopolitik terkini dan sejarah 
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“potongan bagian tubuh gajah”.   

Jadi banyak artikel  yang anda harus anda baca biar 
paham  sedang dizaman apa kita hidup. Al-Qur'an tidak akan berdiri 
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pengetahuan. Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah ucapannya Al-
Qur'an tidak akan berguna tanpa ilmu. Islam adalah agama yang 
menjadikan dirinya sebagai ilmu. Sehingga kita mengenal adanya 
ilmu-ilmu agama. Untuk memahami Al-Qur'an kita tidak hanya perlu 
memahami ilmu-ilmu agama tapi ilmu-ilmu alam (sains) dan ilmu-
ilmu sosial. Al-Qur'an menganggap diri (anfus), 'afaq' (dunia), alam 
dan sejarah sebagai sumber ilmu. Ayat dalam pemahaman al-Qur'an 
bukan sekadar "tanda", tetapi juga sumber pelajaran. Ayat-ayat yang 
harus dibaca menurut Alqur'an adalah ayat qauliyah (teks Al-Qur'an 
itu sendiri) dan ayat-ayat kauniyah, yakni alam semesta. Alam 
semesta ini tidak diciptakan dengan sia-sia oleh Allah SWT semua 
ada tujuannya.  

Alam semesta dalam pandangan Islam tidak bersifat maya, 
melainkan nyata. Alam raya ini diciptakan dengan haq (memiliki 
hakikat, kenyataan). Alam merupakan salah-satu sumber ilmu bagi 
manusia.  Manusia harus belajar dari alam sebagai ciptaan Tuhan. 
Diri manusia pun adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kasih. Allah 
menampakkan tanda-tanda kekuasaan-Nya pada diri manusia 
maupun di alam semesta. 

Al-Qur'an bicara soal moral dan kebejatan umat-umat 
terdahulu. Al-Qur'an sangat menekankan soal kebersihan moral 
seseorang dan ampunan Tuhan bagi mereka yang ingin 
membersihkan diri. Kejayaan di antara umat-umat manusia 
dipergilirkan satu sama lain. Ada kalanya umat itu di atas kadang di 
bawah. Kadang ada beberapa umat yang dihancurkan sama sekali 
seperti kaum  'Ad dan Tsamud. Kepada setiap umat akan dikirimkan 
Rasul-rasul untuk mendakwahkan tauhid dan kebenaran moral. Ada 
kaum yang berbuat kekotoran seperti kaum Sa'dum (Sodom) yakni 
kaum Nabi Luth. Mereka dihancurkan Tuhan karena perbuatan 
sodomi sesama jenis yang mereka lakukan. Mereka menolak 
imbauan Nabi Luth untuk menikah dengan lawan jenis. Semua itu 
dikisahkan oleh Al-Qur'an.  

Di sisi lain, Al-Qur'an banyak menggugah nalar manusia. Al-
Qur'an memerintahkan manusia menggunakan akalnya. Untuk 
membuktikan kebenaran diriya, Al-Qur'an mempersilahkan manusia 
menggunakan berbagai metode, baik argumentasi, metode ilmiah, 
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linguistik, sejarah dan lain sebagainya. Al-Qur'an menantang umat 
manusia terutama kaum cendekiawan yang memiliki keraguan 
terhadap Al-Qur'an untuk membuktikan kebenaran atau kepalsuan 
Al-Qur'an. Al-Qur'an mempersilakan jin dan manusia berkumpul 
untuk membuktikan kebenarannya. Al-Qur'an menggunakan metode 
diskusi, berdebat, dan imajinatif kepada umat manusia. Membaca Al-
Qur'an akan membawa imajinasi kita bepergian ke tempat-tempat 
yang jauh seperti surga, neraka, hari akhir, alam akhirat dan lain 
sebagainya. Sampai sekarang belum ada satu buku pun yang berhasil 
menandingi Al-Qur'an. Masyarakat Arab Muslim pada masa awal 
perkembangan Islam berhasil membawa Al-Qur'an dari padang pasir 
Jazirah Arabia menjadi kitab suci yang menginspirasi dunia. 
Peradaban-peradaban Islam yang tumbuh berkembang berhasil 
mengejawantahkan semangat Al-Qur'an seperti keadilan, 
persamaan, kemerdekaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Al-
Qur'an jelas merupakan firman Tuhan yang memuat kebajikan moral 
yang luar biasa.  

Orientalis yang mengkaji Al-Qur'an pun sangat kagum kepada 
kitab ini. Sayangnya umat Islam saat ini hanya terjebak dalam 
melafalkan Al-Qur'an, bukan membaca Al-Qur'an. Untuk membaca 
Al-Qur'an kita harus mengetahui konteks sejarah dan pesan yang 
tersurat dan tersirat. Umat Islam belum memahami Al-Qur'an 
secara menyeluruh. Masih sepotong-sepotong. Hal ini tidak lepas 
dari pengajaran Al-Qur'an di negeri ini yang cenderung memahami 
Al-Qur'an secara harfiah atau ayat-ayat hukum saja. Sedangkan 
ayat-ayat Al-Qur'an mempunyai makna yang mendalam. Memahami 
Al-Qur'an membutuhkan waktu. Tidak bisa hanya sepintas lalu saja. 
Umat Islam saat ini cenderung menafikan Al-Qur'an. Menjadikannya 
sebagai hadiah di saat pernikahan saja. Sedangkan isinya yang 
menakjubkan diabaikan. Al-Qur'an bukan sekedar kitab suci. Ia 
adalah kitab petunjuk, penjelas, dan pembeda antara benar dan 
salah.  
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Gambar 1.6. Bagan Fenomena Ibadah Manusia  Akhir Zaman8 

 
Berbicara mengenai pembahasan tentang peradaban di masa 

lalu dan masa sekarang, tentang umat Islam, berkaitan erat dengan 
peradaban negara Indonesia. Menurut laporan Pew Researt (PR) 
sebuah Lembaga Riset Global mencatat pada tahun 2010 Indonesia 
menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi muslim 
terbesar di dunia, tercatat pada tahun tersebut 209,1 juta jiwa lebih 
penduduk Indonesia merupakan muslim.9  

Hingga Tahun 2019, Indonesia masih berada di posisi tertinggi. 
Oleh sebab itu, dinamika peradaban negara Indonesia, baik cara 
bertingkah laku, kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, 
keagamaan, telah terjadi regenerasi perubahan pola dan tindak serta 
sistem bertata negara, menurut waktu peradaban berlangsung di 
masanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
dimaksudkan dengan peradaban adalah berasal dari kata adab, kata 
adab menurut kamus besar adalah kesopanan, kehalusan, dan 
kebaikan budi pekerti beserta akhlak. Beradab adalah, mempunyai 
adab, sopan santun, dan baik budi bahasanya dan telah maju tingkat 
kehidupan lahir dan bathinnya. Peradaban adalah kemajuan 
(kecerdasan dan kebudayaan) lahir dan batin dan  hal yang 

                                                           
8 https://steemit.com/busy/@fadhlan86/ibadah-akhir-zaman 
9 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-

dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia-2018 
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menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu 
bangsa. Peradaban (civilization) dapat diartikan sebagai 
hubungannya dengan kewarganegaraan karena diambil dari kata 
civies (Latin) atau civil (Inggris) yang berarti seorang warga Negara 
yang berkemajuan. Dalam hal ini dapat diartikan dengan dua cara, 
proses menjadi berkeadaban, dan suatu masyarakat manusia yang 
sudah berkembang atau maju. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka indikasi suatu 
peradaban adalah adanya gejala gejala lahir seperti masyarakat yang 
telah memiliki berbagai perangkat kehidupan. Peradaban adalah 
identik dengan gagasan tentang kemajuan sosial, baik dalam bentuk 
kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin 
agama, memudarnya norma-norma lokal tradisional dan 
perkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Segala 
hal, berupa perbuatan dan pemikiran manusia tak bisa dilepaskan 
dari peradaban. Jadi, konsep peradaban bersifat mencakup semua. 
Oleh karena itu, menjadi beradab adalah menjadi santun dan 
berakhlak baik dan peduli pada orang lain dan sebagainya. Berikut 
arti dari peradaban menurut beberapa ahli: 
1. Yusuf Qardhawi mangatakan bahwa peradaban adalah 

sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa 
kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun 
sosial, yang terdapat pada suatu masyarakat atau pada 
masyarakat yang serupa. 

2. Menurut Syed Naquib Al-Attas mengungkapkan bahwa 
peradaban itu ialah keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang 
telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang 
luhur bagi seluruh masyarakatnya. 

3. M. Abdul Karim mengatakan peradaban adalah bagian-bagian 
dari kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, 
seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang luas. 
Dan ditegaskan lagi bahwa pengertian umum yang dipakai adalah 
peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan 
untuk memudahkan dan mensejahterakan hidup. 
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4. De Haan mengatakan peradaban adalah lawan dari kebudayaan. 
Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan 
teknologi. 

5. Sedilot mengatakan bahwa peradaban merupakan khazanah 
pengetahuan dan kecakapan teknis yang meningkat dari 
angkatan ke angkatan dan sanggup berlangsung terus-menerus. 

6. Beals dan Hoiyer mengatakan bahwa peradaban sama dengan 
kebudayaan apabila dipandang dari segi kualitasnya, tetapi 
berbeda dalam kuantitas, isi dan kompleks pola-polanya. 

7. Badri Yatim mengungkapkan bahwa peradaban adalah sesuatu 
yang dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari 
kebudayaan yang halus dan indah. 

8. Chudoba dan J.Schall mejelaskan bahwa Peradaban adalah 
gagasan-gagasan, karya-karya, alat-alat, adat istiadat dan 
pranata-pranata dalam masa lampau yang tak dapat diubah. 

9. Koentjaraningrat menyatakan bahwa peradaban merupakan 
bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti 
misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun 
pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, 
kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat 
kota yang maju dan kompleks.10 

 
Dari beberapa penjelasan definisi tentang makna peradaban, 

secara umum kita dapat menilai secara langsung kondisi ke-
Indonesia-an kini, apakah peradabannya telah mengalami 
pergeseran sistem, pola, baik dari sisi sistem bertatanegaranya, 
kebudayaan, perubahan paradigma masyarakatnya, agama, sosial, 
ekonomi, dan pemerintahan secara umum. Hal itu, dapat dilihat dari 
berbagai macam indikator dengan merujuk pada definisi  para ahli 
memaknai tentang paradaban itu sendiri.     

Negara Indonesia saat ini, masuk dalam rumpun Dunia Abad 
21, yang abad ini tidak mudah untuk diamati dan dipahami, ia tidak 
seperti dulu dan abad-abad setelahnya. Dunia di abad 21, setiap hari 
penuh dengan perubahan otonomi yang lebih besar, sebagaimana 

                                                           
10 https://www.dictio.id/t/apa/yang-dimaksud- dengan- peradaban. Edisi 1  Juni 2018 
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10 https://www.dictio.id/t/apa/yang-dimaksud- dengan- peradaban. Edisi 1  Juni 2018 

dia juga mengupayakan kemerdekaan yang lebih besar. Kemajuan 
sains dan penemuan-penemuan teknologi telah memberikan tanda 
mata bagi masa depan manusia, kado indah turut menjanjikan dunia 
dalam sudut pandangan manusia abad 21. Dunia abad 21 sering 
dilabelkan dengan peradaban modern, sebuah peradaban yang 
menjadikan pola hidup manusia berubah lebih nyaman, semua 
kebutuhan hidup terbantukan.   

Modernisasi memiliki konotasi yang positif, yaitu pencapaian 
makna dan menerima prinsip-prinsip modernitas, yaitu, rasionalitas, 
perubahan kemajuan teknologi dan kemerdekaan.11 Namun di balik 
modernitas peradaban dunia sekarang ini, banyak terlihat hari-hari 
berlalu dipenuhi dengan perilaku menyimpang dari umat manusia. 
Pertengkaran, kriminalitas, perbuatan tidak bermoral dan yang 
semisalnya kerap terjadi, bersamaan dengan ancaman besar yang 
menghantui modernitas itu sendiri, berupa sekulerisasi12, globalisasi, 
meterialisasi, invidualis dan bahkan dekadensi moral menjadi 
ancaman serius. Sekaligus kesemuanya itu bisa meledak meluluh-
lantahkan sendi-sendi semua unsur kehidupan harmonis manusia.   

Tentu saja, ada masalah yang senantiasa selalu 
diperbincangkan oleh para pemikir muslim di era abad 21, dalam 
rangka mengetahui apakah Islam dan kaum Muslim dengan Al-
Quran dalam genggamannya akan ikut serta dalam mewujudkan 
kemajuan modernisasi yang telah dikembangkan di dunia Barat. Jika, 
umat muslim sudah berpartisipasi dalam kemajuan, apa 
konsekwensi logis citra Barat terhadap Islam saat ini. Apa peran dan 
tawaran solusi Al-Qur‖an guna menciptakan tatanan nilai kehidupan 
ideal sebagaimana yang sering kita harapkan.  

 
 

 
 
 
 

                                                           
11 Al-Quran dan Terjemahannya,Yogyakarta: UII Press, 1989. 
12 Al-Aqqad, Abbas Mahmud, Manusia Diungkap al-Quran, terj., Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1993.  
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Belakangan ini istilah milenial banyak diperbincangkan oleh 
rakyat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa dunia mengunakan istilah 
milenial. Apakah milenial itu, dikaitkan dengan hubungannya antara 
bangsa dan negara dan apakah direct impact on the goverment 
system di Indonesia saat ini? 

Pengertian milenial adalah sebutan untuk kelompok 
demografis atau generasi Y (gen Y) yang lahir setelah generasi X. 
Sebutan milenial (millenials) untuk generasi Y ini mulai dipakai pada 
editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993 karena 
diperkirakan individu pada generasi ini akan mencapai dewasa 
sekitar pergantian abad ke-21 atau pergantian era milenium (masa 
atau jangka waktu seribu tahun).  

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan kelompok 
milenial atau milenium ini. Hal ini disebabkan untuk menentukan 
sebuah generasi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti geografis, 
budaya, dan lain sebagainya. Selain itu orang-orang dalam populasi 
tersebut digambarkan yang mengalami peristiwa penting yang sama 
dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian tidak ada patokan 
waktu yang tepat dan sama. Beberapa pendapat untuk kelahiran 
generasi milenial (gen Y). 

Howe dan Strauss mendefinisikan kelompok milenial sebagai 
terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1982-2004.  
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Istilah generasi millenial atau sering juga disebut generasi Y 
memang sedang akrab terdengar, istilah ini pertama kali dicetuskan 
oleh dua pakar sejarah dan juga penulis Amerika, William Strauss 
dan Neill Howe dalam beberapa bukunya. Secara harfiah memang 
tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi 
yang satu ini, namun pada awalnya penggolongan pada generasi ini 
terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1990 dan juga pada 
awal 2000,dan seterusnya. Pada saat ini generasi millenial lebih 
memilih ponsel dibanding TV, sebab generasi ini lahir di era 
kecanggihan teknologi, dan internet berperan besar dalam 
keberlangsungan hidup mereka, maka televisi bukanlah prioritas 
generasi millenial untuk mendapatkan informasi atau melihat iklan 
yang tidak ada pentingnya.  

Generasi millenial lebih suka mendapatkan informasi dari 
ponselnya, dengan mencarinya ke Google atau perbincangan pada 
forum-forum, yang diikuti generasi ini untuk selalu up-to-date 
dengan keadaan sekitar.  
                                                           

13Kanal Pengetahuan,  https://www.kanal.web.id/apakah-generasi-melenial-itu, Edisi 
21 Agustus 2018 
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Jika dihadapkan pada sebuah pilihan, mayoritas generasi 
sekarang akan lebih memilih ponsel daripada TV. Generasi sekarang 
seperti diwajibkan untuk memiliki media sosial yang masa kini, 
komunikasi yang berjalan pada orang-orang generasi sangatlah 
lancar. Namun, bukan berarti komunikasi itu harus terjadi selalu 
dengan tatap muka, tapi justru sebaliknya banyak dari kalangan 
mereka melakukan komunikasi dengan cara text messaging atau juga 
chatting di dunia maya, dengan membuat akun yang berisikan profil 
dirinya.14 

 
Gambar 2.1. Bagan Kehidupan Manusia Di Dunia Ini Tidak Lain 

Hanyalah Kesenangan Yang Menipu (QS Al-Hadid : 20)15 
 

Era milenial Indonesia saat ini, telah banyak berubah dan 
mewarnai dinamika kehidupan bangsa ini dan apakah direct impact 
on the goverment system dari era milenial tersebut. Perubahan 
mendasar itu adalah dapat dilihat dari bagian percepatan 
pertumbuhan pembangunan, kemajuan teknologi dan informatika, 
ekonomi, sosial, budaya yang berlangsung secara masif dan 
memberikan dampak langsung terhadap perkembangan dan 
kemudahan daerah-daerah untuk mengakses informasi secara cepat 

                                                           
14 https://www.komposiana.com/zaman-generasi-milenial 
15 

https://www.google.com/search?q=hidup+akhir+zaman&safe=strict&client=firefox-b-
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAlZWj5NLmAhVn4nMBHR12AoMQ_AUoAXoEC
AwQAw&biw=1366&bih=654#imgrc=IB4-D0VDhUnfGM: 
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dan akurat baik lintas daerah, provinsi, nasional maupun dunia 
internasional terhadap apa yang dibutuhkan oleh kaum milenial atau 
pemimpin negara era milenial. Mari kita lihat, data base secara 
elektronik negara kepulauan Indonesia yang terbentang dari sabang 
sampai meraoke melalui sarana teknologi digital di Kementrian 
Dalam Negeri Republik Indonesia. Potret Indonesia kini, dari jumlah 
provinsi, kabupaten kota di Indonesia secara rinci dapat diketahui 
melalui akses data base yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam 
Negeri Republik Indonesia. Menurut data tersebut,  daftar Provinsi, 
Kabupaten dan Kota di Indonesi, untuk kabupaten (415), kabupaten 
administrasi (1), kota (93), dan kota administrasi (5) dalam 34 
provinsi di Indonesia.16  
Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia : 
No. Kepulauan Provinsi Kab Kota Jumlah 

1 

Sumatra 

Aceh 18 5 23 
2 Sumatra Utara 25 8 33 
3 Sumatra Barat 12 7 19 
4 Riau 10 2 12 
5 Kepulauan Riau 5 2 7 
6 Jambi 9 2 11 
7 Bengkulu 9 1 10 
8 Sumatra Selatan 13 4 17 
9 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 7 
10 Lampung 13 2 15 
11 

Jawa 

Banten 4 4 8 
12 Jawa Barat 18 9 27 
13 DKI Jakarta 1 5 6 
14 Jawa Tengah 29 6 35 
15 Jawa Timur 29 9 38 
16 DI Yogyakarta 4 1 5 
17 

Nusa Tenggara 
Bali 8 1 9 

18 Nusa Tenggara Barat 8 2 10 
19 Nusa Tenggara Timur 21 1 22 

                                                           

16 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data 
Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses 
tanggal 5 Desember 2018.  
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20 

Kalimantan 

Kalimantan Barat 12 2 14 
21 Kalimantan Selatan 11 2 13 
22 Kalimantan Tengah 13 1 14 
23 Kalimantan Timur 7 3 10 
24 Kalimantan Utara 4 1 5 
25 

Sulawesi 

Gorontalo 5 1 6 
26 Sulawesi Selatan 21 3 24 
27 Sulawesi Tenggara 15 2 17 
28 Sulawesi Tengah 12 1 13 
29 Sulawesi Utara 11 4 15 
30 Sulawesi Barat 6 0 6 
31 

Maluku 
Maluku 9 2 11 

32 Maluku Utara 8 2 10 
33 

Papua 
Papua 28 1 29 

34 Papua Barat 12 1 13 

Jumlah 416 98 514 

 
Dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, Indonesia memiliki 

jumblah penduduk sekitar 269 juta jiwa, yang menampatkan 
Indonesia menjadi negara keempat jumlah penduduk terbesar di 
dunia, setelah Negara Tiongkok, India dan Amerika Serikat. 
Berdasarkan Databoks Worldometers, Indonesia saat ini memiliki 
jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total 
populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara 
berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,42 miliar jiwa), 
India (1,37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa).17  

Negara Indonesia dikarunia oleh Allah, dengan berbagai 
macam suku bangsa yang bersatu dalam rumpun perikatan di 
gerbong besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), dibawah Idiologi Pencasila dan UUD 1945 sebagai payung 
hukum dalam bertata negara untuk melindungi rakyatnya.  

Dari data penulis, berikut daftar suku bangsa di Indonesia 
menurut jumlah penduduk merujuk pada hasil Sensus Penduduk 
tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. 

 
 

                                                           
17 https://databoks.katadata.co.id Data Boks Wordomaters, Edisi 28 April 2019 
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17 https://databoks.katadata.co.id Data Boks Wordomaters, Edisi 28 April 2019 

Peringkat Suku Bangsa Jumlah Penduduk Daerah Asal 
1 Jawa 94.843.073 Jawa 
2 Sunda 36.704.944 Jawa 
3 Melayu 8.753.791 Sumatra 
4 Batak 8.466.969 Sumatra 
5 Madura 7.179.356 Jawa 
6 Betawi 6.807.968 Jawa 
7 Minangkabau 6.462.713 Sumatra 
8 Bugis 6.415.103 Sulawesi 
9 Banten 4.642.389 Jawa 
10 Banjar 4.127.124 Kalimantan 
11 Bali 3.924.908 Nusa Tenggara 
12 Aceh 3.404.109 Sumatra 
13 Dayak 3.219.626 Kalimantan 
14 Sasak 3.175.006 Nusa Tenggara 
15 Tionghoa 2.832.510 Asing 
16 Makassar 2.672.590 Sulawesi 
17 Cirebon 1.877.514 Jawa 
18 Lampung 1.376.390 Sumatra 
19 Palembang 1.252.258 Sumatra 
20 Gorontalo 1.251.884 Sulawesi 
21 Minahasa 1.240.232 Sulawesi 
22 Nias 1.041.925 Sumatra 
23 Buton 937.761 Sulawesi 
24 Atoni 933.093 Nusa Tenggara 
25 Toraja 857.250 Sulawesi 
26 Kaili 770.088 Sulawesi 
27 Manggarai 737.615 Nusa Tenggara 
28 Ogan 721.613 Sumatra 
29 Mandar 684.688 Sulawesi 
30 Bangka 683.193 Sumatra 
31 Bima 665.383 Nusa Tenggara 
32 Sumba 658.721 Nusa Tenggara 
33 Musi 654.105 Sumatra 
34 Dani 650.898 Papua 
35 Sangir 553.853 Sulawesi 
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36 Rejang 454.673 Sumatra 
37 Ambon 442.585 Maluku 
38 Tolaki 425.938 Sulawesi 
39 Luwu 420.117 Sulawesi 
40 Sumbawa 396.906 Nusa Tenggara 
41 Komering 370.119 Sumatra 
42 Gayo 336.856 Sumatra 
43 Muna 332.437 Sulawesi 
44 Auwye/Mee 316.357 Papua 
45 Mongondow 304.292 Sulawesi 
46 Kerinci 303.550 Sumatra 
47 Lamaholot 294.615 Nusa Tenggara 
48 Ngada 289.950 Nusa Tenggara 
49 Osing/Using 286.653 Jawa 
50 Kutai 279.055 Kalimantan 
51 Timor Leste 269.368 Asing 
52 Flores 260.069 Nusa Tenggara 
53 Bajao 241.836 Sulawesi 
54 Rote 239.346 Nusa Tenggara 
55 Duri 238.084 Sulawesi 
56 Kei 213.826 Maluku 
57 Biak Numfor 204.415 Papua 
58 Belitung 201.068 Sumatra 
59 Alor 196.529 Nusa Tenggara 
60 Seram 194.818 Maluku 
61 Rawas 192.705 Sumatra 
62 Lio 187.155 Nusa Tenggara 
63 Pamona 186.163 Sulawesi 
64 Sawu 177.297 Nusa Tenggara 
65 Banggai 165.381 Sulawesi 
66 Enim 163.628 Sumatra 
67 Lembak 163.262 Sumatra 
68 Rambang 144.986 Sumatra 
69 Ngalik 133.812 Papua 
70 Mamasa 133.659 Sulawesi 
71 Ternate 133.110 Maluku 
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68 Rambang 144.986 Sumatra 
69 Ngalik 133.812 Papua 
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72 Asmat 132.991 Papua 
73 Selayar 131.213 Sulawesi 
74 Mbojo 127.972 Nusa Tenggara 
75 Daya 121.289 Sumatra 
76 Buol 119.713 Sulawesi 
77 Arab 118.866 Asing 
78 Tobelo 115.946 Maluku 
79 Tanimbar 110.597 Maluku 
80 Mamuju 108.229 Sulawesi 
81 Galela 102.456 Maluku 
82 Yapen 99.305 Papua 
83 Dauwa 99.239 Papua 
84 Alas 98.223 Sumatra 
85 Saluan 97.134 Sulawesi 
86 Talaud 97.314 Sulawesi 
87 Tomini 93.879 Sulawesi 
88 Makian 90.960 Maluku 
89 Saparua 89.674 Maluku 
90 Tidore 87.524 Maluku 
91 Sula 84.858 Maluku 
92 Bawean 83.409 Jawa 
93 Arfak 73.828 Papua 
94 Pasir 73.350 Kalimantan 
95 Lauje 72.371 Sulawesi 
96 Mentawai 69.145 Sumatra 
97 Simeulue 67.722 Sumatra 
98 Aneuk Jamee 63.357 Sumatra 
99 Moni 63.309 Papua 
100 Dompu 61.817 Nusa Tenggara 

 
Daftar ini memuat 100 suku bangsa di Indonesia yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak. Banyaknya suka bangsa di Indonesia ini 
merupakan sebuah anugerah besar yang diberikan Allah SWT, 
kepada bangsa Indonesia, karena negara berhasil menyatukan 
berbagai macam suku bangsa, warna kulit dan berbeda bahasa 
dalam satu wadah NKRI.  
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Fakta bersatunya beraneka suku bangsa dan bahasa ini, 
merupakan bentuk nyata dari bunyi ayat yang sudah difirmankan 
oleh Allah SWT, melalui Qs. Ar Rum ayat 22:  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan 
langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.18  

 
Al-Qur‖an Surat Al Hujurat ayat 13:  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.19 

 
Memahami bunyi firman Allah tersebut di atas, bahwa negara 

Indonesia, memang sudah ditakdirkan untuk menjadi negara yang 
bersatu padu dalam rumpun keberagaman agama, suku bangsa, 
warna kulit dan tata bahasa, agar antara suku bangsa dan 
keberagaman tata bahasa menjadi ajang saling mengenal dan saling 
bersilatuhrahmi antara suku bangsa satu dengan suku bangsa lain 
dengan alat pemersatu bahasa Indonesia sebagai jembatan 
penghubung keanekaragaman suku bangsa dan bahasa.  Daftar 
disusun dari suku bangsa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 
hingga yang terkecil.20 

                                                           
18 Al-Qur’an Surah Ar-Rum: 22   
19 Al-Qur’an Surah Al-Hujarat: 13 

20 Aris., Ananta,; Sairi., Hasbullah, M.; Budi., Handayani, Nur; Agus., Pramono, (2015). 
Demography of Indonesia's Ethnicity. SG: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 9789814519885. 
OCLC 1011165696.  
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Indonesia dalam sistem pemerintahan mengikuti alur periode 
politik Indonesia sejak proklamasi. Dari cacatan penulis, ada tiga 
fase kepemimpinan politik yang bisa disebutkan di Indonesia, yaitu 
Orde Lama, Orde Baru, dan Pascaorde Baru. Berikut penjelasan 
singkatnya. 

 
A. Orde Lama (1945-1966) 

Orde lama adalah sebutan periode kepemimpinan politik di 
Indonesia sejak proklamasi hingga lengsernya Bung Karno sebagai 
presiden. Pada masa ini, negara Indonesia masih bayi. Struktur 
politik dan pelaksanaan pemerintahannya belum bisa dikatakan 
stabil. Pada periode ini ada dua tipe demokrasi yang diterapkan, 
yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. 

 
B. Demokrasi Liberal (1945-1959) 

Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan 
partai politik. Peranan partai politik sangat dominan, yang artinya 
kekuatan masing-masing golongan atau kelompok yang secara 
ideologis berbeda satu sama lain dominan. Karakteristik pada 
periode ini juga ditandai dengan lemahnya kekuasaan lembaga 
eksekutif dihadapan parpol. 
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C. Demokrasi Terpimpin (1959-1966) 
Masa ini ditandai dengan dominannya peran seorang presiden 

dalam proses politik. Peran partai politik tidak terlalu kuat. 
Kekuasaan Presiden Sukarno pada masa ini ditopang oleh Nasakom, 
gabungan kelompok politik yang berhaluan nasionalis, agama, dan 
komunis. Pada kenyataannya, gabungan kelompok tersebut 
bersitegang secara ideologis satu sama lain. Puncak ketegangan 
antara ketiga golongan tersebut adalah peristiwa kelam pada 30 
September 1965. 

 
D. Orde Baru (1966-1998) 

Sistem pemerintahan orde baru dimulai dengan munculnya 
dokumen Supersemar. Yaitu Surat Perintah Sebelas Maret yang 
berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Suharto untuk 
mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 
1965. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem 
politik. Partai Komunis Indonesia yang saat itu diangap oleh rezim 
orde baru biang keladi peristiwa 30 September secara formal 
menjadi partai terlarang. Penyederhanaan partai memunculkan tiga 
partai saja. Partai Persatuan pembangunan, Partai Golkar dan Partai 
Demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada 
masa ini, diklaim sebagai Demokrasi Pancasila. Klaim ini, oleh pihak 
oposisi dinilai sangat problomatis karena pemerintahan cenderung 
otoriter dan Pancasila dijadikan instrumen untuk melanggengkan 
kekuasaan. Gerakan reformasi pada Tahun 1998 berhasil 
melengserkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 
tahun.21 

 
E. Pascaorde Baru (1998-Sekarang). 

Periode ini dimulai sejak reformasi 1998. Partai politik yang 
semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru, menjadi kompleks 
kembali. Sebanyak 48 parpol muncul dan berpartisipasi pada pemilu 
setahun setelahnya. Sistem pemerintahan pasca orde baru adalah 
Demokrasi Pancasila, setidaknya demikian klaim yang disebarkan 
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oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era 
pasca reformasi adalah B.J. Habibie yang bertugas mengisi transisi 
selama setahun sampai pemilu presiden diselengarakan. Sampai 
sekarang, pidato–pidato kenegaraan masih menunjukan pentingnya 
nilai-nilai Demokrasi dan Pancasila. Sistem politik Indonesia yang 
diterapkan adalah Demokrasi Pancasila dengan Sistem 
Pemerintahan yang presidensial.22  

Di negara-negara dunia, sistem tata permintahannya berbeda-
beda bentuk dan sistem yang diberlakukan untuk mengatur tatanan 
warga negara untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Banyak pilihan 
sistem pemerintahan dari masing-masing negara.  Dalam catatan 
sejarah masa lalu, sejak era Yunani Kuno, para filsuf dan kaum 
intelektual lainnya berpikir tentang bagaimana cara terbaik 
mengorganisir masyarakat. Berbagai bentuk sistem diterapkan 
secara berbeda di kelompok masyarakat yang berbeda. Filsuf Yunani 
Kuno Aristoteles mengklasifikasi beberapa sistem pemerintahan 
yang ada, pernah ada, dan mungkin ada. Di antaranya: 
1. Monarki, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang 

raja dengan kekuasaan yang absolut. Pergantian pemimpin dalam 
sistem monarki dilakukan berdasarkan garis keturunan. Sebagai 
contoh, anak raja adalah anak mahkota yang kelak menggantikan 
raja apabila lengser dari kekuasaan. Belakangan, sistem monarki 
bergeser dari absolut ke konstitusional. Monarki konstitusional 
artinya kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. 

2. Tirani, yaitu sistem pemerintahan yang awalnya berupa monarki 
absolut. Kekuasaan absolut berujung pada perilaku korup dan 
menindas yang dilakukan oleh seorang pemimpin kepada yang 
dipimpinnya. Tirani boleh dibilang sebagai kekuasaan absolut 
yang kebablasan. Seorang pemimpin monarki absolut yang 
menindas disebut sebagai tiran. Rakyat dari kalangan bangsawan 
dan intelektual biasanya bereaksi dengan cara mnggerakkan 
massa untuk menggulingkan tiran. 

 

                                                           
22 Ibid 
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3. Aristokrasi, yaitu sistem pemerintahan oleh kalangan 
bangsawan. Kekuasaan dalam sistem aristokasi adalah kekuasaan 
kelompok yang terdiri dari kaum bangsawan. Pemimpin 
tertingginya disebut aristokrat. Penyelewengan oleh aristokrat 
sangat mungkin terjadi, seperti misalnya mementingkan 
kepentingan kaum bangsawan diatas rakyat jelata. Kelompok 
masyarakat dalam sistem aristokrasi yang tertinggi adalah yakni 
kaum bangsawan dan yang terendah rakyat jelata. 

4. Oligarki, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh 
segelintir elit. Kaum elit jumlahnya sedikit namun memiliki 
kekuasaan politik secara hampir menyeluruh. Oligarki boleh 
dilihat sebagai yang lebih ramping dari aristokrasi dalam hal 
pemegang kekuasaan. Kelompok bangsanya yang jumblahnya 
relatif sedikit banyak menghasilkan segelintir elit yang punya 
kuasa. Oligarki menurut Aristotels adalah penyelewengan dari 
sistem aristokrasi.   

5. Demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya 
berada di tangan rakyat. Pemimpin dalam sistem demokrasi 
dipilih melalui musyawarah atau voting. Kekuasaan yang 
dijalankan oleh seseorang pemimpin diatur oleh Undang-undang 
atau konsitusi yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat untuk 
kepentingan rakyat. Singkatnya kekuasaan berada di tangan 
rakyat. 23 

 
Demokrasi di Indonesia, menurut hemat penulis menganut 

sistem demokrasi, di mana sistem pemerintahan yang kekuasaanya 
berada di tangan rakyat, walaupun kadang kita melihat Indonesia 
sistem politiknya juga gabungan sistem pemerintahan yang oligarki. 
Karena, kebijakan-kebijakan stretegis negara, kita lihat berada di 
tangan kekuasaan dan petinggi elit politik dominan menguasai 
segala macam bentuk kebijakan. Wakil rakyat di DPDR sampai DPR 
RI, lebih taat dan patuh kepada pemimpin partainya dari pada patuh 
dengan pemegang kekuasaan yaitu rakyat. Bahkan, presiden wakil 
presesiden Indonesia, juga patuh dengan pimpinan partai yang 
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mengusungnya, sehingga secara politik seluruh kebijakan negara 
berada di kekuasaan eksekutif dan legislatif kepartaian. Rakyat yang 
memiliki kekuasaan penuh atas kedaulatan rakyat, dalam tataran 
prakteknya sering diabaikan dan hanya menjadi penonton dari 
segala macam perilaku wakil rakyat yang menyalahgunakan 
kekuasaanya.   

Indonesia, dalam pembagian kekuasaan menjadi tiga lembaga, 
yaitu, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini, seiring 
dengan pemikiran  John Locke dituangkan dalam bukunya yang 
berjudul two treaties of government. Dalam teori tersebut 
dikemukakan bahwa kekuasaan negara hendaknya dibagi ke dalam 
tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif 
yang masing-masing terpisah satu dari yang lain.  

Kekuasaan legislatif meliputi kekuasaan membuat peraturan, 
kekuasaan eksekutif meliputi mempertahankan peraturan serta 
mengadili perkara dan kekuasaan federatif meliputi segala sesuatu 
yang tidak termasuk ke dalam kedua kekuasaan yang disebutkan 
sebelumnya. Hubungan dengan luar negeri termasuk kekuasaan 
federatif. Teori pembagian kekuasaan negara John Locke ini lahir 
terlebih dahulu dari teori trias politika Montesquieu. Namun karena 
teori ini lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Locke terhadap 
negaranya sendiri yakni Inggris yang pada saat itu memiliki banyak 
koloni, maka teori ini hanya berlaku di Inggris dan tidak terlalu 
mempengaruhi negara-negara lain.24  

Namun, sepertinya Indonesia, mengikuti irama pemikiran 
menurut John Locke, mengenai trias politika, hanya berbeda tipis, 
pada bentuk lembaga legislatif (pembuat UU) eksekutif 
(mempertahakan peraturan dan mengadili perkara), federatif  
(menjalin hubungan luar negeri). Kalau di Indonesia, kewenangan 
mengadili perkara berada di lembaga yudikatif (Polri-Jaksa-Hakim). 
Pada intinya, pembagian kekuasaan Indonesia sudah mengatur 
kewenanganya.   
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Pemimpin dalam sistem demokrasi dipilih melalui musyawarah 
atau voting. Kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang pemimpin 
diatur oleh Undang-undang atau konsitusi yang dibuat oleh lembaga 
perwakilan rakyat untuk kepentingan rakyat. Singkatnya kekuasaan 
berada ditangan rakyat. Oleh sebab itu, sistem pemilihan pemimpin 
bangsa mulai dari pemilihan presiden, gubernur, walikota dan bupati 
di seluruh Indonesia, proses pemilihan dilaksanakan secara langsung 
oleh rakyat melalui proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara 
(TPS).  

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia 
menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau 
kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa 
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi kita 
juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum.  

Upaya penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis bertujuan 
mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan amanat 
pembukaan UUD 1945. 
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Gambar 3.1. UUD 1945 Negara Republik Indonesia 

 
Diskursus tentang negara hukum mulai berkembang saat 

mencuatnya pemikiran tentang teori hukum alam yang tumbuh di 
Eropa pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Secara umum dalam teori 
negara hukum, dikenal adanya dua macam konsepsi tentang negara 
hukum, yang terdiri atas konsep negara hukum dalam arti 
rechtsstaat, dan negara hukum dalam pengertian sebagai the rule of 
law. Istilah rechtsstaat dikenal dalam negara-negara Eropa 
Kontinental, paham ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel 
Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Sedangkan the rule of 
law, dikembangkan dalam negara-negara anglo saxon, para 
penganut common law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey di Inggris.  

Namun demikian, pada dasarnya kedua konsepsi tersebut 
memiliki satu maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan 
terhadap hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat 
manusia—the dignity of man.  
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Konsep Negara Hukum di dalamnya terkandung pengertian 
adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan 
konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan 
menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang 
Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip 
peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan 
setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi 
setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh 
pihak yang berkuasa.  

Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu menurut Jimly 
(2003), pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu 
segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (nomocrasy) dan doktrin 
―the Rule of Law, and not of Man’. Dalam kerangka ―the rule of Law’ 
itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai 
kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam 
hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas 
legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (due 
process of law).  

Franz Magnis Suseno (1991: 295-297) menyatakan bahwa Ide 
dasar dari negara hukum ini ialah bahwa kekuasaan negara harus 
dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu, 
dalam negara hukum tercakup 4 (empat) tuntutan dasar, yaitu 
pertama tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan 
langsung masyarakat; kedua tuntutan bahwa hukum berlaku sama 
bagi segenap penduduk dan warga negara; ketiga legitimasi 
demokratis di mana proses pembentukan hukum harus 
mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat; dan keempat 
tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan 
masyarakat. Pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan negara/ 
pemerintah ini didasari oleh falsafah Lord Acton yang menyatakan 
bahwa manusia yang mempunyai kekuasaaan cenderung untuk 
menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai 
kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (power 
tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely).  

Gagasan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan 
Negara itulah yang dinamakan democrasy constitusional.  
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Anggota Majelis Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan bahwa ada tiga 

                                                           
25 

https://www.kompasiana.com/taufik.firmanto/550ae270813311e078b1e428/negara-
demokratis-yang-berdasarkan-hukum 
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kelemahan penerapan demokrasi di Indonesia. Di negara ini, masih 
terdapat budaya politik feodalistik dan komunalisme, demokrasi kita 
juga mengarah pada otoritarianisme mayoritas, dan kelemahan 
terakhir demokrasi kita adalah absennya ideologi dari partai politik, 
kata Indria dalam Forum Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Penguatan 
Ketahanan Bangsa di Jakarta. Kelemahan demokrasi Indonesia yang 
pertama, yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan 
komunalistik, menurut Indria, bisa dilihat dari berbagai macam 
idiom-idiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam 
berkampanye. Akibatnya, usaha partai politik untuk 
memperjuangkan kepentingan konstituennya didasarkan pada 
penilaian yang subyektif ketimbang obyektif. Indria mengatakan 
bahwa yang paling berbahaya dalam budaya politik feodal dan 
komunal ini adalah potensi konflik-konflik yang akan muncul jika 
seseorang kalah dalam kontestasi demokrasi.  

Dalam berbagai kasus pemilihan kepala daerah, kita melihat 
kenyataan bahwa perdamaian baru merupakan jalan yang dipilih 
hanya jika tuntutan suatu kepentingan politik dipenuhi. Kelemahan 
kedua menurut Indria adalah munculnya otoritarianisme mayoritas 
akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Hal ini, menurut dia, 
membuat sulitnya sebuah keputusan politik diambil secara mufakat. 
Karena begitu sulitnya musyawarah dilakukan, maka setiap 
pembuatan keputusan diserahkan ke mekanisme pasar politik, ini 
tentu saja mencederai sila keempat Pancasila yang menyatakan 
bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada permusyawaratan 
perwakilan.  

Kelemahan demokrasi yang ketiga dalam pandangan Indria 
adalah dikesampingkannya ideologi dalam partai-partai di Indonesia 
karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis 
dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik. Kepentingan 
jangka pendek dan pragmatis inilah yang memunculkan politik uang, 
hanya karena ingin memenangkan pemilu suatu partai atau calon 
kepala daerah harus membayar rakyat untuk memilih gambar 
tertentu dalam lembar pencontrengan saat pemilu, kata Indria. 
Akibat selanjutnya, menurut Indria, adalah bergesernya fungsi ideal 
partai dari penghubung antara negara dan rakyat menjadi sarana 
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pengumpul suara dan dana. Jika tujuan partai hanya memenangkan 
pemilu dan mengumpulkan dana, maka kita sulit berharap partai 
menjadi lembaga demokrasi yang bisa diandalkan.26  

 
Gambar 3.2. Budaya Suap dalam Demokrasi 

Di Indonesia Bisakah Dihapus! 27 
 

Penulis secara umum sepakat dengan beberapa argumen dan 
cara pandang Indria Sumego dari Majelis Profesor Riset Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menurut penelitian penulis, ada 
beberapa hal sangat subtansial terkait masalah pelaksanaan 
demokrasi di Indonesia saat ini, yang penulis sebut sebagai 
Indonesia era milenial. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia 
milenial kini, tampaknya telah terjadi perubahan besar terhadap 
tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi kepartaian di 
Indonesia. Dalam penelitian penulis laksanakan di pertengahan 
Januari 2019 hingga awal Januari 2020, untuk melihat seberapa besar 
perubahan pola dan perilaku pemilih terhadap sistem politik 
demokrasi di Indonesia dalam memilih wakil rakyat dan kepala 
daerah hingga pemilihan kepala negara presiden dan wakil presiden.  

                                                           
26 http://lipi.go.id/lipimedia/indria-samego:-ada-tiga-kelemahan-demokrasi-

indonesia/7773 
27 http://www.sarapanpagi.org/politik-uang-suap-seputar-pemilu-vt10309.html 
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Secara garis besar ditemukan hipotesa terdapat empat 
kelompok karakter masyarakat dalam penentuan aspirasi politiknya 
dalam memilih calon pemimpin penyelengara negara di lembaga 
eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Penulis membagi empat kelompok 
masyarakat tersebut berdasarkan pengelompokan dari hasil 
penelitian mendalam yang dilakukan sejak sejak 1 Oktober 2019 s/d 1 
Mei 2020 secara empiris, analisa data, dari sumber primer, 
sekunder, jurnal-jurnal ilmiah, secara nasional penulis juga terjun 
langsung mengambil sampel perilaku masyarakat dengan melibatkan 
diri sebagai pelaku politik melalui pencalonan Kepala Daerah 
Kabupaten Lampung Timur melalui jalur independen dan melalui 
jalur kepartaian, guna menelusuri fakta-fakta hukum di ruang 
lingkup demokrasi untuk mendapatkan data dan sumber secara 
faktual. Empat kelompok masyarakat tersebut  adalah:  
1. Kelompok Masyarakat Murni (Pure Comunity  Groubs) 
2. Kelompok Masyarakat Berkepentingan (Comunity Interest 

Groups) 
3. Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (Economic Orientation 

Community Groups). 
4. Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatis (Passive and Apathetic 

Community Groups).  
 
Secara khusus 4 (empat) kelompok masyarakat tersebut 

penulis bahas dalam bagian-bagian khusus buku ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45Edi Ribut Harwanto

Secara garis besar ditemukan hipotesa terdapat empat 
kelompok karakter masyarakat dalam penentuan aspirasi politiknya 
dalam memilih calon pemimpin penyelengara negara di lembaga 
eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Penulis membagi empat kelompok 
masyarakat tersebut berdasarkan pengelompokan dari hasil 
penelitian mendalam yang dilakukan sejak sejak 1 Oktober 2019 s/d 1 
Mei 2020 secara empiris, analisa data, dari sumber primer, 
sekunder, jurnal-jurnal ilmiah, secara nasional penulis juga terjun 
langsung mengambil sampel perilaku masyarakat dengan melibatkan 
diri sebagai pelaku politik melalui pencalonan Kepala Daerah 
Kabupaten Lampung Timur melalui jalur independen dan melalui 
jalur kepartaian, guna menelusuri fakta-fakta hukum di ruang 
lingkup demokrasi untuk mendapatkan data dan sumber secara 
faktual. Empat kelompok masyarakat tersebut  adalah:  
1. Kelompok Masyarakat Murni (Pure Comunity  Groubs) 
2. Kelompok Masyarakat Berkepentingan (Comunity Interest 

Groups) 
3. Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (Economic Orientation 

Community Groups). 
4. Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatis (Passive and Apathetic 

Community Groups).  
 
Secara khusus 4 (empat) kelompok masyarakat tersebut 

penulis bahas dalam bagian-bagian khusus buku ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pure Comunity  Group/Majmueat Almutamae Alnaqii, penulis 
menyebut sebagai sekelompok masyarakat yang murni, amanah, 
memiliki sifat keimanan, ketaqwaan, kejujuran yang tinggi dan 
memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat 
penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari 
dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di 
Indonesia. Kelompok ini, dalam melaksanakan dan menjalankan 
demokrasi, selalu bersandar pada ajaran dan doktrin agama dan 
hukum negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Rujukan kelompok murni ini, di antaranya 
firman Allâh Azza wa Jalla. 

 ٍَ بدِلِٛ كَُُٕٕا يَعَ انصَّ َٔ  َ ٍَ آيَُُٕا ارَّمُٕا اللهَّ َٓب انَّرِٚ  ٚبَ أَُّٚ
Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allâh dan 
jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. (At-Taubah/9:119).  
 

Dalam ayat ini, Allâh Azza wa Jalla memanggil orang-orang 
yang beriman untuk bertaqwa kepada-Nya dan menjadi orang-
orang yang jujur dalam segala hal. Karena kejujuran tersebut adalah 
bagian dari taqwa dan bukti baiknya iman seseorang tersebut. 
sebaliknya bila sifat jujur tidak terdapat pada diri seseorang maka itu 
sebagai indikasi iman orang tersebut tidak baik. Dalam ayat tersebut 
juga terkandung pesan nasihat kepada kita untuk menjadikan orang-
orang yang jujur sebagai teman dalam hidup kita. Dan menjauhi 
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orang-orang yang suka berdusta karena bisa menjadikan kita 
tertulari sifat dustanya atau menjadi korban dari kedustaannya. 
Maka oleh sebab itu bergabunglah kedalam kelompok orang-orang 
yang jujur di dunia agar kita juga dikumpulkan bersama mereka 
kelak dalam surga yang penuh dengan kebahagian dan kenikmatan.  

Termasuk dalam hal ini dalam melaksanakan demokrasi untuk 
memilih calon pemimpin negara, melalui proses pemilihan umum, 
untuk memilih wakil rakyat maupun kepala daerah dan kepala 
negara, manusia dituntut untuk berbuat jujur dan tidak melakukan 
kecurangan-kecurangan. Karena, perbuatan tidak jujur, dusta, 
curang itu akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung 
bagi yang melanggarnya. Telah bersabda Rasul kita Muhammad 
Shallallahu ―alaihi wa sallam: 

يَب ٚصََالُ  َٔ ْٓدِٖ إنَِٗ انْجََُّخِ  ٌَّ انْجسَِّ َٚ إِ َٔ ْٓدِٖ إنَِٗ انْجسِِّ  دْقَ َٚ ٌَّ انصِّ ِ دْقِ فإَ ْٛكُىْ ثبِنصِّ عَهَ
 ٌَّ ِ انْكَرِةَ فإَ َٔ إَِّٚبكُىْ  َٔ ٚمبً  ِ صِدِّ ُْدَ اللهَّ دْقَ حَزَّٗ ٚكُْزتََ عِ ٚزَحََسَّٖ انصِّ َٔ جُمُ ٚصَْدُقُ  انسَّ

ْٓدِٖ إِ  جُمُ ٚكَْرِةُ انْكَرِةَ َٚ يَب ٚصََالُ انسَّ َٔ ْٓدِٖ إنَِٗ انَُّبزِ  ٌَّ انْفجُُٕزَ َٚ إِ َٔ نَٗ انْفجُُٕزِ 
ِ كَرَّاثبً ُْدَ اللهَّ ٚزَحََسَّٖ انْكَرِةَ حَزَّٗ ٚكُْزتََ عِ َٔ  

“Diwajibkan atas kalian untuk jujur, karena kejujuran akan 
membawa kepada kebaikan. dan kebaikan itu akan membawa masuk 
surga. Senantiasa seseorang itu jujur dan benar-benar berusaha 
untuk salalu jujur, sehingga ia dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang 
paling jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena  dusta akan 
membawa untuk berbuat keji. Dan perbuatan keji itu akan membawa 
ke dalam neraka. Senantiasa seseorang itu suka berdusta, dan 
berusaha untuk selalu berdusta, sehingga ia dicatat di sisi Allâh 
sebagai orang yang paling dusta. (Muttafaq ―Alaih).  
 

Dalam hadits ini, Rasul kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam secara jelas dan tegas memerintahkan umatnya untuk 
berlaku jujur dalam segala hal. Kejujuran tersebut akan membuat 
pelakunya meraih berbagai kebaikan dalam hidupnya. Bukan 
sebaliknya sebagaimana yang sering kita dengar dari orang yang 
jauh dari ilmu agama mengatakan: “bila jujur akan hancur”. 
Ungkapan tersebut sangat bertolak belakang dengan kandungan 
hadits di atas. Dalam sepanjang sejarah umat manusia belum pernah 
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sallam secara jelas dan tegas memerintahkan umatnya untuk 
berlaku jujur dalam segala hal. Kejujuran tersebut akan membuat 
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Ungkapan tersebut sangat bertolak belakang dengan kandungan 
hadits di atas. Dalam sepanjang sejarah umat manusia belum pernah 

Allâh Azza wa Jalla memberikan kehancuran terhadap orang-orang 
yang jujur. Akan tetapi kehancuran itu adalah bagi orang-orang yang 
jauh dari kejujuran. Bahkan kejujuran itu merupakan salah satu jalan 
yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surga yang begitu 
mewah dan indah. Bagaimana bisa dikatakan: jujur adalah hancur? 
Hadits di atas juga menjelaskan bahwa untuk memiliki sifat jujur 
perlu perjuangan dan pengendalian diri yang serius, sehingga ia 
benar-benar terlatih untuk senantiasa jujur dalam segala hal. 
Dengan usahanya yang maksimal untuk selalu memiliki sifat jujur, 
akhirnya Allâh akan memberikan predikat jujur tersebut kepada 
seorang hambanya.  

Berikutnya Rasul kita Muhammad Shallallahu ―alaihi wa sallam 
memperingatkan umatnya agar mereka menjauhi sifat dusta. Karena 
dusta akan menggiring pelakunya untuk berbuat berbagai tindakan 
kriminal dan kejahatan. Perbuatan tidak jujur, berdusta dan 
melakukan perbuatan tercela dalam pemilihan presiden dan wakil 
presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pimpinan 
yudikatif, sangat rentan dengan kejahatan.  Yang pada akhirnya 
pelaku dusta akan terhina saat di dunia dan di akhirat kelak akan 
tersiksa dan sengsara dalam neraka yang panas membara. Amat 
banyak kita dapatkan dalam kenyataan sehari-hari berbagai bentuk 
kejahatan kriminal diawali oleh sikap ketidak jujuran dalam berkata 
dan berbuat. Bermacam perselisihan dan pertengkaran yang 
berujung pada pembunuhan diawali dengan ketidak jujuran para 
korban dan pelaku.  

Hal serupa juga melanda berbagai perkumpulan dan lembaga-
lembaga masyarakat maupun pemerintah. Perlu kiranya kita ketahui 
bahwa bila seseorang berdusta satu kali maka dusta pertama tadi 
akan membuatnya harus berdusta yang kedua untuk menutupi dusta 
yang pertama, selanjutnya ia terpaksa harus membuat dusta ketiga 
untuk menutupi dusta pertama dan kedua, begitulah seterusnya. 
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angkara. 
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Prilaku dusta yang sudah menjadi kebiasaan seseorang maka 
sifat tersebut amat sangat sulit untuk bisa ia tinggalkan. Maka 
terbuktilah apa yang disebutkan dalam hadits di atas “Senantiasa 
seseorang itu suka berdusta, dan berusaha untuk selalu berdusta, 
sehingga ia dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang paling dusta”. 
Sungguh amat terhinalah seorang hamba yang sudah dicap di sisi 
Allâh Azza wa Jalla sebagai seorang pendusta. Bila Allâh Azza wa Jalla 
telah mencatat ia sebagai seorang pendusta, siapakah yang dapat 
mengembali nama baiknya dan membuang catatan tersebut dari 
dirinya? Siapakah yang bisa menyelamatkannya dari adzab Allâh? 
Maka tidak ada pilihan lagi bagi seorang hamba untuk 
menyelamatkan dirinya kecuali dengan bertaubat dengan sebenar-
benarnya kepada Allâh Azza wa Jalla. Sebagaimana Allâh Azza wa 
Jalla gambarkan balasan orang-orang jujur dalam firman-Nya: 

ٍَ صِدْلُٓىُْ  بدِلِٛ ُْفعَُ انصَّ وُ َٚ ْٕ رَا َٚ ََْٰ  ُ َٓبزُ  لبَلَ اللهَّ َْ َٓب الَْْ ٍْ رحَْزِ ُٓىْ جََُّبدٌ رجَْسِ٘ يِ ۚ  نَ
َٓب أثَدًَا ٍَ فِٛ ُُّْ  خَبندِِٚ زَضُٕا عَ َٔ ُٓىْ  ُْ ُ عَ َٙ اللهَّ شُ انْعَظِٛىُ  ۚ  زَضِ ْٕ نكَِ انْفَ ۚ  ذََٰ  

Allâh berkata:  Pada hari ini kejujuran akan bermanfaat bagi orang-
orang yang jujur, bagi mereka adalah surga yang 
mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya, Allâh redha ke[ada 
mereka, merekapun ridha kepada Allâh, itulah 
keberuntungan yang amat besar.” [Al-Mâidah/5:119] 

 
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang jujur 

akan mendapatkan keberuntungan yang berlipat-ganda di sisi Allâh 
Azza wa Jalla. Adapun balasan bagi orang-orang yang suka berdusta, 
di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 
berikut: 

ْٚذُ  ظَهَّىَ زَأَ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ُّٙ صَهَّٗ اللهَّ ُُّْ لبَلَ لبَلَ انَُّجِ ُ عَ َٙ اللهَّ ُْدُةٍ زَضِ ٍِ جُ سَحَ ثْ ًُ ٍْ ظَ عَ
مُ  ًَ ْٚزَُّ ٚشَُكُّ شِدْلُُّ فكََرَّاةٌ ٚكَْرِةُ ثبِنْكَرْثخَِ رحُْ ٍِ أرََٛبََِٙ لبَلََ انَّرِ٘ زَأَ ْٛ ْٛهخََ زَجُهَ انهَّ

 ُُّْ وِ انْمِٛبَيَخِ  عَ ْٕ ِّ إنَِٗ َٚ فبَقَ فَٛصُُْعَُ ثِ ْٜ حَزَّٗ رجَْهغَُ ا  
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(Diriwayat) dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu anhu, ia 
berkata terlah bersabda Nabi Shallallahu ―alaihi wa sallam, “Dua 
orang Malaikat mendatangiku tadi malam, keduanya berkata, ‘Orang 
yang engkau lihat merobek-robek mulutnya sendiri adalah seorang 
pendusta yang berdusta dengan sebuah kedustaan lalu menyebar ke 
berbagai penjuru dunia, maka ia diadzab dengan seperti sampai hari 
kiamat.‖ (HR. Al-Bukhâri). 
 

Itulah balasan bagi orang-orang yang melakukan sebuah dusta 
yang dustanya tersebar ke seluruh pelosok negeri sehingga tersebar 
kepada orang banyak. Bagaimana dengan orang yang berdusta 
dalam sebuah buku yang bukunya tersebar kemana-mana? Atau 
orang yang berdusta lalu dustanya tersebut disebarkan di media 
sosial atau di media massa! Sungguh betapa beratnya adzab yang 
akan diterima oleh si pelaku di hari pembalasan. Pada berikut ini kita 
jelaskan beberapa kondisi yang kita dituntut untuk berlaku jujur 
sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur‖an dan Sunnah. Sebagian 
orang yang terbiasa untuk menarik perhatian dan meyakinkan lawan 
bicara, dia terkadang meninggalkan kejujuran dalam berkomunikasi. 
Bahkan kebiasaan buruk seperti ini juga menempel pada sebagian 
da‖i yang berdakwah di tangah masyarakat. Begitu pula sebagian 
tutor dan trainer ketika memaparkan materi di hadapan peserta 
pelatihan atau seminar. Padahal perbuatan tersebut jelas 
diharamkan dalam agama Islam. Bahkan perintah untuk menjauhi 
perkataan dusta, Allâh sebutkan setelah perintah menjauhi berhala. 
Sebagaimana dalam Ayat berikut ini: 

ٔزِ  لَ انصُّ ْٕ اجْزَُجُِٕا لَ َٔ  ٌِ ثبَ ْٔ ٍَ الَْْ جْطَ يِ  فبَجْزَُجُِٕا انسِّ
Maka jauhilah kekejian dari berhala, dan jauhilah perkataan dusta 
[Al-Hajj/22:30] 
 

Kebiasaan berdusta dalam berbicara adalah kebiasaan orang-
orang munafik. Rasûlullâh Shallallahu ―alaihi wa sallam bersabda: 

ِّ خَهَّخٌ  ٍَّ كَبَذَْ فِٛ ُٓ ُْ ِّ خَهَّخٌ يِ ٍْ كَبَذَْ فِٛ يَ َٔ ٌَ يُُبَفمِبً خَبنصًِب  ِّ كَب ٍَّ فِٛ ٍْ كُ أزَْثعٌَ يَ
إذَِا  َٔ عَدَ أخَْهفََ  َٔ إذَِا  َٔ َْدَ غَدَزَ  إذَِا عَب َٔ َٓب إذَِا حَدَّسَ كَرَةَ  ٍْ َفِبَقٍ حَزَّٗ ٚدََعَ يِ

يزفك عهّٛ«. خَبصَىَ فجََسَ   
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Empat sifat bila dimiliki seseorang maka ia adalah munafik murni 
(sejati). Barangsiapa memiliki salah satunya maka padanya terdapat 
salah satu sifat munafik sampai ia meninggalkannya. Bila bicara ia 
dusta, bila membuat kesepakatan ia khianat, bila berjanji ia mungkir 
dan bila berselisih ia curang. (Muttafaq ―alaih) 
 

Tercelanya sifat suka berdusta ketika berbicara maka 
dijadikanlah sebagai salah satu ciri khusus yang dimiliki orang-orang 
munafik. Sering pula kita dapati dalam kenyataan sehari-hari betapa 
mudahnya sebagian orang untuk berjanji dan sekaligus amat mudah 
sekali untuk tidak memenuhinya. Secara khusus tokoh-tokoh partai 
politik ketika dalam suasana mencari dukungan suara dari 
masyarakat. Mereka berbicara dengan semangat dan suara lantang 
di hadapan ribuan orang akan melakukan berbagai program untuk 
kesejahteran rakyat. Akan kenyataan sangat berbeda setelah 
kekuasaan di tangan mereka. Begitu pula sebagian lembaga 
pendidikan ketika saat penyebaran informasi penerimaan calon 
peserta didik baru. Dalam brosur terdapat berbagai keunggulan di 
bidang pelayanan, akan tetapi pada hakikatnya itu semua adalah 
janji-janji yang tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Allâh telah 
menegaskan dalam firman-Nya: 

فُٕا ثبِنْعُمُٕدِ  ْٔ ٍَ آيَُُٕا أَ َٓب انَّرِٚ  ٚبَ أَُّٚ
Wahai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janji kalian [Al-
Mâidah/5:1] 
 

Dalam ayat yang mulia ini Allâh membuka perintahnya untuk 
menepati janji dengan panggilan iman, karena menepati janji adalah 
bukti atas seseorang yang benar-benar beriman. Sebab imannya 
akan berfungsi mengontrol janji-janjinya. Kebiasaan suka menyalahi 
janji adalah merupakan ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana 
disebutkan dalam sabda Rasûlullâh Shallallahu ―alaihi wa sallam: 

 ٍْ ُبَفكِِ  عَ ًُ ٍْ عَلايََبدِ انْ ظَهَّىَ يِ َٔ  ِّ ْٛ ُ عَهَ ِ صَهَّٗ اللهَّ ْٚسَحَ لبَلَ لبَلَ زَظُٕلُ اللهَّ ُْسَ أثَِٗ 
 ٌَ ٍَ خَب ًِ إذَِا ائْزُ َٔ عَدَ أخَْهفََ  َٔ إذَِا  َٔ يزفك عهّٛ«. ثلَاثَخٌَ إذَِا حَدَّسَ كَرَةَ   
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Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Telah 
bersabda Rasûlullâh Shallallahu ―alaihi wa sallam, “Diantara ciri-ciri 
orang munafik ada tiga; apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia 
mungkir dan bila diberi amanah ia khianat. [Muttafaq ―alaih]. 
 

Betapa banyak pula kita saksikan dalam kenyataan para 
penguasa yang tidak jujur dalam kekuasaanya. Baik dalam segi 
penyusunan rencana anggaran begitu pula dalam penggunaan dan 
pelaporan anggaran. Kondisi tersebut membuat rakyat tidak lagi 
punya empati terhadap penguasa. Seharusnya para pejabat negara 
menjadi tauladan bagi rakyat dalam kejujuran. Sehingga tercipta 
suasana yang akrab antara rakyat dengan penguasa. Bila seorang 
penguasa mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka ia akan 
dijauhkan dari surga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda 
Rasûlullâh Shallallahu ―alaihi wa sallam: 

وَ  ِّ إلََِّ حَسَّ َٕ غَبغٌّ نسَِعَِّٛزِ ُْ َٔ ًُٕدُ  وَ َٚ ْٕ ٕدُ َٚ ًُ ُ زَعَِّٛخً َٚ ِّ اللهَّ ٍْ عَجْدٍ ٚعَْزسَْعِٛ يَب يِ
ِّ انْجََُّخَ  ْٛ ُ عَهَ  اللهَّ

Tidaklah seorang hamba yang dijadikan Allâh sebagai pemimpin, lalu 
ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya pada hari ia 
meninggal, kecuali Allâh haramkan atasnya surga. (HR. Muslim)  
 

Betapa meruginya seorang penguasa yang tidak jujur dalam 
kekuasaannya, di akhirat kelak ia akan berdiam dalam neraka yang 
begitu panas dalam masa yang amat lama. Di dunia mungkin dengan 
sebab kelicikan dan berbagai faktor lainnya dia bisa lolos dari 
hukuman sebagai penipu, tapi di akhirat itu tidak akan pernah 
terjadi. Allâh Azza wa Jalla berfirman: 

ُٓىْ﴿ بنَ ًَ ا أعَْ ْٔ يَئرٍِ ٚصَْدُزُ انَُّبضُ أشَْزبَربً نِٛسَُ ْٕ ْٛسًا ٦َٚ حٍ خَ مْ يِثْمبَلَ ذَزَّ ًَ ٍْ ٚعَْ ًَ ﴾فَ
ا ٚسََُِ ٧ٚسََُِ﴿ حٍ شَسًّ مْ يِثْمبَلَ ذَزَّ ًَ ٍْ ٚعَْ يَ َٔ ﴾    

(Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan 
bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) 
pekerjaan mereka. Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat 
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa 
yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan 
melihat balasannya pula. [Az-Zalzalah/99:6-8].  
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Demikian penjelasan ringkas ini tentang keberuntungan orang 
jujur dan kerugian orang yang meninggalkan kejujuran.28 

KMM ini, menempatkan diri pada posisi yang netral, 
menghindari konflik politik, selalu mengedepankan kejujuran dalam 
segala hal terkait proses demokrasi, menolak politik uang, korupsi, 
suap, gratifikasi, nepotisme,  dan menjauhi segala perbuatan tercela 
dan tidak jujur. KMM ini selalu mengedepankan peraturan 
perundang-undangan yang diatur dan regulasi hukum positif dan 
hukum agama menjadi pilar utama dan diletakkan nila nilai moralitas 
dan etik diatas segalanya. KMM, dalam menentukan pilihan atau 
melaksanakan demokrasi, juga merujuk pada hukum Tuhan yang 
menjadi pedoman intinya, selain mengunakan hukum negara 
Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.  Dalam 
Alqur‖an Surah Al-Baqarah Ayat 188, Allah berfirman:   

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”  

 
Lebih rincinya dijelaskan lagi dalam hadits yang diwayatkan 

oleh Ahmad bahwa Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima 
suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. 
Dalam ,menafsirkan ayat di atas, al Haitsami rahimahullah berkata: 
“Janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu 
dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka, dengan 
harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, 
sedangkan kalian mngetahui hal itu tidak halal bagi kalian”. 
Allah Subhanahu wa Ta‖ala berfirman. 

 ٍَ ئكَِ انَّرِٚ رمُطَِّعُٕا أزَْحَبيَكُىْ أُٔنََٰ َٔ ْٛزىُْ أٌَ رفُْعِدُٔا فِٙ الْْزَْضِ  نَّ َٕ ْٛزىُْ إٌِ رَ َٓمْ عَعَ فَ
ُْىْ  َٰٗ أثَْصَبزَ ًَ أعَْ َٔ ُٓىْ  ًَّ ُ فأَصََ ُٓىُ اللهَّ  نعَََُ
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Demikian penjelasan ringkas ini tentang keberuntungan orang 
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Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat 
kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. 
Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikanNya 
telinga mereka dan dibutakanNya penglihatan mereka [Muhammad: 
22-23].  
 

Abul ―Aliyah rahimahullah berkata, “Membuat kerusakan di 
permukaan bumi dengan suap dan sogok.”  Dalam mensifati orang-
orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta‖ala berfirman : 

ٌَ نهِعُّحْذِ  بنُٕ ٌَ نهِْكَرِةِ أكََّ بعُٕ ًَّ  ظَ
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 
banyak memakan yang haram. (Al-Maidah : 42). 
 

Tentang ayat ini, Hasan dan Said bin Jubair rahimahullah 
menyebutkan di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud adalah 
pemakan uang suap, dan beliau berkata: “Jika seorang Qodi (hakim) 
menerima suap, tentu akan membawanya kepada kekufuran”. 
Sedangkan dari Sunnah. 

  ِٗ سْرشََ ًُ اْن ُٔ لُ اللهِ انسَاشِٗ،  ْٕ ٍَ زَظُ ٍِ لبلََ : نعََ س عَجْدِ اللهِ ثْ ًَ ٍْ عُ  عَ
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah 
Shallallahu alaihi wa sallam melaknat yang memberi suap dan yang 
menerima suap.”. (HR At-Tirmidzi), 1/250; Ibnu Majah, 2313 dan 
Hakim, 4/102-103; dan Ahmad 2/164,190. Syaikh Al-Albani 
berkata,”Shahih.” Lihat Irwa‖ Ghalil 8/244].  
 

Dalam riwayat Tsauban, terdapat tambahan hadits: “Arroisy” 
(…dan perantara transaksi suap)”. (HR Ahmad, 5/279 dalam 
sanadnya ada Laits bin Abi Salim, hafalannya bercampur, dan 
Syaikhnya, Abul Khattab majhul). Hadits ini menunjukkan, bahwa 
suap termasuk dosa besar, karena ancamannya adalah Laknat. Yaitu 
terjauhkan dari rahmat Allah. Al Haitsami rahimahullah memasukkan 
suap kepada dosa besar yang ke-32. 

Sedangkan menurut Ijma‖, telah tenjadi kesepakatan umat 
tentang haramnya suap secara global, sebagaimana disebutkan oleh 
Ibnu Qudamah, Ibnul Atsir, Shan‖ani rahimahullah. Adapun hadiah, Ia 
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merupakan pemberian yang dianjurkan oleh syariat, sekalipun 
pemberian itu menurut pandangan yang memberi sesuatu yang 
remeh.  

Disebutkan dalam hadits, dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu 
dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Wahai, 
wanita muslimah. Janganlah kalian menganggap remeh pemberian 
seorang tetangga kepada tetangganya, sekalipun ujung kaki kambing”. 
(HR Bukhari, No. 2566. Lihat Fathul Bari, 5/198). Juga dari Abu 
Hurairah Radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam 
bersabda: “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling 
mencinta”. [HR Bukhari dalam Adabul Mufrad, No. 594. Ibnu Hajar 
berkata,”Sanadnya shahih”].  

Tentang anjuran saling memberi hadiah, di kalangan ulama 
telah terjadi Ijma‖, karena Ia memberikan pengaruh yang positif di 
masyarakat; baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Bagi 
yang memberi, itu sebagai cara melepaskan diri dari sifat bakhil, 
sarana untuk saling menghormati dan sebagainya. Sedangkan 
kepada yang diberi, sebagai salah satu bentuk memberi kelapangan 
terhadapnya, hilangnya kecemburuan dan kecurigaan, bahkan 
mendatangkan rasa cinta dan persatuan dengan sesama.29  

KMM ini di Indonesia jumlahnya sedikit, dan dapat dikatakan 
sebagai pemilih minoritas. Kelompok Masyarakat Murni, ini 
menghindarkan dirinya dari segala macam perbuatan tercela, culas, 
dusta. Ketika meraka memilih calon pemimpin kepala pemimpinya, 
selalu disandarkan pada hukum Tuhan dan hukum negara, sebagai 
payungnya dan selalu menjaga ahklak yang baik antara sesama umat 
manusia. Ketika yang dikehendaki untuk menjadi pemimpin ternyata 
tidak layak, maka kelompok ini memilih diam dan tidak memberikan 
hak politiknya, namun dikemudian hari orang yang tidak 
dikehendaki ini menang dan terpilih pun kelompok ini dapat 
menerima dan tidak membencinya.  

Seorang muslim yang mengetahui perbedaan ini, maka ia akan 
dapat membedakan jalan yang hendak ditempuh, halal ataukah 
haram. Perbedaan tersebut, di antaranya: 
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1. Suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan ia 
termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah 
merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk 
pemasukan yang halal bagi seorang muslim. 

2. Suap, ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai 
dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung 
maupun secara tidak langsung. Sedangkan hadiah, pemberiannya 
tidak bersyarat. 

3. Suap, diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam 
hal yang batil. Sedangkan hadiah, ia diberikan dengan maksud 
untuk silaturrahim dan kasih sayang, seperti kepada kerabat, 
tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi.30 

4. Suap, pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun 
berdasarkan saling tuntut-menuntut, biasanya diberikan dengan 
berat hati. Sedangkan hadiah, pemberian terang-terangan atas 
dasar sifat kedermawanan. 

5. Suap biasanya diberikan sebelum pekerjaan, sedangkan hadiah 
diberikan setelahnya.31 

 
Pada dasarnya, pemberian seseorang kepada saudaranya 

muslim merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh syariat. 
Hanya, permasalahannya menjadi berbeda, jika pemberian tersebut 
untuk tujuan duniawi, tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah 
semata. Tujuan duniawi yang dimaksud, juga berbeda-beda 
hukumnya sesuai dengan seberapa jauh dampak dan kerusakan yang 
ditimbulkan dari pemberian tersebut. Terdapat riwayat yang sangat 
menarik untuk menggambarkan permasalahan ini. Dan Abu Hamid 
as Sa‖idi Radhiyallahu ―anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi 
wa sallam mengangkat salah seorang dari suku Azad sebagai petugas 
yang mengambil zakat Bani Sulaim. Orang memanggilnya dengan 
―Ibnul Lutbiah. Ketika datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
mengaudit hasil zakat yang dikumpulkannya. Ia (orang tersebut, 

                                                           
30 Ar-Ruh, Ibnul Qayyim, 1/240 
31 Lihat pembahasan ini di Kitab Hadaya Lil Muwazhzhafin, Dr. al Hasyim, hal 27-29. 
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Red) berkata,”Ini harta kalian, dan ini hadiah,” Kemudian Rasulullah 
Shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Kalau engkau benar, 
mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu, sampai 
hadiah itu mendatangimu?” Lalu beliau berkhutbah, memanjatkan 
pujian kepada Allah azza wa jalla, Lalu beliau bersabda: “Aku telah 
tugaskan seseorang dari kalian sebuah pekerjaan yang Allah azza wa 
Jalla telah pertanggungjawakan kepadaku, Lalu ia datang dan 
berkata “yang ini harta kalian, sedangkan yang ini hadiah untukku”. 
Jika dia benar, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau 
ibunya, kalau benar hadiah itu mendatanginya. Demi Allah, tidak 
boleh salah seorang kalian mengambilnya tanpa hak, kecuali dia 
bertemu dengan Allah dengan membawa unta yang bersuara, atau 
sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik,” lalu beliau 
Shallallahu ―alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya hingga 
nampak ketiaknya, dan berkata: “Ya Allah, telah aku sampaikan,” 
(rawi berkata), ”Aku lihat langsung dengan kedua mataku, dan aku 
dengar dengan kedua telingaku.” [HR Bukhari, 6979 dan Mustim, 
1832]. Karena seringnya orang mempermainkan istilah syariat, 
sehingga sesuatu yang haram dianggapnya bisa menjadi halal. Begitu 
pula dengan suap. Diistilahkan dengan bonus atau fee dan 
sebagainya. Maka, yang terpenting bagi seorang muslim adalah 
harus mengetahui bentuk pemberian tersebut dan hukum syariat 
tentang permasalahan itu. 

Dalam Pemberian Sesuatu Kepada Pegawai. Terbagi Dalam 
Tiga Bagian. 
1. Pemberian yang diharamkan memberi maupun mengambilnya.32 

Kaidahnya, pemberian tersebut bentujuan untuk sesuatu yang 
batil, ataukah pemberian atas sebuah tugas yang memang wajib 
dilakukan oleh seorang pegawai. Misalnya pemberian kepada 
pegawai setelah ia menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada 
sebuah instansi. Dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, 
baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan 
datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang ada 
untuknya, dan atau memalsukan data, atau mengambil hak orang 

                                                           
32 Ibid, hlm. 35-79. 
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lain, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang 
yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan 
sebagainya. Di antara permisalan yang juga tepat dalam 
permasalahan ini adalah, pemberian yang diberikan oleh 
perusahaan atau toko kepada pegawainya, agar pegawainya 
tersebut mengubah data yang seharusnya, atau mengubah masa 
berlaku barang, atau mengganti nama perusahaan yang 
memproduksi, dan sebagainya. 

2. Pemberian yang terlarang mengambilnya, dan diberi keringanan 
dalam memberikannya. Kaidahnya, pemberian yang dilakukan 
secara terpaksa, karena apa yang menjadi haknya tidak 
dikerjakan, atau disengaja diperlambat oleh pegawai 
bersangkutan yang seharusnya memberikan pelayanan. Sebagai 
misal, pemberian seseorang kepada pegawai atau pejabat, yang ia 
lakukan karena untuk mengambil kembali haknya, atau untuk 
menolak kezhaliman terhadap dirinya. Apalagi Ia melihat, jika 
sang pegawai tersebut tidak diberi sesuatu (uang, misalnya), 
maka ia akan melalaikan, atau memperlambat prosesnya, atau ia 
memperlihatkan wajah cemberut dan masam. Syaikhul Islam Ibnu 
TaImiyyah rahimahullah berkata: Jika seseorang memberi hadiah 
(dengan maksud) untuk menghentikan sebuah kezhaliman atau 
menagih haknya yang wajib, maka hadiah ini haram bagi yang 
mengambil, dan boleh bagi yang memberi. Sebagaimana Nabi 
Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya aku 
seringkali memberi pemberian kepada seseorang, lalu ia keluar 
menyandang api (neraka),” ditanyakan kepada beliau, ”Ya, 
Rasulullah Shallallahu ―alaihi wa sallam. Mengapa engkau 
memberi juga kepada mereka?” Beliau menjawab, “Mereka tidak 
kecuali meminta kepadaku, dan Allah tidak menginginkanku 
bakhil.”33 

3. Pemberian yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan memberi dan 
mengambilnya. Kaidahnya, suatu pemberian dengan tujuan 
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta‖ala untuk 
memperkuat tali silaturahim atau menjalin ukhuwah Islamiah, 

                                                           
33 Majmu’ Fatawa, 31/286. Lihat pula pembahasan ini di Fathul Qadir 7/255, 

Mawahibul Jalil 6/121, al Hawil Kabir, 16/283; Nailul Author, 10/259-261. 
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dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi. Di bawah 
ini ada beberapa permasalahan, yang hukumnya masuk dalam 
bagian ini, sekalipun yang afdhal bagi pegawai, tidak menerima 
hadiah tersebut, sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari 
tuduhan dan sadduz zari’ah (penghalang) baginya dari pemberian 
yang haram. 
a. Hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan 

pekerjaan (usahanya). Sebelum orang tersebut menjabat, ia 
sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat 
atau yang lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bentambah, 
meskipun yang ia beri sekarang sedang menjabat. 

b. Hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada 
seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti 
Qodi bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada 
hubungannya dengan usahanya. 

c. Hadiah yang telah mendapat izin dan oleh pemerintahannya 
atau instansinya. 

d. Hadiah atasan kepada bawahannya. 
e. Hadiah setelah ia meninggalkan jabatannya, dan yang lain-lain. 

 
Demikian penmasalahan hadiah, yang ternyata cukup pelik 

kita hadapi. Apalah lagi dengan perbuatan ghulul? Ghulul adalah 
mencuri secara diam-diam. Perbuatan ini, tentu lebih tidak boleh 
dilakukan. Dalam sebuah hadits disebutkan: Dari ―Adi bin Amirah 
Radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
telah bersabda: “Barangsiapa yang kami tunjuk untuk sebuah 
pekerjaan, Lalu ia menyembunyikan sebuah jarum atau lebih, berarti 
Ia telah berbuat ghulul mencuri secara diam-diam) yang harus ia 
bawa nanti pada hari kiamat”. Dia (―Adi) berkata : Tiba-tiba seorang 
laki-laki Anshar berkulit hitam, ia tegak bendiri seakan-akan aku 
melihatnya, lalu ia berkata: “Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wa 
sallam, tawarkan pekerjaan kepadaku,” beliau bersabda, “Apa 
gerangan?” Dia berkata, “Aku mendengar engkau baru saja berkata 
begini dan begini,” Lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bersabda, 
”Saya tegaskan kembali. Barangsiapa yang kami tunjuk untuk 
mengerjakan sesuatu, maka hendaklah ia membawa semuanya, yang 
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dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi. Di bawah 
ini ada beberapa permasalahan, yang hukumnya masuk dalam 
bagian ini, sekalipun yang afdhal bagi pegawai, tidak menerima 
hadiah tersebut, sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari 
tuduhan dan sadduz zari’ah (penghalang) baginya dari pemberian 
yang haram. 
a. Hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan 

pekerjaan (usahanya). Sebelum orang tersebut menjabat, ia 
sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat 
atau yang lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bentambah, 
meskipun yang ia beri sekarang sedang menjabat. 

b. Hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada 
seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti 
Qodi bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada 
hubungannya dengan usahanya. 

c. Hadiah yang telah mendapat izin dan oleh pemerintahannya 
atau instansinya. 

d. Hadiah atasan kepada bawahannya. 
e. Hadiah setelah ia meninggalkan jabatannya, dan yang lain-lain. 

 
Demikian penmasalahan hadiah, yang ternyata cukup pelik 

kita hadapi. Apalah lagi dengan perbuatan ghulul? Ghulul adalah 
mencuri secara diam-diam. Perbuatan ini, tentu lebih tidak boleh 
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Radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam 
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melihatnya, lalu ia berkata: “Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wa 
sallam, tawarkan pekerjaan kepadaku,” beliau bersabda, “Apa 
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”Saya tegaskan kembali. Barangsiapa yang kami tunjuk untuk 
mengerjakan sesuatu, maka hendaklah ia membawa semuanya, yang 

kecil maupun yang besar. Apa yang diberikan kepadanya, ia ambil. 
Dan apa yang dilarang mengambilnya, ia tidak mengambilnya.”[HR 
Muslim, No. 1833] 

Permasalahan suap dan “pemberian hadiah” yang membudaya 
di masyarakat ini, dikenal di tengah masyarakat seiring dan 
berkelindan dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 
Perbuatan ini merupakan penyakit yang sudah sangat akut. 
Penyebab utamanya adalah kebodohan terhadap syariat Islam yang 
hanif ini, sehingga banyak perintah yang ditinggalkan, dan ironisnya 
banyak larangan yang dikerjakan. Rizki yang didapatkan tidak halal, 
ia tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan. Ketika satu 
kemaksiatan dilakukan, itu berarti menanam dan menebarkan 
kemaksiatan Lainnya. Dia akan menggeser peran hukum, sehingga 
peraturan syariat tidak lagi mudah dipraktekkan. Padahal untuk 
mendapatkan kebahagian, Islam haruslah dijalankan secara kafah 
(menyeluruh). Secara singkat, solusi memberantas suap maupun 
penyakit sejenisnya, terbagi dalam dua hal.   
 
A. Solusi Untuk Individu dan Masyarakat 
1. Setiap individu muslim hendaklah memperkuat ketakwaannya 

kepada Allah Subhanahu wa Ta‖ala. Takwa merupakan wasiat 
Allah Subhanahu wa Ta‖ala untuk umat yang terdahulu dan yang 
kemudian. Dengan takwa ia mengetahui perintahNya lalu 
melaksanakannya, dan mengetahui laranganNya lalu menjauhinya. 

2. Berusaha menanamkan pada setiap diri sifat amanah, dan 
menghadirkan ke dalam hati besarnya dosa yang akan ditanggung 
oleh orang yang tidak menunaikan amanah. Dalam hat ini, peran 
agama memiliki pengaruh sangat besar, yaitu dengan penanaman 
akhlak yang mulia. 

3. Setiap individu selalu belajar memahami rizki dengan benar. 
Bahwa membahagiakan diri dengan harta bukanlah dengan cara 
yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta‖ala, akan tetapi dengan 
mencari rizki yang halal dan hidup dengan qana‖ah, sehingga 
Allah Subhanahu wa Ta‖ala akan memberi berkah pada hartanya, 
dan Ia dapat berbahagia dengan harta tersebut. 
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4. Menghadirkan ke dalam hati, bahwa di balik penghidupan ini ada 
kehidupan yang kekal, dan setiap orang akan diminta 
pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta‖ala. 
Semua perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa 
Ta‖ala tentang hartanya, dari mana engkau mendapatkannya, dan 
kemana engkau habiskan? Jika seseorang selamat pada 
pertanyaan pertama, belum tentu ia selamat pada pertanyaan 
berikutnya. 

 
B. Solusi Untuk Ulil Amri (Pemerintah) : 
1. Jika ingin membersihkan penyakit masyarakat ini, hendakah 

memulai dari mereka sendiri. Pepatah Arab mengatakan, rakyat 
mengikuti agama rajanya. Jika rajanya baik, maka masyarakat 
akan mengikutinya, dan sebaliknya. 

2. Bekerjasama dengan para da‖i untuk menghidupkan ruh tauhid 
dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta‖ala. Jika tauhid 
telah lurus dan iman telah benar, maka, semuanya akan berjalan 
sesuai yang diinginkan oleh setiap diri seorang muslim. 

3. Jika mengangkat seorang pejabat atau pegawai, hendaklah 
mengacu kepada dua syarat, yaitu keahlian, dan amanah. Jika 
kurang salh satu dari dua syarat tersebut, tak mustahil terjadi 
kerusakan. Kemudian, memberi hukuman sesuai dengan syariat 
bagi yang melanggarnya. 

 
4. Semua pejabat pemerintah seharusnya mencari penasihat dan 

bithanah (orang dekat) yang shalih, yang menganjurkannya untuk 
berbuat baik, dan mencegahnya dari berbuat buruk. Seiring 
dengan itu, ia juga menjauhi bithanah yang thalih. 

 
Penulis mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta‖ala 

memberi kekuatan kepada kaum Muslimin untuk menegakkan 
agamanya pada kehidupan ini, sehingga dapat meraih kebahagiaan 
di dunia dan akhirat. Wallahu a’lam bish showab.34  

                                                           
34 Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun X/1427H/2006M Diterbitkan 

Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 
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34 Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun X/1427H/2006M Diterbitkan 

Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 

Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama sudah 
menetapkan sejumlah jawaban atas beberapa pertanyaan soal politik 
uang. Pertama, apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama 
transportasi, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja 
yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, termasuk 
kategori risywah? Jawabannya adalah tidak sah dan termasuk 
kategori risywah (suap). Mengapa demikian? Sebab di balik 
pemberian si politisi itu terkandung maksud terselubung yang jelas-
jelas serupa praktik menyuap agar seseorang memilih dirinya. 
Pemberian tak lagi murni pemberian, melainkan ada unsur 
mempengaruhi pilihan politik.   

Kedua, sudah lazim kita dapati, politisi memberikan sesuatu 
kepada calon pemilih atas nama zakat dan sedekah dari harta 
miliknya. Jika terbesit tujuan agar penerima memilih calon tertentu, 
apakah termasuk kategori risywah? Jawabannya: pemberian zakat 
atau sedekah yang dimaksudkan semata-mata agar penerima 
memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk risywah 
(suap). Jika pemberian zakat atau sedekah itu dimaksudkan untuk 
membayar zakat atau memberi sedekah, dan sekaligus dimaksudkan 
agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat atau sedekah itu 
sah, tetapi pahalanya tidak sempurna, dan sesuai perbandingan 
antara dua maksud tersebut. Semakin dominan ambisi politiknya 
dalam pemberian ini, semakin besar pula lenyapnya keutamaan 
tersebut.  

Ketiga, bagaimanakah hukum menerima pemberian yang 
dimaksudkan untuk risywah oleh pemberi, tetapi tidak secara lisan? 
Jawabanya adalah haram bila penerima mengetahui maksud 
pemberian itu dimaksudkan untuk risywah. Adapun bila penerima 
tidak mengetahuinya, maka hukumnya mubah. Tetapi bila pada 
suatu saat mengetahui, bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk 
risywah, maka penerima wajib mengembalikannya. 
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Gambar 4.1. Ilustrasi Politik Uang (Suap) 

 
Di musim pemilu, kecil sekali kemungkinan orang tidak 

memahami maksud terselubung bila seorang politisi memberinya 
uang meski tanpa berbicara apa pun. Ketika status risywah benar-
benar jatuh, maka ia sama dengan memakan harta haram.  Keempat, 
apakah penerima risywah haram memilih calon sesuai maksud 
diberikannya risywah sebagaimana ia diharamkan menerima 
risywah? Apabila penerima risywah (suap) memilih calon sesuai 
maksud diberikannya risywah karena pemberian risywah, maka 
hukumnya haram sebagaimana ia haram menerima risywah. Tetapi 
jika ia memilihnya semata-mata karena ia merupakan calon yang 
memenuhi syarat untuk dipilih, maka hukum memilihnya mubah 
(boleh). Bahkan wajib memilihnya bila ia merupakan calon satu-
satunya yang terbaik dan terpenuhi syarat. Sedangkan menerima 
risywah tetap haram.35 

Sementara dalam hukum positif, Indonesia juga mengatur 
mengenai sanksi pidana kepada para pelangar UU Pemilu. Namun, 
UU Pemilu kurang memberikan efek yang dominan terhadap 
pelangaran pemilu, karena secara politik, pelaku pelangar pasti 
berasal dari kelompok dan golongan pelaku politik itu sendiri.  
Tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Pasal 1 angka 2 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 

                                                           
35 https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012613/islam-melarang-

keras-politik-uang-begini-penjelasannya 
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35 https://nasional.okezone.com/read/2019/02/01/337/2012613/islam-melarang-

keras-politik-uang-begini-penjelasannya 

1/2018) sebagai berikut:36 “Tindak Pidana Pemilihan Umum yang 
selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana 
pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.  

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu menurut Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (UU 7/2017) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu 

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang 
Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, 
beberapa di antaranya yaitu: 
1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri 

daftar pemilih; 
Pasal 488 
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang 
tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang 
suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp 12 juta”. 
 

2. Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau 
merugikan perserta pemilu; 
Pasal 490 

                                                           
36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. 
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“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja 
membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam 
masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”. 
 

3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu 
jalannya kampanye pemilu; 
Pasal 491 
“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu 
jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”. 
 

4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang 
telah ditetapkan KPU; 
Pasal 492 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu 
di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap 
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp 12 juta”. 

5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran 
larangan kampanye; 
Pasal 493 
“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang 
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp 12 juta”. 
 

6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana 
kampanye pemilu; 
Pasal 496 
“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan 
tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana 
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“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja 
membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam 
masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”. 
 

3. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu 
jalannya kampanye pemilu; 
Pasal 491 
“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu 
jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”. 
 

4. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang 
telah ditetapkan KPU; 
Pasal 492 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu 
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Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), 
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5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran 
larangan kampanye; 
Pasal 493 
“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang 
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan denda paling banyak Rp 12 juta”. 
 

6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana 
kampanye pemilu; 
Pasal 496 
“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan 
tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta 
Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp 12 juta”. 
Pasal 497 
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak 
benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 
Rp 24 juta.” 
 

7. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya; 
Pasal 510 
“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain 
kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”. 
 

8. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah 
yang ditentukan; 
Pasal 514 
“Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara 
yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp 240 juta”. 
 

9. Memberikan suaranya lebih dari satu kali. 
Pasal 516 
“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara 
memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat 
Pemungutan Suara (“TPS”)/Tempat Pemungutan Suara Luar 
Negeri (“TPSLN”) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak 
Rp 18 juta”.   

 
Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak 

pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, 
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beberapa di antaranya adalah sebagaimana yang kami sebutkan di 
atas seperti pelaksana kampanye pemilu yang melakukan 
pelanggaran larangan kampanye, melakukan kampanye di luar 
jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang 
tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain.  
 
D. Yang Berwenang Memutus Perkara Tindak Pidana Pemilu.  

Terkait dengan tindak pidana pemilu ini, Pasal 2 huruf b 
Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan 
tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak 
pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana 
pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua 
puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu 
Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa 
perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana 
pemilu.  

Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU 7/2017. 
Dalam hal putusan pengadilan negeri diajukan banding, permohonan 
banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. 
Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan 
pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara banding 
dalam tindak pidana pemilu merupakan putusan terakhir dan 
mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Undang-
Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945.   
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Gambar 4.2. Penurunan Tingkat Pastisipasi Masyarakat dalam 

Pemilu di Indonesia dari Tahun 1955 sampai dengan Tahun 2014. 
 

 
Gambar 4.3. Tingkat Golput Dalam Pemilu Di Indonesia 

Dari Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 201437 
 
Pelanggaran proses demokrasi, bukan hanya dilakukan oleh 

pemilih, namun juga penyelengara pemilu secara nasional banyak 
terjadi. Artinya, sebagai alasan dapat menjadi indikator menurunnya 
tingkat kepercayaan masyarakat dalam partisipasi dalam pemilu 

                                                           
37 https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc 
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adalah munculnya fakta-fakta hukum terjadinya perbuatan curang, 
bohong dan perbuatan tercela telah terjadi di sana-sini pada saat 
proses demokrasi berlangsung yang dilakukan oleh pemilih oknum 
dari (masyarakat), oknum yang dipilih (calon pejabat negara 
eksekutif, legislatif-yudikatif), maupun oknum penyelengara pemilu 
(Panwas, KPU dll).   

Dalam cacatan sejarah pemilu di Indonesia, dari pemilu 
pertama Tahun 1955 hingga Tahun 2014, tingkat partisipasi dalam 
pemilu semakin tahun semakin menurun, hal itu membuktikan 
pemilu di Indonesia tingkat kepercayaan semakin tingi, karena 
disebakan banyaknya kecurangan, ketidak jujuran dan banyak 
perbuatan dusta yang mewarnai proses demokrasi di Indonesia.38  

Pelaksanaan demokrasi, telah diciderai dengan perbuatan 
curang yang merugikan umat, bangsa dan negara. Mari kita melihat 
sejauh mana proses kejujuran demokrasi di Indonesia dan hukum 
positif negara dijalankan oleh penyelangara negara. Sepanjang 
pelaksanaan Pemilu 2019 meningkat pesat jika dibandingkan dengan 
pada pesta demokrasi 2014. Meski demikian, Bawaslu mengklaim ada 
peningkatan pengawasan yang signifikan atas pelanggaran yang 
terjadi. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, jumlah 
pelanggaran yang tercatat di Bawaslu pada pemilu kali ini mencapai 
15.052. Berdasar data yang didapat Jawa Pos, jumlah pelanggaran 
tersebut naik hampir 50 persen dari total pelanggaran Pileg-Pilpres 
2014. Kala itu, total pelanggaran yang tercatat di Bawaslu ‖‖hanya‖‖ 
10.754.  Tahun 2019 temuan pelanggaran paling banyak terdapat di 
Provinsi Jawa Timur. Tercatat 3.002 temuan pelanggaran atau 
sekitar 20 persen dari keseluruhan pelanggaran pemilu se-
Indonesia. Pelanggaran juga terjadi di sejumlah provinsi lain. Di 
antaranya, Sulsel, Sulteng, Jabar, dan Jateng.   

Menurut Ratna, sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan 
aturan terkait jenis pelanggaran pemilu antara 2014 dan 2019.  

Pelanggaran administrasi pemilu masih menjadi jenis 
pelanggaran yang paling sering dilakukan.  Mayoritas adalah 
pelanggaran pada masa kampanye. ‖‖Soal pemasangan alat peraga 
                                                           

38 https://kuninganmass.com/politics/data-partisipasi-masyarakat-sejak-pemilu-
1955/ 
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38 https://kuninganmass.com/politics/data-partisipasi-masyarakat-sejak-pemilu-
1955/ 

kampanye (APK),‖‖ terangnya saat dimintai konfirmasi Jawa Pos, 
Minggu (23/6/2019).  Sementara itu, jumlah pelanggaran pidana 
relatif kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan pelanggaran yang 
terjadi. ‖‖Untuk pidana pemilu, dari 15.052 itu, 533 adalah 
pelanggaran pidana pemilu,‖‖ lanjut perempuan kelahiran Palu, 
Sulteng, itu. Hal tersebut menunjukkan betapa tingginya 
pelanggaran administrasi yang terjadi.39 

 
Gambar 4.4. Data Laporan Penyelengara Terkait Pemilu 

Tahun 2014-2018 di Indonesia 
 

Tersebut dalam tebel di atas, adalah merupakan data jumlah 
pelangaran yang dilakukan oleh penyelengara Pemilu secara 
nasional di Indonesia pada saat pelaksanaan pemilu Tahun 2014-
2018.40 

                                                           
39 https://www.jpnn.com/news/nih-data-jumlah-pelanggaran-pemilu-2019-ternyata-

naik-pesat 
40https://www.google.com/search?q=data+pelanggaran+pemilu+indonesia&tbm=isc

h&source=univ&safe=strict&client=firefoxd&sa=X&ved=2ahUKEwjLj8Oxm9LmAhUNfX0KHYY6C
V0QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=654#imgrc=bEyhUU8yvU4-YM: 
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Gambar 4.5. Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Indonesia 

 
Pelanggaran Pemilu dalam Angka 20190329 Di unggah oleh: 

Titania Nurrahim Konten di Produksi pada 2019-12-26 09:11:52 
Konten di terbitkan pada 2019-04-08 11:15:42.  Hingga 25 Maret 2019, 
Bawaslu telah menemukan lebih dari enam ribu pelanggaran Pemilu 
di seluruh Indonesia. Paling banyak ada di pelanggaran administrasi, 
termasuk APK.41 

                                                           
41 http://indonesiabaik.id/media/konten/970 
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Gambar 4.6. Korban Meningal Dunia Penyelangara 

Pemilu KPPS, PPK dan Polisi Tahun 201942 
 

Ada 139 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dalam 
rangkaian pemilu serentak pada 17 April 2019. Data dihimpun Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan 
kepolisian. Mereka terdiri dari 91 petugas Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara (KPPS). Dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 
sebanyak 33 orang meninggal mulai dari kelelahan dan kecelakaan. 
Selain itu juga terdapat 15 anggota polisi yang mengawal logistik dan 
mengamankan TPS wafat karena sakit dan kecelakaan. Hingga Rabu 
(24/4/2019), juga tercatat 459 orang petugas jatuh sakit dan harus 
dirawat di rumah sakit. Mereka dirawat tersebar di hampir seluruh 
provinsi. Terkait hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 
akan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Evaluasi 
menyusul banyak petugas penyelenggara Pemilu meninggal karena 
kelelahan dan sejumlah insiden lain. Lalu, dalam insiden dan 
peristiwa hukum yang mengakibatkan penyelangara pemilu 
meningal dunia, sakit dll, apakah merupakan realitas empiris 
apakah? 
                                                           

42 https://www.beritasatu.com/nasional/550567/139-petugas-penyelenggara-
pemilu-meninggal 
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Lalu apakah ini sebagai titik refleksi klimaks terjadinya 
kecurangan dalam proses demokrasi di Indonesia atau hanya 
merupakan insiden biasa kriminal umum yang tidak ada hubungan 
dengan proses demokrasi, silahkan pembaca untuk menilai sendiri 
dan menyimpulkan! Wallahu a’alam bishshawab. 
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Kelompok Comunity Interest Group/Majmueat Almasalih 
Almujtamaeia ini menurut penulis merupakan sekelompok orang 
dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang tergolong fasiq 
tidak amanah, namum secara umum di dalam jiwanya masih 
memiliki sifat keimanan dan memiliki hak memilih dan dipilih untuk 
menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai 
dari menjadi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara 
nasional di Indonesia.   

Kelompok ini berada di arena dan ruang lingkup mulai dari 
masyarakat biasa yang punya hak memilih dan dipilih, pengurus 
partai, simpatisan partai dan merupakan bagian dari kelurga besar 
partai yang memiliki keterikatan batin di dalam memajukan dan 
keperdulian terhadap partai politik keluarganya.  

Kelompok ini, paradigmanya mengunakan hukum positif atau 
hukum negara sebagai landasan hukum guna melaksanakan 
demokrasi secara bebas jujur dan adil dan agama dinomorduakan. 
Selain mengunakan hukum posistif sebagai indikator utama, 
kelompok ini dalam menjalankan demokrasi juga mengunakan 
sebagian besar cara berhukumnya mengunakan hukum tak tertulis 
sebagai pedoman tersembunyi (unwritten laws as hidden guidelines).  
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Kelompok ini memang secara faktual dan kasat mata, seolah 
melaksanakan UU Pemilu seratus persen murni, namun pada 
pelaksanaanya, kelompok ini mengedepankan menempatkan hukum 
tak tertulis sebagai pedoman tersembunyi, jika melakukan 
komitmen-komitmen yang bertentangan dengan agama dan hukum 
positif. Misalnya, pelaksanaan budaya suap, memberikan hadiah, 
pemberian uang tips, dll, di kelompok ini seolah sudah membiasakan 
diri dan hal itu seakan menjadi tradisi yang lumrah dan bukan 
merupakan sebuah pelanggaran serius, karena hal itu bukan menjadi 
rahasia umum lagi, jika ingin menjadi pejabat maka, harus 
menyiapkan uang yang banyak untuk biaya politik. Kelompok ini 
antara calon pemimpin yang diusung secara hubungan 
kekerabatannya sangat dekat, dan sering berinteraksi antara calon 
pemimpin dan para calon pemilihnya di lapangan.  

Pada fase sosialisasi jika, calon dari kelompok ini akan 
dimunculkan, maka sudah mulai melakukan pendekatan kepada 
konstituen dengan berbagai cara, mulai dari memberian hadiah, 
suap, tips, uang tranposrtasi, bantuan dana, uang tali asih dll., yang 
salah satu tujuanya ada yang secara langsung secara terang-
terangan minta imbalan untuk memilih calon, ada yang dilakukan 
maksud dan tujuan pemberian uang secara sembunyi-sembunyi. 
Transaksi terus berlangsung, melalui kelompok kelompok yang 
merupakan bagian dari satu kesatuan di kelomok ini.  

KMB ini dalam pelaksanaan demokrasi secara fisik benar-
benar sebagai penegak demokrasi, bahkan calon dari kelompok ini 
sampai berani bersumpah serapah untuk melakukan pemberantasan 
korupsi, jangan money politics, harus politik jujur sesuai hati nurani 
dan argumen yang sangat menyakinkan, namun pada saat 
pelaksanaan, calon pemimpin, yang sifatnya umum, yang 
berhubungan dengan pemilihan yang menggunakan hak pilih rakyat 
dari semua tingkatan, sudah dapat dipastikan akan berbelok arah 
dan tak segan-segan untuk memberikan suap kepada pemilih yang 
distribusi suap, hadiah, tips, dll., dilaksanakan secara sumbunyi. Ada, 
yang menyatakan dukungan melalui surat perjanjian tertulis, ada 
yang dibuat perjanjian lisan, dll., tinggal melihat seberapa besar dana 
yang dikeluarkan oleh calon pemimpin ini.  
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Kelompok ini, bukan hanya menyasar di kelompok partainya 
sendiri, namun juga melakukan pergerakan serupa kepada kelompok 
partai lain, yang dapat diajak bersekutu dalam mencapai sebuah visi 
dan misi yang sama. Jika, dia calon anggota DPRD, maka 
persaingannya antar pengurus partai, mana yang paling banyak 
menebar uang kepada pemilih itulah yang bakal menang. Begitu, 
juga pemilihan kepala desa, kepala daerah, maupun presiden, calon 
mana yang banyak uang, relasi politik, dukungan pengusaha asing, 
maupun pengusaha dalam negeri maka potensi memang cukup kuat 
karena ia dapat mempengaruhi mata pilihnya melalui proses suap, 
pemberian hadiah, tips, tranpsotasi dan nama lain untuk 
membungkus kalimat atau bahasa agar kelihatan rapi dan tidak 
melangar hukum.  

Kelompok ini, dapat dikatakan berada dalam golongan 
manusia munafik, karena antara ucapan lisan dengan perbuatan 
tidak seperti apa yang diperintahkan dalam Alqur‖an dan hadits 
Rasulullah.  Selain dari Al-Hadits, Allah SWT juga telah menjelaskan 
ciri-ciri orang munafik dalam bagian awal surat Al-baqarah. Pada 
awalan surat tersebut Allah menjelaskan tentang tiga golongan 
manusia, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang kafir, dan orang-
orang munafiq. 
Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 14: 

ذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَن ا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِن مَعَكُمْ إِن مَا نَحْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ وَإِذَا لَقُوا ال    
“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka 
berkata, “Kami telah beriman.” Tetapi apabila mereka apabila mereka 
kembali pada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata 
“Sesungguhnya kami bersamamu, kami hanya berolok-olok”.  
 

Kemudian Allah SWT membalas perkataan mereka dalam ayat 
selanjutnya. 

ِٓىْ  ْٓصِئُ ثِ ُ ٚعَْزَ هُمْ اللهَّ ُٓ  وَيمَُدُّ ًَ ِٓىْ ٚعَْ ٌَ فِٙ طغُْٛبََِ ٕ 
“Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka 
terombang-ambing dalam kesesatan”. 
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Dalam ayat-ayat Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12-14, Allah 
Ta‖ala menunjukkan balasan terhadap orang-orang munafik ketika 
berada di akhirat. Pada ayat-ayat yang lain seperti surat At-Taubah 
ayat 63 dan 68 yang berisi ancaman bahwa kelak mereka akan 
dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Masih banyak lagi teks-teks 
Al-Quran dan Al-Hadits yang menjelaskan kejahatan-kejahatan 
orang-orang munafik dan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu 
sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk mewaspadai perilaku 
buruk mereka dan meninggalkan sifat yang menjadi ciri-ciri orang 
munafik. Dalam Islam terdapat 3 ciri-ciri orang munafik seperti yang 
disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya yang 
berbunyi: 

ثَ   –عَنْ أبَِى هُرَيْ رَةَ عَنِ الن بِىِّ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ آيةَُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَد 
 كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ 

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, Tanda-tanda orang 
munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia 
mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat (HR. Al- 
Bukhari).  
 

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam 
Kitab Al-Iman hadits Nomer 33. Hadits tersebut masuk ke dalam bab 
berjudul Baabu Alaamati Munaafiq yang artinya Bab Tanda-tanda 
Orang Munafiq. Hadits di atas merupakan hadits mengenai ciri-ciri 
orang munafik yang sudah sangat terkenal di masyarakat kita. 
Melalui hadits tersebut manusia senantiasa diperingatkan dan 
patutlah untuk berhati-hati agar tidak termasuk golongan orang-
orang munafik.  

Kata munafik berarti orang-orang yang nifak. Nifak secara 
bahasa maknanya adalah berbeda antara apa yang tampak (lahir) dan 
tidak tampak (batin). Apabila perbedaan itu menyangkut perkara 
iman maka orang tersebut tersebut termasuk nifaq i‖tiqad. 
Contohnya orang yang berkata “Kami beriman” tetapi mengingkari 
di dalam hati. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika berdakwah 
di Madinah terdapat orang-orang munafik seperti itu.  
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berjudul Baabu Alaamati Munaafiq yang artinya Bab Tanda-tanda 
Orang Munafiq. Hadits di atas merupakan hadits mengenai ciri-ciri 
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Melalui hadits tersebut manusia senantiasa diperingatkan dan 
patutlah untuk berhati-hati agar tidak termasuk golongan orang-
orang munafik.  

Kata munafik berarti orang-orang yang nifak. Nifak secara 
bahasa maknanya adalah berbeda antara apa yang tampak (lahir) dan 
tidak tampak (batin). Apabila perbedaan itu menyangkut perkara 
iman maka orang tersebut tersebut termasuk nifaq i‖tiqad. 
Contohnya orang yang berkata “Kami beriman” tetapi mengingkari 
di dalam hati. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika berdakwah 
di Madinah terdapat orang-orang munafik seperti itu.  

Nama orang yang terkenal dengan sifat kemunafikannya 
tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.  

Menurut Ibnu Katsir, nifak adalah memperlihatkan kebaikan 
dan menyembunyikan kejelekan. Sementara itu, Ibnu Juraij berkata 
bahwa orang munafik itu adalah orang yang perkataannya 
berlawanan dengan apa yang ia kerjakan dan batinnya menyelisihi 
lahiriahnya. Lembaga-lembaga negara yang bersentuhan langsung 
dengan pelaksanaan demokrasi melalui pemilu secara nasional 
maupun pemilihan kepala desa. 

 
Gambar 5.1. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan Pemilihan 

Secara Demokrasi Melalui Proses Pemilihan Langsung Oleh Rakyat. 
 

 
Gambar 5.2. Pemilihan Wlikota dan Wakil Walikota 

Dilaksanakan Pemilihan Secara Demokrasi Melalui Proses 
Pemilihan Langsung Oleh Rakyat. 
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Gambar 5.3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

Dilaksanakan Pemilihan Secara Demokrasi Melalui Proses 
Pemilihan Langsung Oleh Rakyat. 

 

 
Gambar 5.4. Lembaga Negara DPR, MPR, DPD, 

Dilaksanakan Pemilihan Secara Demokrasi Melalui Proses 
Pemilihan Langsung Oleh Rakyat, Sementara Pimpinan Lembaga 

Tinggi  Yudikatif  Proses Pemilihan Melalui Sarana Perwakilan 
Melalui Wakil Rakyat Proses Pemilihanya, Seperti Ketua MK, 

Ketua MA, KY, Kapolri, Kejagung,  Panglima TNI. 
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Pada dasarnya, lembaga-lembaga negara, mulai dari kepala 
desa, bupati, walikota, gubernur, presiden, DPRD, DPR, DPD, MPR 
proses pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. 
Selanjutnya, untuk menunjul pimpinan lembaga yudikatif, melalui 
proses pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh wakil rakyat 
atas usulan presiden. Mari kita lihat proses dari hasil pemilihan dari 
kelompok Community Interest Group/Majmueat Almasalih 
Almujtamaeia yang sangat dominan memberikan pengaruh suara 
dalam pemilu pilpres maupun pileg secara nasional. Penulis 
berasumsi, bahwa kekuasaan pada jabatan di pemerintahan yang 
dihasilkan dari proses demokrasi pemilu di Indonesia menghasilkan 
pola dan sifat pemimpin seperti apa?  

 
A. Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Pemimpin Hasil Proses 

Demokrasi Pemilihan Langsung Kelompok Masyarakat 
Berkepentingan (KMB) Mencetak 252 Pelaku Tindak Pidana 
Korupsi di Indonesia.  

Penelusuran penulis dari data NGO, seperti disampaikan oleh 
ICW, sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah 
digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah 
disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam 
perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan 
praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia 
Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, 
kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa 
dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 
miliar," kata peneliti ICW Egi Primayogha, dalam keterangan 
tertulisnya, Rabu (21/11/2018).  

Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, 
jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada 2017, 
korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 
kasus. "Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di 
desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek 
korupsi," kata Egi.  
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Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk 
kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi 
tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan 
jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 
2017.  

Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa 
menjadi tersangka. "Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang 
kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa," kata Egi. Selain 
kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi 
korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu 
perangkat desa sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri 
kepala desa.  

Menurut Egi, permainan anggaran dapat terjadi saat proses 
perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut, 
misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat 
memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) 
sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat 
terjadi pada tahap tersebut.  

"Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh 
instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang 
berwenang," ujar Egi. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini 
terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi 
aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya 
pengawasan. Oleh karena itu, ICW menyarankan agar ada evaluasi. 
Misalnya, perlu ada pelayanan satu pintu dalam pengurusan dan 
pengelolaan dana desa. Selain itu, perlu diberikan bimbingan teknis 
bagi aparatur desa.43 

                                                           
43 https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-

korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all 
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43 https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-

korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all 

 
Gambar 5.5. Jajaran Polres Subang ungkap pelaku tindak pidana 

korupsi Dana Desa tahap l dan tahap ll tahun 2016. 
Kapolres subang AKBP Muhamad Joni, 

dengan di dampingi Kasat Reskrim AKP Ilyas Rustandi dan 
Kanit Tipikor IPDA Doni Kustiawan.44 

 
Tahun berikutnya, seiring dengan peningkatan tersebut, ICW 

mencatat  jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut 
naik. Catatan mereka, sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus 
korupsi selama periode tersebut. Rinciannya adalah: 15 kepala desa 
terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66  terjerat pada 2017, dan 
89 lainnya terjerat pada 2018.  Kasus-kasus korupsi dana desa ini 
meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, 
penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa 
ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar. 
Menurutnya, pemerintah seharusnya serius menyelesaikan 
permasalahan korupsi dan desa fiktif dan bukan saling sanggah. 45 

                                                           
44 http://www.jurnalmediaindonesia.com/2019/09/kasus-tindak-pidana-korupsi-

dana-desa.html 
45 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-

sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat 
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Gambar 5.6. Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Donny Charles Go 

menunjukkan uang yang disita dari kasus dugaan 
korupsi dana hibah desa di Bengkayang.46 

 
Namun, alih-alih berupaya menuntaskan permasalahan, 

sejumlah instansi pemerintah justru saling sanggah perihal desa 
fiktif. Semua pihak mestinya serius menyelesaikan permasalahan 
ini," kata Egi dalam sebuah pernyataan yang diterima CNN 
Indonesia.com. Egi menyebut instansi yang berwenang seperti 
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian 
Keuangan, BPK, dan aparat penegak hukum harus turun tangan 
untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif. "Pemeriksaan 
harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-
desa terindikasi fiktif yang namanya kadung tersebar di publik luas," 
katanya. Beberapa desa yang diduga fiktif di antaranya tiga desa di 
Konawe, Sulawesi Tenggara dan tiga desa di Nias Barat, Sumatera 
Utara. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT juga 
dinilai mesti bertanggung jawab terhadap pendataan, mulai dari 
verifikasi, pengawasan, pembinaan, dan sinergi antar instansi. 

                                                           
46 https://kumparan.com/hipontianak/polda-kalbar-sita-rp-6-9-m-dari-kasus-

korupsi-dana-desa-bengkayang-1rRkcHSEBFV-29 Desember 2017 
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46 https://kumparan.com/hipontianak/polda-kalbar-sita-rp-6-9-m-dari-kasus-

korupsi-dana-desa-bengkayang-1rRkcHSEBFV-29 Desember 2017 

Kementerian Keuangan juga harus konsisten memperketat 
mekanisme pencairan. ICW meminta Kementerian Keuangan 
menghentikan kucuran dana desa apabila terdapat penyelewengan 
terkait penyaluran dana desa. Sanksi juga patut diberikan kepada 
aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Selain 
itu, BPK juga harus serius melakukan audit terhadap dugaan 
penyelewengan tersebut. Hasil pemeriksaan juga harus diumumkan 
kepada publik.  "BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri 
aliran dana terkait permasalahan desa fiktif," katanya. 

 
B. Korupsi APBD dan APBN yang Dilakukan oleh Pemimpin Hasil 

Proses Demokrasi Pemilihan Langsung Kelompok Masyarakat 
Berkepentingan (KMB) Sepanjang Tahun 2004 Sampai Dengan 
Tahun 2019 Mencetak 114 Pejabat Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Korupsi di Indonesia.  

Ironis, beginilah cermin para pemimpin bangsa hasil dari 
proses demokrasi di Indonesia, yang dilahirkan dan di usung oleh 
bermbagai macam parta politik di Indonesia.  Melalui proses 
demokrasi pemilihan langsung kepala daerah, bupati, walikota dan 
gubernur se Indonesia. Setidaknya, data dari penulis dari sumber 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur 
Kepulauan Riau Nurdin Basirun pada 10 Juli 2019. Dia ditangkap 
bersama tiga orang lain karena diduga menerima suap dalam 
pemberian izin proyek reklamasi Gurindam 12 di Tanjung Pinang. 
Nurdin merupakan kepala daerah teranyar yang ditangkap KPK.  

Sepanjang 2004-2019, komisi anti-rasuah telah memproses 
pidana 114 kepala daerah, yakni 17 gubernur, 74 bupati, dan 23 wali 
kota. Pada tahun ini saja, KPK telah menangkap tiga orang kepala 
daerah. Selain Nurdin, KPK juga menangkap Bupati Mesuji Khamami 
dan Bupati Talaud Sri Wahyuni. Kebanyakan perkara korupsi yang 
melibatkan kepala daerah berupa suap dan gratifikasi. Berdasarkan 
data, ada 81 kasus suap dan gratifikasi selama 2004-2019. Perkara 
korupsi lain yang juga banyak adalah penyalahgunaan anggaran dan 
pengadaan barang/jasa, masing-masing sebanyak 27 dan 13 
perkara.47  

                                                           
47 https://katadata.co.id/infografik/2019/07/18/selama-2004-2019-ada-144-kepala-

daerah-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk# 
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Pemerintahan Indonesia, telah membuktikan bahwa sistem 
demokrasi di Indonesia banyak melahirkan prilaku koruptif terhadap 
pejabatanya, yang notabene di usung oleh partai politik dan dipilih 
langsung oleh masyarakatnya yang memiliki hak pilih. Lalu, siapa 
yang patut dipersalahkan dari proses demokrasi ini, rakyatkan atau 
pemerintah dan elit politik yang mengajarkan sifat-sifat dan mental 
koruftif, karena telah membebani biaya politik terlalu mahal. Dalam 
aturan, tak ada yang mengakui jika para calon kepala daerah itu 
beban biaya politik sangat tinggi, namun dalam realitas das sollen 
dan das seien sangat berbeda praktiknya. Hukum yang semestinya 
berlaku dengan mengunakan UU Pemilhan Umum, namun pada 
prakteknya, hukum tak tertulis berkata lain, mahar politik menjadi 
hal yang wajib untuk setor kepada partai pengusung.  

 
Gambar 5.7. Bupati Lampung Tengah Mustafa 

keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan 
setelah menjalani pemeriksaan, Jakarta, 16 Februari 2018. 
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dugaan mahar dari Mustafa kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai 
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2018. Dugaan tersebut ditelusuri penyidik komisi antirasuah saat 
memeriksa empat saksi pada Jumat, 22 November 2019. Keempat 
saksi itu yakni pegawai negeri di Dinas Bina Marga Lampung Tengah 
Hendi Setia Jaya, Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Cabang PKB 
Tulang Bawang Muslih Zein, Ketua Dewan Syuro DPC PKB 
Pringsewu Muhlas, dan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pesawaran 
Jumal.  

"KPK mendalami pengetahuan saksi tentang aliran dana untuk 
mahar politik dari Mustafa ke DPW PKB Lampung," kata Juru bicara 
KPK, Febri Diansyah, Jumat, 22 November 2019. Menurut Febri dari 
keempat saksi itu, dua orang mangkir yakni Hendi dan Muhlas. Febri 
urung menjelaskan jumlah mahar politik yang diduga diberikan oleh 
Mustafa. Awalnya, KPK menetapkan Mustafa menjadi tersangka 
penyuap anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan 
pinjaman daerah. Dia divonis 3 tahun penjara dalam kasus ini. 
Belakangan, KPK kembali menetapkan Mustafa menjadi tersangka 
penerima gratifikasi senilai Rp95 miliar sepanjang 2017-2018. Duit itu 
diduga berasal dari ijon proyek. KPK menduga Mustafa menarik fee 
10-20 persen dari nilai proyek.   

Di penghujung mandatnya, Komisioner KPK periode 2015-2019 
memberi “kado” penangkapan tersangka korupsi proyek Bupati 
Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Agung menjadi bupati 
kedelapan yang terjerat kasus korupsi di Provinsi Lampung.  
Sebelumnya, tujuh kepala daerah yang telah divonis terbukti 
korupsi. Mereka adalah Bupati Mesuji Khamami, Bupati Lampung 
Selatan Zainudin Hasan, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Bupati 
Tanggamus Bambang Kurniawan, Bupati Lampung Selatan Wendy 
Melfa, Bupati Lampung Tengah Andy Achmad. Terakhir, Bupati 
Lampung Timur Satono yang masih buron hingga kini.  
1. Agung Ilmu Mangkunegara Bupati Lampung Utara ini terjerat 

korupsi lewat operasi tangkap tangan (OTT), Minggu 
(6/10/2019). Dia telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga 
orang lainnya, yakni dua kepala dinas (PU dan Koperindag), dan 
satu perantara kontraktor. Dari OTT, KPK menyita barang bukti 
uang Rp600 juta, ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah. 
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2. Khamami Bupati Mesuji ini terjaring KPK pada 24 Januari 2019. 
Selain dia, KPK juga menyeret Taufiq Hidayat (adik Khamami), 
Mai Darmawan (rekan Taufiq), serta Sibron dan Kardinal (pihak 
swasta). Selain itu, LPK berhasil mengamankan Rp1,28 miliar. 

3. Zainudin Hasan Bupati Lampung Selatan ini terjerat pada 
November 2018 lalu. Dia diduga menerima suap pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2018. 

4. Mustafa Bupati Lampung Tengah ini bersama 19 orang lainnya 
tertangkap KPK pada Februari 2018 atas kasus penyuapan kepada 
anggota DPRD Lampung Tengah untuk memuluskan peminjaman 
dana Rp300 miliar kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur 
buat proyek infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Lampung 
Tengah.  

5. Bambang Kurniawan Bupati Tanggamus ini ditangkap KPK dan 
divonis menyuap wakil rakyat untuk memuluskan APB pada Senin 
(22/5/2017). Dia dihukum penjara dua tahun dan denda Rp250 
juta. Sebelumnya, Bambang Kurniawan resmi ditahan KPK pada 
Kamis (22/12/2016),  

6. Wendy Melfa Bupati Lampung Selatan periode 2008-2010 karena 
bupatinya ikut Pilgub Lampung 2008. Dia terjerat kasus korupsi 
setelah masa jabatannya sebagai bupati selesai. Kejati Lampung 
menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi 
pengadaan tanah PLTU Sebalang senilai Rp 26,6 miliar pada 1 Mei 
2012. 

7. Andy Achmad Bupati Lampung Tengah dua periode pada 2000-
2010 duduk sebagai pesakitan pada akhir 2011. Dia terbukti 
korupsi APBD Lampung Tengah dengan menempatkan dana 
APBD Lamteng senilai Rp 28 miliar ke BPR Tripanca Setiadana 
dan divonis 12 tahun penjara, Jumat (28/8/2015). 

8. Satono Bupati Lampung Timur periode 2005-2010 dan periode 
2010 terjerat kasus korupsi seperti Andy Ahmad, yakni 
menempatkan APBD Lamtim Rp119 miliar ke BPR Tri Panca. MA 
menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 
enam bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti 
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Rp10,5 miliar. Satono dinyatakan bersalah dalam kasus 
penempatan dana APBD Lampung Timur senilai Rp 119 miliar ke 
BPR Tripanca Setiadana.48 

 
Gambar 5.8. Pejabat Kepala Daerah di Indonesia 

Yang Terjaring OTT oleh KPK  RI Karena Terlibat Korupsi 
 

Gratifikasi termasuk kategori korupsi, dalam konteks hukum 
pidana Indonesia. Menurut kajian penulis, gratifikasi dirumuskan 
sebagai tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang dinilai: 
setelah selesainya suatu pemberian yang diberikan kepada pejabat 
publik. Namun ada kriteria tersendiri dalam merumuskan normanya 
yaitu: (1) pemberi gratifikasi tidak dikategorikan sebagai perbuatan 
melawan hukum, namun penerimalah yang dinilai sebagai pembuat 
delik, (2) Penerima gratifikasi baru bisa dipidana setelah dalam 

                                                           
 
48 https://rmollampung.id/delapan-bupati-terjerat-kasus-korupsi-di-lampung/ 
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jangka waktu tertentu (yaitu 30 hari) tidak melaporkan kepada KPK 
bahwa dirinya telah menerima sesuatu sebagai akibat dari 
jabatannya.  

Ada argumentasi mengapa penerima gratifikasi sebagai 
perbuatan yang patut dicela. Hal ini didasarkan pada alasan moral 
bahwa pejabat publik tidak sepatutnya menerima hadiah atau 
pemberian, karena bisa menimbulkan “conflict of interest” dengan 
jabatannya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa 
pemberi gratifikasi tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan 
hukum? Tidak digolongkan melanggar moral, tidak akan memiliki 
kepentingan? alhasil munculah berbagai silang pendapat tentang hal 
ini:  
1. Gratifikasi dan Suap 

Dalam perpektif sejarah, pemberantasan tindak pidana korupsi 
di Indonesia, pengaturan atas tindak pidana gratifikasi relatif masih 
baru. Meski dalam KUHP khususnya Bab XXVIII rumpun “kejahatan 
Jabatan“ yang di dalamnya antara lain mengatur: penyuapan, 
pemerasan  dan atau  penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan 
oleh seorang pejabat (lihat pasal 418, 419, 420, 423, 424 dan 425 
KUHP). 

Kemudian pengaturan tentang gratifikasi dan suap diatur oleh 
lex generalis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Terkait 
pengaturan tentang gratifikasi, Pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor 
mengaturnya sebagai berikut: 
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Gambar 5.9. Ketentuan tentang Gratifikasi 

 
Menurut Adami Chazawi, selain unsur pembuatnya 

(penerima), pegawai negeri atau penyelenggara negara, dalam tindak 
pidana korupsi menerima gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU 
Tipikor No 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999) 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipastikan mengandung 4 
unsur, yaitu:49 
1. Perbuatan: menerima 
2. Gratifikasi 
3. Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan 

kewajibannya atau tugasnya, dan 
4. Tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 

30 hari kerja sejak menerima pemberian. 
 

Terhadap unsur menerima, subjek hukum pembuat, yaitu 
pegawai negeri atau penyelenggara negara harus menerima 
gratifikasi tersebut. Terhadap unsur ketiga, Adami menjelaskan 
bahwa unsur ini merupakan unsur objektif, yang berbeda dengan 
unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji 
tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

                                                           
49 Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Tipikor No 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 

31 Tahun 1999 ) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
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kewajibannya” yang terdapat pada Pasal 12 a UU Tipikor. Unsur ke-3 
pada Pasal 12 B menurut Adami mengandung tiga unsur: 
1. Kualitas subjek hukum yang menerima pemberian haruslah 

pegawai negeri atau penyelenggara Negara; 
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah memiliki 

kewenangan jabatan pada  saat  melakukan  perbuatan  Untuk 
memiliki kewenangan jabatan, mereka haruslah memiliki jabatan. 

3. Bahwa pemberian yang diterima pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut haruslah ada hubungannya 
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya. 

 
Perbedaan unsur ke-3 yang cukup mendasar antara Pasal 12 B 

(gratifikasi) dengan Pasal 12 a dan 12 b (suap) atau Pasal 5 ayat (2) UU 
Tipikor terletak pada pasal gratifikasi, yang mana dalam hal 
pembuktian cukup dibuktikan bahwa sifat pemberian itu adalah 
pemberian yang dilarang diterima oleh pegawai negeri atau 
penyelenggara negara. Tidak dibutuhkan pembuktian pegawai 
negeri atau penyelenggara yang menerima harus melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya.  

Pada dasarnya sebuah perbuatan pegawai negeri atau 
penyelenggara negara  yang menerima sesuatu di luar haknya telah 
dapat dikategorikan gratifikasi yang dilarang. Sangat terbuka 
kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di 
kemudian hari terhadap orang yang menduduki jabatan tertentu 
untuk “menanam budi baik” pada si pejabat tersebut. Hal inilah yang 
dikehendaki untuk dicegah atau bahkan ditindak oleh ketentuan 
tentang gratifikasi. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa  pada tindak pidana gratifikasi belum ada niat jahat (mens rea) 
pihak penerima pada saat uang atau barang diterima.  

Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak 
dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Sedangkan pada 
ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat 
pada saat uang atau barang diterima. Dalam hukum islam, korupsi 
hukumnya haram dan bagi pelangaranya akan mendapatkan dosa 
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besar. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk bagian 
dari pengahianatan sumpah jabatan, katika akan dilantik menjadi 
pejabat.  

 
Saat ini, korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi 

budaya dari mulai tingkat rendah sampai tinggi. Bahkan, Indonesia 
sudah menjadi salah satu negara terkorup di dunia yang tentunya 
sangat memilukan. Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti 
korupsi yang baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 
yang secara gencar memberantas para koruptor, akan tetapi korupsi 
yang sudah berubah menjadi budaya ini terasa sangat sulit untuk 
dihentikan dan diberantas. 

 
2. Dimensi Istilah Korupsi Dalam Islam 

Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam 
beberapa dimensi yakni risywah atau suap, saraqah atau pencurian, 
al gasysy atau penipuan dan juga khianat atau penghianatan. Korupsi 
dalam dimensi suap atau risywah di dalam pandangan hukum Islam 
adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan 
Allah sendiri juga melaknatnya. Saraqah atau pencurian dilihat dari 
etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang 
lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir ―Awdah 
pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain 
dalam keadaan sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diketahui 
pemiliknya. 
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3. Korupsi Menurut Pandangan Islam 
Dalam hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi 

kemaslahatan manusia dan di antara kemaslahatan yang ingin 
diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah harta yang 
terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan 
prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan 
dengan kehendak Allah SWT. Karena itulah, larangan merampas, 
mencuri, mencopet dan lainnya menjadi pemeliharaan keamanan 
harta dari kepemilikan yang tidak sah. Larangan memakainya 
sebagai taruhan judi dan juga memberikan pada orang lain yang 
diyakini akan dipakai untuk perbuatan yang maksiat, sebab 
penggunaan yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT jadikan 
kemaslahatan yang dituju menjadi tidak tercapai. Ulama fikih juga 
sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan 
juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid 
asy-syariah. 

 
4. Hukum Menggunakan Hasil Korupsi 

Istilah dari penggunaan mempunyai pengartian yang luas 
seperti menyantap, mengeluarkan untuk keperluan ibadah, 
keperluan sosial dan lain sebagainya. Menggunakan harta kekayaan 
dari hasil tindak pidana korupsi sama saja dengan hasil rampasan, 
hasil judi, hasil curian dan hasil haram lainnya. Dengan cara 
meraihnya yang sama, maka hukum menggunakan hasilnya juga 
tentunya sama. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat jika 
menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang maka 
hukumnya adalah haram karena prinsip harta tersebut bukan 
menjadi milik yang sah namun milik orang lain yang didapat dengan 
cara terlarang.  

Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini 
diantaranya adalah firman dari Allah SWT sendiri, “Dan janganlah 
sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu 
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memperlihatkan keharaman dalam memakai harta korupsi yakni 
“apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram juga untuk 
memberikan atau memanfaatkannya.” Seperti yang juga sudah 
ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal, selama sebuah perbuatan 
dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu juga diharamkan 
untuk menggunakan hasil dari cara tersebut. Namun, jika 
perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa 
digunakan. Selama hasil dari perbuatan diharamkan untuk 
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untuk mengembalikan pada pemilik harta yang sah. Apabila ulama 
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5. Dalil Quran Tentang Korupsi Dalam Islam 
 QS An-Nisa’ 4:29 

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. 
 QS Al-Maidah :42 

Allah berfirman, “Mereka itu adalah orang-orang yang suka 
mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Menurut 
Ibnu Mas’ud dan Ali bin Abi Talib, makna suht adalah suap.” 
 QS Al-Maidah: 2 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran.” 
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6. Dalil Hadits Tentang Korupsi Dalam Islam 
Hadits Sahih Riwayat Imam Lima Nabi bersabda, “Rasulullah 

melaknat penyuap dan penerima suap dan yang terlibat di 
dalamnya.” 
7. Pendapat Sahabat dan Tabi’in Mengenai Korupsi 
 Ibnu Mas’ud 

Ibnu Mas‖ud berkata, “Suap itu adalah apabila seorang memiliki 
keperluan pada yang lain dan memberinya hadiah dan hadih itu 
diterima.” 
 Umar bin Abdul Aziz 

Umar bin Abdul Aziz berkata, “Hadiah pada zaman Nabi adalah 
hadiah. Pada zaman sekarang adalah suap.” 

 
8. Akibat Jika Menggunakan Uang Haram 

Ada beberapa akibat yang akan didapat jika seseorang 
menggunakan uang haram seperti uang hasil korupsi, mencuri, judi 
dan sebagainya, yakni: 
 Tidak diterima doanya. 
 Harta tidak akan menjadi berkah. 
 Masyarakat juga akan terkena dampak musibah seperti firman 

Allah [QS Al Anfal: 25], “Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan 
yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di 
antara kamu.” 

 
9. Bahaya Ghulul [Korupsi] 

Allah sendiri tidak melarang sesuatu hal, namun di balik itu 
terkandung hal buruk serta mudharat atau bahaya bagi pelakunya. 
Begitu juga halnya dengan korupsi atau ghulul yang juga tidak luput 
dari keburukan dan juga mudharat dan di antaranya adalah: Pelaku 
ghulul atau korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari 
korupsi di hari kiamat seperti yang ditunjukkan pada ayat ke-161 
Surat Ali Imran dan juga hadits ―Adiy bin ―Amirah Radhiyallahu ―anhu. 
Sedangkan dalam hadits Abu Humaid as Sa‖idi Radhiyallahu ―anhu, 
Rasulullah Shallallahu ―alaihi wa sallam bersabda, “Demi (Allah), yang 
jiwaku berada di tanganNya. Tidaklah seseorang mengambil sesuatu 
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daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari 
Kiamat membawanya di lehernya. Jjika (yang dia ambil) seekor unta, 
maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi 
itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka 
(kambing itu pun) bersuara …” 

 
10. Korupsi Penyebab Kehinaan dan Siksa Api Neraka 

Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api 
neraka di hari kiamat. Pada hadits Ubadah bin ash Shamit 
Radhyyallahu―anhu, jika Nabi Shallallahu ―alaihi wa sallam bersabda 
dengan arti, “(karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah 
kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”. 

 
11. Mati Saat Korupsi Akan Terhalang Masuk Surga 

Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi atau ghulul 
maka ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal 
tersebut juga dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ―alaihi wa sallam, 
“Barangsiapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan 
terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga. Yaitu 
kesombongan, ghulul (korupsi) dan hutang”. 

 
12. Allah Tidak Menerima Shadaqah Korupsi 

Allah SWT juga tidak akan menerima shadaqah seseorang dari 
hasil harta ghulul atau korupsi. 

 
13. Hasil Korupsi Adalah Haram 

Harta yang didapatkan dari hasil korupsi merupakan haram 
sehingga ia akan menjadi salah satu dari penyebab yang bisa 
menghalangi terkabulnya doa seperti yang dipahami pada sabda 
Nabi Shallallahu ―alaihi wa sallam, ” Wahai manusia, sesungguhnya 
Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya 
Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang 
Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,”Wahai para 
rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. 
Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan“. Dia 
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(Allah) juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah 
yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu,” kemudian 
beliau (Rasulullah) Shallallahu ―alaihi wa sallam menceritakan 
seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia 
menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo‖a): “Ya Rabb…, ya 
Rabb…,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya 
haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, 
bagaimana do’anya akan dikabulkan?”  

Korupsi menjadi sebuah kata yang memiliki banyak pengartian 
seperti keburukan, kebusukan, kebejatan, tidak jujur, bisa disuap, 
tidak memiliki moral, penyimpangan dari kesucian dan kata ucapan 
yang menghina atau fitnah. Korupsi yang merupakan tindakan 
terlarang dalam memiliki harta milik orang lain adalah haram 
hukumnya, sehingga seluruh umat muslim sangat diwajibkan untuk 
menghindari tindakan haram ini supaya tidak mendapat murka dari 
Allah SWT. 

 
Gambar 5.10. Laporan Penelitian Faktor-Faktor 

Penyebab Kepala Daerah Korupsi Oleh BPKP 
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C. Laporan Penelitian Faktor-Faktor Penyebab Kepala Daerah 
Korupsi Oleh BPKP di Indonesia 

Kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah masih 
tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Dalam 
Negeri, Tjahjo Kumolo menyoroti banyaknya kepala daerah yang 
tersangkut kasus hukum. Berdasarkan data Kementerian Dalam 
Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di 
kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan 
daerah. “Data terakhir sampai bulan Desember 2015 tercatat cukup 
tinggi, gubernur, bupati, walikota adalah 343 orang yang ada 
masalah hukum baik di kejaksaan, polisi, KPK. Data Kementerian 
Dalam Negeri menyebutkan, hingga tahun 2010, ada 206 kepala 
daerah yang tersangkut kasus hukum. Tahun selanjutnya, 
Kemendagri mencatat secara rutin yaitu 40 kepala daerah (tahun 
2011), 41 kepala daerah (2012), dan 23 kepala daerah (2013). 
(Kompas.com: 2015). 

 
Gambar 5.11. Buronan Koruptor Indonesia50 

 

                                                           
50 

https://www.google.com/search?q=koruptor+indonesia&safe=strict&client=firefox-b 
d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9w6rPjtPmAhUBfX0KHbbDqgQ_AUoAXoECBA
QAw&biw=1366&bih=654#imgrc=ApZfdyQ5gnn6oM: 
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Setiap tahun KPK menerbitkan laporan tahunan yang terkait 
dengan kegiatan KPK dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan 
data yang diolah dari laporan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 
menunjukkan terdapat 71 perkara TPK di instansi pemerintah 
provinsi, sementara itu di Kabupaten/Kota terdapat 107 perkara 
TPK. Dari jumlah tersebut, yang menyangkut kasus korupsi kepala 
daerah baik gubernur, walikota/bupati dan atau wakilnya sejak 
tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
korupsi yang di lakukan oleh gubernur sejumlah 16 orang, sedangkan 
kasus korupsi yang menjerat Bupati/Walikota sebanyak 51 orang. 
Secara khusus berdasarkan diskusi dengan tim peneliti KPK, TPK 
yang dilakukan Kepala Daerah ada 4, yaitu: 
1. TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD, 

sebanyak 14 kasus 
2. TPK dalam penyalahgunaan anggaran, sebanyak 22 kasus 
3. TPK dalam perijinan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan 

ketentuan, sebanyak 6 kasus. 
4. TPK Penerimaan suap, sebanyak 24 kasus. 
 

Atas dasar informasi di atas tentang banyaknya kepala daerah 
yang melakukan korupsi dengan berbagai modus maka perlu 
dilakukan penelitian tentang analis faktor-faktor penyebab korupsi 
yang dilakukan oleh kepala daerah. 

Dalam penelitian ini Permasalahan yang akan dibahas adalah 
antara lain: 
1. Mengidentifikasi faktor faktor dan modus operandi kasus-kasus 

korupsi di daerah terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
APBD, korupsi lain seperti gratifikasi dan suap 

2. Mengindentifikasi sebab-sebab terjadinya korupsi kepala daerah. 
3. Efektivitas pengendalian yang sudah ada dalam rangka mencegah 

penyebab korupsi kepala daerah. 
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Dari hasil penelitian, di ketahui faktor-faktor penyebab kepala 
daerah melakukan korupsi antara lain: 
1. Monopoli kekuasaan 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan tentang 
monopoli kekuasaan di simpulkan bahwa kepala daerah memiliki 
kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, 
perekrutan pejabat daerah, pemberian ijin sumber daya alam, 
pengadaan barang dan jasa dan pembuatan peraturan kepala 
daerah, dan adanya dinasti kekuasaan, hal ini menyebabkan kepala 
daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi 
2. Diskresi kebijakan. 

Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa hak diskresi 
melekat pada pejabat publik, khususnya kepala daerah, artinya 
diskresi di lakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan 
sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu, sehingga 
apa yang ditarget itu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu adanya 
aturan yang tersedia, masalahnya kemudian diskresi ini dipahami 
secara sangat luas, padahal diskresi itu sangat terbatas, dia hanya 
bisa diberi ruangnya ketika tidak ada aturan main dan itu dalam 
situasi yang sangat mendesak, APBD merupakan dasar pengelolaan 
keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan 
rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. 
Pemungutan penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target 
yang ditetapkan dalam APBD.  

Demikian pula pengeluaran daerah dan ikatan yang 
membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 
dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 
Dalam pelaksanaannya kepala daerah sering dihadapkan pada 
kenyataan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dianggarkan 
dalam APBD. Informan 1 menjelaskan adanya situasi dimana seorang 
kepala daerah mengeluarkan biaya yang tidak ada dalam APBD, oleh 
sebab itu kepala daerah mencari celah untuk menciptakan 
pengeluaran fiktif untuk menutupi biaya tersebut sehingga kepala 
daerah cenderung melakukan korupsi untuk kepentingan dinas 
maupun untuk kepentingan pribadi. 
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3. Lemahnya Akuntabilitas. 

 
Gambar 5.12. Para Pejabat Ekskutif dan Legislatif  Produk Proses 

Demokrasi Pemilihan Langsung Yang Terlibat Kasus Korupsi51 
 

Kolusi Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Kebijakan 
yang Koruptif. Dalam wawancara dengan Informan menyatakan 
kondisi pada saat ini adanya kolusi antara kepala daerah dengan 
DPRD terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah 
misalnya masalah pembuatan Perda dan perijinan, termasuk dalam 
lemahnya akuntabilitas adalah kurangnya transparansi dalam 
pengelolaan anggaran, pengelolaan aset dan dalam pengadaan 
barang dan jasa, sehingga menyebabkan kepala daerah melakukan 
tindak pidana korupsi. 
4. Faktor Lainya 

Beberapa faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi 
lainnya antara lain karena biaya Pemilukada langsung yang mahal, 
kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang 
pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya 
yang salah. Dari beberapa faktor penyebab korupsi kepala daerah di 
atas, perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang efektif yaitu 

                                                           
51 https://www.wowmenariknya.com/life/alasan-yang-cukup-logis-kenapa-koruptor-

di-indonesia-suka-cengar-cengir/ 
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3. Lemahnya Akuntabilitas. 

 
Gambar 5.12. Para Pejabat Ekskutif dan Legislatif  Produk Proses 

Demokrasi Pemilihan Langsung Yang Terlibat Kasus Korupsi51 
 

Kolusi Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Kebijakan 
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kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang 
pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya 
yang salah. Dari beberapa faktor penyebab korupsi kepala daerah di 
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51 https://www.wowmenariknya.com/life/alasan-yang-cukup-logis-kenapa-koruptor-

di-indonesia-suka-cengar-cengir/ 

dengan meningkatkan pembinaan terhadap SPIP di pemerintah 
daerah. BPKP sebagai Pembina SPIP telah melakukan sosialisasi dan 
pembinaan SPIP, bekerjasama dengan KPK, telah melakukan 
pencegahan korupsi. BPKP telah melakukan kerjasama dengan 
aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pengawasan tindak 
pidana korupsi, namun hasilnya belum optimal, sehingga harus di 
tingkatkan di waktu yang akan datang.52 

 
Gambar 5.13. Seorang kepala daerah harus mengeluarkan modal 

yang tidak murah dalam kontestasi yang dikutinya dalam Pilkada.53 
 

Atas dasar itu, sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat 
ini memungkinkan kepala daerah terpilih untuk korupsi. Hal itu 
disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja 
bersama Komite I DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Senin (18/11/2019). Kata Tito, operasi tangkap tangan kasus korupsi 
(OTT) yang kerap kali menjerat kepala daerah bukanlah satu hal 
yang membanggakan. "Kemudian politik biaya tinggi, kita untuk 
calon kepala daerah bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT 
kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito.  

Tito menyebutkan, biaya kepala daerah mencalonkan diri 
tinggi. Dia juga mengungkit praktik jual beli suara di masyarakat 
yang membuat kepala daerah kalau terpilih mencari modal 
                                                           

52 http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-
Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi 

53 http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/18/13065/Biaya-Pilkada-Mahal,-
Mendagri:-OTT-Kepala-Daerah-Bukan-Prestasi- 
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tambahan agar uang yang digelontorkan kembali alias balik modal. 
"Kenapa? Karena sistem itu membuat dia balik modal sehingga ya 
tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik 
investigasi, mentarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti 
akan korupsi. Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat 
kepala daerah itu tetap korupsi," jelas mantan Kapolri ini. Atas dasar 
itu, Tito meminta Pilkada secara langsung untuk dikaji. Tetapi, 
bukan mewacanakan Pilkada dikembalikan zaman orba, kepala 
daerah dipilih oleh DPRD. "Ada dampak negatif dari pilkada 
langsung. Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk 
kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi," tukasnya.54  

Fakta ini adalah realitas, bahwa biaya politik mahal adalah 
sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Ibid 
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54 Ibid 

 
 
A. Berkarakter Liberal  Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi 

dalam Pelaksanaan Demokrasi Transaksional 
Masyarakat yang berkarakter Kelompok Masyarakat Orentasi 

Ekonomi (KMOE) ini, lebih dominan gaya hidupnya sangat 
individulistik dan sangat liberal cara pandang politiknya, karena 
tradisi politik didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan 
persamaan hak adalah nilai politik yang utama secara transaksional. 
Secara umum, cara pandang kelompok KMOE mencita-citakan 
suatu masyarakat yang bebas, dicirikan bebas dalam berpikir secara 
individulistik.  

KMOE adalah kelompok orang dan atau masyarakat warga 
negara Indonesia yang bebas memiliki cara pandang, kritis untuk 
kepentinganya sendiri, dan tidak mau mengikatkan diri pada suatu 
dogma yang mengikat, meterialistis, egois dan tidak memiliki daya 
kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi, memiliki hak memilih dan 
dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara 
konstitusional, mulai menjadi dari di lembaga eksekutif, legislatif 
dan yudikatif secara nasional di Indonesia.  

Kelompok ini berada di arena dan ruang lingkup mulai dari 
masyarakat ekonomi biasa hingga kelas ekonomi atas yang punya 
hak memilih dan dipilih dan selalu menempatkan segala sesuatu 
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perilaku dan sifatnya secara ekslusif.  Di Indonesia, KMOE ini cukup 
banyak, mereka menjadi mata pilih yang sangat komersil dan bahkan 
membentuk wadah-wadah organisasi sebagai wujud eksistensinya di 
mata publik. Dengan harapan, wadah dan organisasi, baik dimulai 
dari kelompok keluarganya, adat, basis masa kelompok organisasi 
sosialnya, perkumpulan, kelompok, berdiri berdasarkan kekuatan 
yang dibangun oleh pimpinan organisasinya, untuk mendapatkan 
nilai ekonomi dari proses demokrasi pemilihan DPRD, DPR RI, kepala 
daerah dan pemilihan presiden sekali pun.  

Kelompok ini, tidak berafiliasi dengan partai, dan memiliki 
aktifitas tersendiri di organisasinya masing-masing. menjadi nilai 
tersendiri untuk menjadi alat tawar menawar dalam kegiatan politik 
demokrasi pemilihan secara langsung. Indonesia, walupun sebagai 
negara demokrasi, namun otonomi daerah seolah menjadikan 
daerah menjadi raja-raja kecil, yang terkadang seolah memiliki 
kekuasaan mengatur secara mandiri dan mempergunakan uang 
negara semau sendiri tanpa menghiraukan keberadaan pemerintah 
pusat. Dapat dikata, seolah menjadi daerah-daerah liberal, daerah 
provinsi kabupaten kota di Indonesia ini, namun terbungkus dengan 
bungkusan konstitusi negara yang tidak dapat memberikan ruang 
bagi para pemikir liberal untuk mencari kebebasan yang sebebas-
bebasnya tanpa kontrol.  

Bukan hal yang mudah untuk menjelaskan hakikat liberalisme, 
mengingat ideologi ini terus mengalami perkembangan dari waktu 
ke waktu. Karena itu, penting umat Islam memahami hakikat 
liberalisme yang sebenarnya, sebelum melakukan kritik 
terhadapnya. Tanpa itu, itu sama saja dengan, “Memanah dengan 
mata tertutup,” demikian disampaikan Dr. Khalif Muammar A. 
Harris, Profesor Madya di Centre for Advanced Studies on Islam, 
Science and Civilisation (CASIS) Universiti Teknologi Malaysia Kuala 
Lumpur, dalam kajian pemikiran PIMPIN Bandung “Islam dan Filsafat 
Liberalisme” pada Ahad, 13 Desember 2015.  

Mengutip Edmund Fawcett dalam Liberalism: The life of an 
Idea, pakar peradaban Islam ini menyebutkan ada empat ide pokok 
pemikiran liberalisme. Pertama, respect people on their own right, 
artinya hak individu harus dihormati, seperti haknya untuk 
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menentukan tujuan dan pandangan hidup, dan tidak boleh ada 
paksaan dari pihak lain terhadap tujuan pandangan itu, termasuk 
dari agama sekalipun. Kedua, conflict is inescapeable, artinya konflik 
antar manusia itu tidak terelakkan dan wujudnya keharmonisan 
merupakan hal yang tidak mungkin dan juga merupakan hal yang 
tidak baik. Sebab konflik diperlukan untuk memacu kreatifitas dan 
kompetisi. Ketiga, resistance to power, artinya kekuasaan manusia 
mesti dilawan, sebab kekuasaan itu cenderung kepada kekejaman 
dan kesewenang-wenangan. Kekuasaan yang adil menurut paham 
liberal adalah hal yang tidak mungkin terwujud. Keempat, change is 
inevitable and good, artinya, perubahan merupakan hal yang pasti 
dan juga baik, karena tabiat manusia dan masyarakat memang 
dinamik. Karena itu pemerintah atau otoritas apapun tidak boleh 
terlalu membatasi masyarakat dalam melaksanakan kepercayaan 
dan aktifitas hidupnya. 

Dari sisi politik, gerakan liberalisme muncul pada abad ke-19. 
Namun, sebagai pandangan hidup atau kepercayaan liberalisme 
telah dicetuskan oleh pemikir-pemikir Eropa sejak abad ke-16. Di 
antaranya adalah Rene Descartes, John Locke, Voltaire, David Hume, 
Immanuel Kant, dan John Stuart Mills. Menurutnya, tokoh-tokoh itu 
notabene pemikir Barat semuanya. Ini menunjukkan bahwa 
liberalisme sejatinya merupakan hasil pergulatan sejarah masyarakat 
Barat dalam melawan absolutisme dari para raja, orang-orang kaya 
(majikan), dan juga agama (gereja).  

Masalahnya, paham ini coba ditanamkan dalam tubuh umat 
Islam bahkan dicari pembenarannya dalam Islam, sampai-sampai 
dimunculkan istilah Islam liberal seakan-akan liberalisme sejalan 
dengan Islam. Padahal prinsip-prinsip liberal bertentangan dengan 
prinsip Islam. Contoh, paham liberal jelas menentang otoritas agama 
mengatur hidup manusia. “Liberalisme membebaskan manusia 
melakukan apapun, meskipun hal itu mencelakai dirinya. Ia juga 
memberi contoh dalam pandangan liberal, perzinahan dan minum 
arak tidak boleh dilarang, meskipun hal itu jelas-jelas merusak 
tatanan hidup manusia.”55  

                                                           
55 https://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-

anda/read/2015/12/14/85441/liberalisme-bebaskan-orang-lakukan-apapun-meski-
mencelakakan-diri-sendiri.html 
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Di Indonesia, pola watak dan sifat liberal ini, sebagian menjadi 
sebuah pilihan sikap politik, dari kelompok KMOE yang ingin bebas 
dalam menentukan pilihan politik, bahkan diimbuhi dengan nilai-
nilai ekonomi sebagai nilai tawar. Tawar-menawar dukungan, dari 
KMOE ini, banyak terjadi di Indonesia, dan pengaruhnya sangat luar 
biasa terhadap perolehan suara dalam pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia, karena jumlah KMOE ini jelas dan terkordinasi dengan 
baik. Kelompok ini, tidak akan melihat kualitas calon pemimpin yang 
bakal duduk di parlemen dan pemerintahan, yang terpenting adalah 
kesepakatan nilai yang ditawarkan tergantung kesepakatan mereka, 
tidak perduli siapa bakal calon yang di usung, memiliki kualitas 
moral yang baik atau tidak, yang terpenting adalah komitmen nilai 
transaksi, yang biasanya dilakukan secara sumbunyi-seumbunyi.  

Selepas, transaksi selesai, tugas KMOE hanya memilih dan 
tidak ada beban psikologis apapun kepada para calon, jikalau pun 
jadi anggota DPRD, DPR RI, kepala daerah maupun presiden, KMOE 
biasa saja, karena menurutnya semua sudah diganti dengan 
komitmen nilai, jadi demokrasi seolah menjadi barang dagangan 
politik semata tak lebih dari itu. 

 
B. Pandangan Islam Terhadap Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi 

di Tengah Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (KMOE) 
Dalam demokrasi Transaksional 

Prinsip-prinsik demokrasi Islam mengatur tatacara 
berdemokrasi secara baik dan benar. Walaupun, terdapat KMOE 
yang megangungkan nilai ekonomi, uang sebagai ujung tombak 
tujuan mereka, hal itu tak menjadi persoalan mengenai kualitas hasil 
dari calon pemimpin yang dipilih melalui KMOE yang identik dengan 
gaya liberal dan transaksional.  Di dalam Al-Qur‖an terdapat banyak 
ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara 
lain QS. Ali Imran: 159 dan Al-Syura: 38 (yang berbicara tentang 
musyawarah); Al-Maidah: 8; Al-Syura: 15 (tentang keadilan); Al-
Hujurat: 13 (tentang persamaan); Al-Nisa‖: 58 (tentang amanah); Ali 
Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); Al-Nisa‖: 59, 83 dan Al-
Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat) dst.   
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Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama 
dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu 
sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. 
Dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri. Namun 
begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk 
berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan, 
bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam 
meliputi: as-syura, al-musawah, al-‘adalah, al-amanah, al-
masuliyyah dan al-hurriyyah. Kemudian apakah makna masing-
masing dari elemen tersebut. As-Syura Syura merupakan suatu 
prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit 
ditegaskan dalam al-Qur‖an. Misalnya saja disebut dalam QS. As-
Syura: 38: “Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di 
antara mereka”.  

Dalam surat Ali Imran:159 dinyatakan: “Dan bermusayawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu”. Dalam praktik kehidupan umat 
Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah 
ahl halli wa-l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga ini lebih 
menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau 
khalifah. Jelaslah bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai 
bahan pertimbanagan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap 
mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap 
keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi 
tanggung jawab bersama.  

Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian 
penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang 
disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti 
musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun 
bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah 
kepada umatnya.  

Al-‘adalah adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum 
termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus 
dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. 
Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini 
ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain 
dalam surat an-Nahl: 90:  “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 
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berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, 
dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”. 
(Lihat pula, QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa‖:58 dst.).  

Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum 
dengan adil tanpa pandang bulu ini, banyak ditegaskan  dalam al-
Qur‖an, bahkan disebutkan sekali pun harus menimpa kedua orang 
tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan, bahwa 
kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika “orang kecil” 
melanggar pasti dihukum, sementara bila yang melanggar itu “orang 
besar” maka dibiarkan berlalu. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah 
negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrem” 
berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara 
kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara 
(yang mengatasnamakan) Islam”  

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada 
pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat 
memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan 
kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. 
Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi 
menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif 
Islam, pemerintah adalah orang atau institusi  yang diberi 
wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang 
jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan 
undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah 
memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga 
kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki 
sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian 
ulama memahami al-musawah ini sebagai konsekuensi logis dari 
prinsip al-syura dan al-‘adalah. Di antara dalil al-Qur‖an yang sering 
digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil 
Sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah 
wada’ dan sabda Nabi  kepada keluarga Bani Hasyim. Dalam hal ini 
Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hasyim sebagaimana 
sabdanya: “Wahai Bani Hasyim, jangan sampai orang lain datang 
kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya 
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berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, 
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membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah 
ditentukan oleh kualitas takwanya”.   

Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang 
diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan 
atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks 
kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan 
oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut 
dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait 
dengan sikap adil. Sehingga Allah SWT. menegaskan dalam surat An-
Nisa‖: 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya 
menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil”. Karena jabatan 
pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa 
diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa 
prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika 
Islam.  

Al-Masuliyyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita 
ketahui, bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus 
diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung 
jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi.  Dan 
kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu 
amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan 
juga amanah yang harus dipertenggungjawabkan di depan Tuhan. 
Sebagaimana Sabda Nabi:   Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap 
pemimpin dimintai pertanggung jawabannya. Seperti yang diakatakn 
oleh Ibn Taimiyyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam 
mengurus  umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam 
mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban 
(al-masuliyyah) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk 
memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan 
demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi 
sebagai sayyid al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai 
khadim al-ummah (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan 
umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap 
pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya 
rakyat atau umat ditinggalkan. 
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Al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, 
setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk 
mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan 
cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-karimah dan dalam 
rangka al-amr bi-‘l-ma’ruf  wa an-nahy ‘an al-‘munkar, maka  tidak 
ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus 
diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang 
berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. 
Jika sudah tidak ada lagi kontrol  dalam suatu masyarakat, maka 
kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang 
berbunyi:   “Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaklah 
diluruskan dengan tindakan, jika tidak mampu, maka dengan lisan 
dan jika tidak mampu maka dengan hati, meski yang terakhir ini 
termasuk selemah-lemah iman”. Jika suatu negara konsisten dengan 
penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, 
maka pemerintahan akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan 
demikian maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil.56 

 
C. Kedaulatan Rakyat yang Tidak Berdaulat Karena Sebuah Tata 

Nilai Demokrasi yang Cacat Hukum Melalui Komitmen Nilai 
Ekonomi Pemilih Lewat Sarana Transaksional Politik 
Melanggar Norma Hukum 

Demokrasi pada masa sekarang ini dianggap sebagai indikator 
perkembangan politik suatu negara. Konsep demokrasi sebagai 
“kedaulatan rakyat” bertumpu pada prinsip bahwa rakyat secara 
keseluruhan dipandang sebagai pemegang kedaulatan politik. 
Namun, senyatanya, kedaulatan itu adalah ketidak daulatan dalam 
praktiknya. Kedaulatan rakyat sudah tergadai dengan sebuah 
komitmen politik melalui sarana ekonomi sebagai penganti 
kedaulatan rakyat. Kemompok Masyarakat Orentasi Ekonomi 
(KMOE) ini, meletakan politik sebagai barang dagangan politik yang 
menjadi obyeknya. Tak ada jalinan hubungan emosional terhadap 
calon pemimpinya, sikap individuliastik, jiwa demokrasi untuk NKRI 
juga sangat lemah, dan pasif terhadap persoalan bangsa. Uang-uang 
dan uang, itu saja kelompok ini berangapan uang adalah segalanya di 

                                                           
56 https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-demokrasi.html 
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atas demokrasi kekuatannya dalam mempengaruhi suara dalam 
pemilihan wakil rakyat atau kepala daerah.  

 
Gambar 6.1. Reality Of Democrazi 57 

 
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno di Athena (abad 

ke-6 sampai abad ke-3 SM), yaitu suatu bentuk pemerintahan 
dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik 
dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang 
bertindak berdasarkan mayoritas. Negara tersebut  dianggap sebagai 
contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum 
demokrasi modern. Namun arti dari istilah ini telah berubah sejalan 
dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke 18, 
bersamaan dengan perkembangan sistem ”demokrasi” di banyak 
negara. Proses pemikiran mengenai sumber legitimasi negara, yaitu 
kedaulatan rakyat, serta pelembagaannya inilah setelah melalui 
proses panjang yang kemudian melahirkan konsep demokrasi yang 
dikenal sekarang. Terlihat bahwa kedaulatan rakyat merupakan 
argumentasi yang paling dapat diterima dalam gagasan mengenai 
legitimasi negara. Konsep inilah yang merupakan pemikiran awal 
mengenai demokrasi yang kemudian berkembang hingga saat ini. 

Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi yang kita kenal 
sekarang sebenarnya merupakan hasil gabungan dari empat unsur, 
yaitu: (1) paham demokrasi Yunani, (2) tradisi Republiken, (3) paham 
pemerintah  perwakilan, dan (4) logika kesamaan politik. Yang 
dimaksudkan Robert A. Dahl sebagai logika kesamaan politik adalah 
sebuah gagasan yang banyak muncul di lingkungan budaya dan 
tradisi yang menganggap bahwa semua anggota kelompok atau 
asosiasi sama saja berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara 
                                                           

57https://www.google.com/search?q=dalil+memilih+demokrasi+liberal+menurut+isla
m&safe=strict&client=firefoxbd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGqtmD8NzmAhV
FeH0KHWncBw4Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=654#imgrc=oDGhWOuxfyOU-M: 
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sama dengan rekan rekan-rekannya dalam proses pemerintahan 
kelompok atau asosiasi itu. Dalam demokrasi kekuasaan politik 
dianggap sah bila itu merupakan kehendak rakyat. Rakyat 
mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak 
berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Bahkan rakyat juga 
mempunyai kekuasaan untuk mengawasi semua  tindakan dan 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga politik 
lainnya.  

Di sisi lain, konsep demokrasi dalam pengertian  yang paling 
mendasar adalah bahwa masyarakat mayoritas, senantiasa dituntut 
bersikap dan berperilaku menghargai eksistensi masyarakat 
minoritas, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari 
keseluruhan. Karena itu masyarakat minoritas tidak dapat 
diperlakukan secara diskriminatif atau tidak adil. Jadi apabila dalam 
prakatiknya terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat 
minoritas, maka negara yang bersangkutan dianggap belum 
memenuhi syarat sebagai negara demokrasi. Konsep demokrasi di 
atas merupakan formulasi yang ideal walaupun dalam praktiknya 
belum ada satu negara manapun didunia yang secara politik dapat 
melaksanakannya secara konkrit. Namun demikian sekurang-
kurangnya konsep ini dapat digunakan sebagai standar untuk 
menilai, apakah suatu negara dapat disebut sebagai negara 
demokrasi atau tidak. 

 
Gambar 6.2. Indonesia Damai Tanpa Liberal Penoda Agama 
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Gagasan ini berawal dari kebebasan berpikir yang membuka 
jalan untuk meluaskan gagasan kebebasan  bagi warga negara di 
bidang politik sebagai bentuk perlawanan terhadap kedudukan raja-
raja absolut di Eropa pada masa Abad ke-17 sampai Abad ke-19. 
Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang 
tidak boleh diselewengkan oleh Raja, yang  menurut pola yang lazim 
pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Untuk itu perlu 
dilakukan pembatasan  kekuasaan raja melalui konsep pembagian 
kekuasan yaitu  kekuasaan eksekutif/raja, legislatif dan federatif. 
Ajaran ini dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke  (1632-1704). 
Dia juga menyatakan bahwa hak-hak politik itu mencakup hak atas 
hidup, atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik  (life, liberty 
and property).  

Pemikiran John Locke tersebut kemudian dikembangkan oleh 
seorang filsuf Perancis Montesquieu (1689-1755), yang menyatakan 
penting pemisahan kekuasaan atas tiga aspek yaitu kekuasaan 
legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ajaran ini 
kemudian dikenal dengan nama trias politica. Ide-ide bahwa 
manusia mempunyai hak-hak politik menimbulkan revolusi Perancis 
pada akhir abad ke 18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris. 
Sebagai akibat dari rangkaian pergolakan tersebut maka pada pada 
akhir abad ke 19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud 
yang kongkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada 
tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas 
azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal rights) serta 
hak pilih untuk semua warga negara (universal suffrage).  

Bertolak dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak 
politik itu secara efektif timbulah gagasan bahwa cara yang terbaik 
untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu 
konstitusi, apakah ia bersifat naskah (written constitution) atau tak 
bersifat naskah (unwritten constitution). Undang-Undang Dasar itu 
menjamin hak politik dan menyelenggarakan  pembagian kekuasaan, 
negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan ekskutif diimbangi 
kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.58 
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Aliran pikiran ini disebut Liberalisme dan dirumuskan dalam 
dalil “The least government is the best government” (yang berarti 
makin sedikit peran pemerintah makin baik). Dalam pandangan ini 
negara dianggap sebagai Nachwachterstaat (Negara Penjaga Malam) 
yang sangat sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik, 
tetapi terutama di bidang ekonomi yang berlaku adalah prinsip 
“laiissez faire,laisses aller”, yang berarti kalau manusia dibiarkan 
mengurus kepentingan ekonominya masing-masing, maka dengan 
sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat. Negara 
hanya bersifat pasif, artinya hanya bertindak apabila hak-hak 
manusia dilanggar atas ketertiban dan keamanan umum terancam.59  

Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai 
perlunya pembatasan kekuasaan mendapat perumusan yang yuridis. 
Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan 
Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah Rechtsstaat, sedangkan 
ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V.Dicey memakai istilah Rule of 
Law. Sebagai perwujudan dari kehendak Aliran Liberalisme oleh 
Immanuel Kant dikemukakan rumusan yuridisnya dalam konsep 
Rechtsstaat awal yang hanya mencakup dua unsur yaitu: 
1. penghormatan terhadap hak-hak manusia 
2. pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

tersebut. 
 

Konsepsi negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu 
sering disebut sebagai “Negara Hukum Klasik”. Bahwa rumusan-
rumusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang 
hukum saja dan itupun dalam batas-batas yang agak sempit–
tidaklah mengherankan. Oleh karena rumusan ini merupakan 
produk dari zaman itu, yang menginginkan negara dan pemerintah 
tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam 
hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti misalnya bencana 
alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Konsep awal 
Immanuel Kant tersebut kemudian dikembangkan oleh Julius Stahl 
dengan menambah dua unsur lagi sehingga menjadi 4 (empat) unsur 
Rechtsstaat  dalam arti klasik yaitu adanya: 

                                                           
59 Ibid 
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hanya bersifat pasif, artinya hanya bertindak apabila hak-hak 
manusia dilanggar atas ketertiban dan keamanan umum terancam.59  

Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 gagasan mengenai 
perlunya pembatasan kekuasaan mendapat perumusan yang yuridis. 
Ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan 
Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah Rechtsstaat, sedangkan 
ahli hukum Anglo Saxon seperti A.V.Dicey memakai istilah Rule of 
Law. Sebagai perwujudan dari kehendak Aliran Liberalisme oleh 
Immanuel Kant dikemukakan rumusan yuridisnya dalam konsep 
Rechtsstaat awal yang hanya mencakup dua unsur yaitu: 
1. penghormatan terhadap hak-hak manusia 
2. pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

tersebut. 
 

Konsepsi negara hukum tersebut adalah sempit, maka dari itu 
sering disebut sebagai “Negara Hukum Klasik”. Bahwa rumusan-
rumusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang 
hukum saja dan itupun dalam batas-batas yang agak sempit–
tidaklah mengherankan. Oleh karena rumusan ini merupakan 
produk dari zaman itu, yang menginginkan negara dan pemerintah 
tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam 
hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti misalnya bencana 
alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Konsep awal 
Immanuel Kant tersebut kemudian dikembangkan oleh Julius Stahl 
dengan menambah dua unsur lagi sehingga menjadi 4 (empat) unsur 
Rechtsstaat  dalam arti klasik yaitu adanya: 

                                                           
59 Ibid 

1. penghormatan terhadap hak-hak manusia 
2. pembagian/pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak 

tersebut 
3. pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan 
4. peradilan administrasi 
 

Sedangkan unsur-unsur Rule of Law dalam arti klasik 
dikemukakan oleh A.V.Dicey mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak 

adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary 
power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau 
melanggar hukum. 

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before 
the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat. 

3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang (di 
negara-negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-
keputuan pengadilan. 

4. Gagasan ini disebut konstitusionalisme (constitutionalism), 
sedangkan negara yang menganut gagasan ini ini dinamakan 
Constitutional State atau Rechtsstaat. 

 
Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan 

bahwa “pemerintah merupakan suatu kumpulan aktviitas yang 
diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada 
beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan 
bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak 
disalah gunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk 
memerintah” (a set of activities organized and operated on behalf of 
the people but subyect to a series of restraints which attempt to ensure 
the power which is needed for such governance is not abused by those 
who are called upon to do the governing).  

Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-
undang dasar tidak hanya merupakan dokumen yang 
menggambarkan pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga 
kenegaraan yang dapat dirubah atau diganti kalau hubungan 
kekuasaan, sudah berubah.  
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Tetapi dalam gagasan konstitusionalisme undang-undang 
dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi 
khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di 
satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak azasi dari warga 
negaranya. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan 
dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-
pejabat pemerintah,sesuai dengan prinsip “Government by laws, not 
by men”.60 

 
Gambar 6.3. Indek Demokrasi Indonesia61 

 
Indeks Demokrasi terbaru yang dirilis oleh divisi riset The 

Economist mengungkapkan data yang menarik. Secara umum, di 
tahun 2017 kualitas demokrasi di dunia mengalami kemunduran. 
Dalam skala 0-10, skor rata-rata negara yang masuk dalam Indeks 
Demokrasi 2017 menurun, dari 5,52 pada 2016 menjadi 5,48. Negara-
negara yang mengalami penurunan skor terdiri dari 89 negara, tiga 
kali lebih banyak daripada negara-negara yang mengalami kenaikan 
skor, yaitu 27. Tim riset dari The Economist menyimpulkan bahwa 
ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya kualitas demokrasi 
dunia tahun 2017.  

Namun, ada dua hal utama yang secara umum menjadikan 
merosotnya kualitas demokrasi di berbagai negara. Pertama, 
kekecewaan masyarakat berkaitan dengan implementasi demokrasi 
di negara mereka tinggal. Dalam praktiknya, demokrasi tidak serta 
merta membuat apa yang menjadi keinginan masyarakat terpenuhi, 
                                                           

60  https://news.detik.com/kolom/d-3899136/menurunnya-kualitas-demokrasi 
61 Ibid  
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misalnya pelayanan publik yang baik, kebebasan pers dan 
berpendapat. Hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan 
kekecewaan pada implementasi demokrasi. Puncaknya, kekecewaan 
itu dicerminkan dalam pemilihan umum.  Keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa (Brexit) dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden 
Amerika Serikat menjadi contoh nyata adanya kekecewaan 
masyarakat terhadap status quo sehingga menginginkan perubahan. 
Nyatanya, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika 
Serikat justru menjadi salah satu penyebab turunnya skor Indeks 
Demokrasi di negara tersebut. Bahkan banyak pihak menyatakan 
terpilihnya Donald Trump sebagai salah satu indikator bahwa liberal 
democracy di negara Barat perlahan mulai runtuh dengan 
munculnya benih illiberal democracy.  

Kedua, terabaikannya hak-hak asasi manusia dalam sebuah 
negara juga sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Ambil 
contoh, tren menurunnya kebebasan berpendapat dan berekspresi 
di berbagai negara. Berdasarkan The Media Freedom Index, dari 167 
negara yang diteliti, hanya 30 negara yang benar-benar menunjung 
tinggi kebebasan berpendapat (fully free). Dikeluarkannya banyak 
aturan terkait pembatasan berekspresi, bahkan peraturan-peraturan 
yang membuat pejabat seakan menjadi kebal hukum dan terkesan 
jauh dari rakyat menjadikan banyak negara perlu membenahi ulang 
konsep demokrasi mereka. 

 
Gambar 6.4. Apakah Indonesia Perlu memberbaiki 

Sistem Dan Konsep Demokrasinya? 
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Suriah adalah satu contoh negara yang pada akhirnya 
terjerembab dalam benang kusut. Walaupun dalam setiap 
kesempatan pihak pro-pemerintah meyakinkan kita semua bahwa 
peperangan yang terjadi adalah dalam rangka menumpas teroris, 
dalam kenyataanya yang menjadi sasaran adalah masyarakat sipil; 
lebih tepatnya masyarakat kontra pemerintah. Padahal orang-orang 
yang kontra pemerintah belum tentu seorang teroris. Uraian 
tersebut yang kemudian menjadi cerminan bahwa Indeks Demokrasi 
Suriah adalah salah satu yang terburuk dari negara-negara yang 
diteliti.   

Penentuan skor Indeks Demokrasi itu sendiri didasarkan pada 
lima kategori, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, 
kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya 
politik. Berdasarkan pada kategori tersebut, masing-masing negara 
kemudian diklasifikasikan sebagai salah satu dari empat jenis rezim: 
demokrasi penuh (full democracy), demokrasi yang cacat (flawed 
democracy), rezim hibrida (hybrid regime), dan rezim otoriter 
(authoritarian regime). Jika Amerika Serikat sebagai negara yang 
terkenal sebagai kiblatnya demokrasi terjerembab ke flawed 
democracy, lantas bagaimana dengan Indonesia.  

Dalam pemeringkatan Indeks Demokrasi terbaru, Indonesia 
berada di peringkat 68 dari 167 negara yang diteliti. Uniknya, 
peringkat tersebut kalah dengan Timor Leste yang berada di 
peringkat 43. Bahkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia 
merupakan yang terburuk dari 167 negara. Berada pada peringkat 48 
dengan skor 6,97 pada 2016, Indeks Demokrasi Indonesia turun 
menjadi peringkat 68 dengan skor 6,39 pada 2017. Salah satu yang 
menjadi sorotan atas turunnya peringkat Indeks Demokrasi 
Indonesia adalah proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di DKI 
Jakarta yang banyak sekali dinamikanya.   

Dilihat dari klasifikasi rezim, Indonesia termasuk dalam flawed 
democracy. Secara umum flawed democracy dalam sebuah negara 
ditandai dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil serta 
menghormati kebebasan sipil, namun memiliki kelemahan dalam 
pemerintahan yang signifikan, budaya politik yang belum terlalu 
sehat, dan rendahnya tingkat partisipasi politik.  
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democracy. Secara umum flawed democracy dalam sebuah negara 
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menghormati kebebasan sipil, namun memiliki kelemahan dalam 
pemerintahan yang signifikan, budaya politik yang belum terlalu 
sehat, dan rendahnya tingkat partisipasi politik.  

Demokrasi di Indonesia sepintas hanya fokus kepada 
pemenuhan hak-hak politik saja dengan diselenggarakannya 
pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah. Namun hak-hak 
sipil dalam beberapa kasus terabaikan. Contoh terbaru adalah revisi 
Undang-Undang MD3 yang disinyalir akan membatasi hak 
berpendapat masyarakat sipil dan menjadikan elite politik di dalam 
pemerintahan kebal hukum. Padahal, disahkannya peraturan yang 
sangat banyak dan detail mengenai hate-speech atau pencemaran 
nama baik justru berpotensi membatasi hak kebebasan berpendapat.  

Pembatasan kebebasan berpendapat itulah yang kemudian 
tercermin dalam Media Freedom Index, di mana Indonesia termasuk 
dalam kategori negara yang sangat tidak bebas (largely unfree). 
Memang banyak ahli yang berpendapat bahwa di alam demokrasi, 
terlalu banyak aturan menjadikan negara sebagai sebuah tirani. 
Namun tidak adanya peraturan yang mengatur dan membatasi 
tingkah laku masyarakatnya justru menjadikan kekacauan 
masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian para elite di 
Indonesia dalam menumbuhkan iklim demokratis. Sangat 
disayangkan jika Indonesia semakin terpuruk dalam berdemokrasi 
mengingat semangat berdemokrasi itulah yang menjadi pelecut 
runtuhnya rezim Orde Baru menuju era Reformasi.  

Di awal era Reformasi, Indonesia tercatat sebagai salah satu 
negara dengan perkembangan demokrasi paling pesat di dunia. 
Sistem yang terlalu sentralistik dan tertutup di era Orde Baru 
langsung diubah menjadi sistem desentralisasi dan terbuka yang 
pada akhirnya rakyat Indonesia berhak memilih wakilnya untuk 
menjadi pimpinan eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di 
daerah. Masih ada waktu untuk Indonesia berbenah. Amerika Serikat 
dan Inggris Raya saja butuh ratusan tahun untuk mendewasakan 
iklim demokrasinya. Namun jika elite politik di Indonesia tidak ada 
niatan berubah, kepada siapa lagi kita berharap.62 

Melihat dari indek demokrasi dunia secara kualitas mengalami 
penurunan, termasuk Indonesia. Artinya, negara-negara demokrasi 
dunia, secara kualitas dalam melaksanakan sistem demokrasi tidak 

                                                           
62 Ibid  
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berjalan baik sesuai dengan tujuan sistem demokrasi. Oleh sebab itu, 
Indonesia, dalam pelaksanaan demokrasi secara umum memang 
terlihat sangat baik dan demokratis, namun jika mau jujur dinilai 
secara profesional berdasarkan fakta-fakta hukum dilapangan, 
pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat banyak masalah dan 
keluar dari tujuan sistem demokrasi yang sesunguhnya.  

Kecurangan-kecurangan dalam proses demokrasi terjadi 
dimana-mana, dan hasil para pemimpin dari proses demokrasi yang 
dipilih secara langsung juga menghasilkan banyak pejabat yang 
terlibat kasus korupsi. Hal itu menunjukan, gagalnya proses 
demokrasi, karena pejabatnya melakukan perbuatan tercela melalui 
tipu daya dan kecurangan saat proses pemilihan. Penurunan kualitas 
demokrasi di Indonesia merupakan yang terburuk dari 167 negara. 
Berada pada peringkat 48 dengan skor 6,97 pada 2016, Indeks 
Demokrasi Indonesia turun menjadi peringkat 68 dengan skor 6,39 
pada 2017. Salah satu yang menjadi sorotan atas turunnya peringkat 
Indeks Demokrasi Indonesia adalah proses Pemilihan Umum Kepala 
Daerah di DKI Jakarta yang banyak sekali dinamikanya. 

 
Gambar 6.5. Politik Indonesia Identik Dengan Jual dan Beli Seperti 

Perdagangan Politik Dalam Memperoleh Suara 
Dalam Jabatan Di Pemerintahan Maupun di Parlemen 
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Sekelompok Masyarakat Pasif dan Apatis (KMPA) ini ada dua 
macam, yaitu, KMPA-Dogma dan KMPA-Bebas. KMPA-Dogma, yaitu 
kelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang 
terdoktrin dengan dogma-dogma agama tertentu dan kelompok 
yang memang pasif dan apatis terhadap sistem demokrasi di 
Indonesia, karena suatu ajaran yang diyakini yang melarang 
mengikuti proses demokrasi yang dinilai bertentangan dengan 
ajaran agama. Kelompok kedua adalah, kelompok KMPA-Bebas, 
kelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang 
terpengaruh dengan dogma-dogma agama tertentu dan kelompok 
ini pasif dan apatis terhadap sistem demokrasi di Indonesia, karena 
suatu kesadaran tidak mau mengikuti proses demokrasi karena 
keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan kondisi dan 
situasi.  

Secara umum KMPA-Dogma memiliki sifat keimanan, 
ketaqwaan, kejujuran yang tinggi, karena memegang teguh ajaran 
agamanya, dan tidak percaya dengan produk hukum yang dibuat 
oleh negara. Sementara, KMPA-Bebas, secara umum sifat dan 
prilakunya tidak ada pembebanan psikologis apapun, bagi kelompok 
ini, ikut tidak ikut dalam proses pemilihan dalam demokrasi tidak 
memberikan pengaruh bagi kehidupanya. Bahkan, ada yang sengaja 
kelompok ini, memilih golput, karena suatu alasan karena keadaan 
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dan situasi yang tidak memungkinkan untuk memilih dan karena 
sikap politik yang tegas karena pengaruh dogma agama tertentu.   

 
Ayat ini oleh KMPA-Dogma diyakini dan diimani dalam 

pelaksanaan proses demokrasi, misalnya calon presdien, wakil 
rakyat atau kepala daerah berbeda akidah dengan kelompok 
masyarakat ini. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat 
Islam berarti menentang Alloh SWT dan Rasulullah SAW serta Ijma‖ 
Ulama. Memilih orang kafir sebagai pemimpin umat Islam berarti 
memberi peluang kepada orang kafir untuk “mengerjai” umat Islam 
dengan kekuasaan dan kewenangannya. Berikut ini adalah sejumlah 
Dalil Qur‖ani beserta Terjemah Qur‖an Surat (TQS) yang menjadi 
dasar untuk bersikap dalam memilih pemimpin: 
1. Al-Qur‖an melarang menjadikan orang kafir sebagai Pemimpin, 

Ali ‘Imraan: 28. 

ُْسَ }لََ َزََّخِ  ٍْ َفَْعَمْ رَنكَِ فَهَ ٍَ وَيَ ؤْيُُِِ ًُ ٌِ انْ ٍْ دُو ٍَ أَوْنُِبَءَ يِ ٌَ انْكَبفشَِِ ُُى ؤْيِ ًُ زِ انْ
 ِ ُ َفَْسَهُ وَإنًَِ اللهَّ سُكُىُ اللهَّ هىُْ رُقَبحً وََحَُزِّ ُْ ٌْ رزََّقُىا يِ ءٍ إلََِّ أَ ٍْ ِ فٍِ شَ ٍَ اللهَّ يِ

ًَصُِشُ{ ]آل عًشاٌ:   [28انْ
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi WALI (PEMIMPIN/PELINDUNG) dengan meninggalkan 
orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian,  niscaya 
lepaslah ia dari pertolongan Alloh,  kecuali karena (siasat) 
memelihara  diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Alloh 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya 
kepada Alloh kembali(mu).”, An-Nisaa’ : 144. 
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dan situasi yang tidak memungkinkan untuk memilih dan karena 
sikap politik yang tegas karena pengaruh dogma agama tertentu.   

 
Ayat ini oleh KMPA-Dogma diyakini dan diimani dalam 

pelaksanaan proses demokrasi, misalnya calon presdien, wakil 
rakyat atau kepala daerah berbeda akidah dengan kelompok 
masyarakat ini. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bagi umat 
Islam berarti menentang Alloh SWT dan Rasulullah SAW serta Ijma‖ 
Ulama. Memilih orang kafir sebagai pemimpin umat Islam berarti 
memberi peluang kepada orang kafir untuk “mengerjai” umat Islam 
dengan kekuasaan dan kewenangannya. Berikut ini adalah sejumlah 
Dalil Qur‖ani beserta Terjemah Qur‖an Surat (TQS) yang menjadi 
dasar untuk bersikap dalam memilih pemimpin: 
1. Al-Qur‖an melarang menjadikan orang kafir sebagai Pemimpin, 

Ali ‘Imraan: 28. 

ُْسَ }لََ َزََّخِ  ٍْ َفَْعَمْ رَنكَِ فَهَ ٍَ وَيَ ؤْيُُِِ ًُ ٌِ انْ ٍْ دُو ٍَ أَوْنُِبَءَ يِ ٌَ انْكَبفشَِِ ُُى ؤْيِ ًُ زِ انْ
 ِ ُ َفَْسَهُ وَإنًَِ اللهَّ سُكُىُ اللهَّ هىُْ رُقَبحً وََحَُزِّ ُْ ٌْ رزََّقُىا يِ ءٍ إلََِّ أَ ٍْ ِ فٍِ شَ ٍَ اللهَّ يِ

ًَصُِشُ{ ]آل عًشاٌ:   [28انْ
“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi WALI (PEMIMPIN/PELINDUNG) dengan meninggalkan 
orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian,  niscaya 
lepaslah ia dari pertolongan Alloh,  kecuali karena (siasat) 
memelihara  diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Alloh 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya 
kepada Alloh kembali(mu).”, An-Nisaa’ : 144. 

 ٌَ ٍَ أَرُشَِذُو ؤْيُُِِ ًُ ٌِ انْ ٍْ دُو ٍَ أَوْنُِبَءَ يِ ُُىا لََ رزََّخِزُوا انْكَبفشَِِ ٍَ آيَ زَِ }َبَ أََُّهبَ انَّ
ًُب{ ]انُسبء:  ًَب يُجُِ ُْكُىْ سُهْطَب ِ عَهَ ٌْ رَجْعَهُىا لِِلَّّ  [144أَ

“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu mengambil 
orang-orang kafir menjadi WALI (PEMIMPIN / PELINDUNG) 
dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu 
mengadakan alasan yang nyata bagi Alloh (untuk menyiksamu) 
?”Al-Maa-idah : 57. 

 

َُكُىْ هزُُ  ٍَ ارَّخَزُوا دَِ زَِ ُُىا لََ رزََّخِزُوا انَّ ٍَ آيَ زَِ َُّهبَ انَّ ٍَ أُورُىا } َبَ أَ زَِ ٍَ انَّ وًا وَنَعِجبً يِ
{ ]انًبئذح:  ٍَ زُىْ يُؤْيُُِِ ُْ ٌْ كُ ِ َ إ ٍْ قَجْهكُِىْ وَانْكُفَّبسَ أَوْنُِبَءَ وَارَّقُىا اللهَّ  [57انْكزِبَةَ يِ

“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu mengambil jadi 
PEMIMPINMU,  orang-orang yang membuat agamamu jadi buah 
ejekan dan permainan,  (yaitu) di antara orang-orang yang telah 
diberi kitab sebelummu,  dan orang-orang yang kafir (orang-orang 
musyrik). Dan bertakwalah kepada Alloh jika kamu betul-betul 
orang-orang yang beriman.” 
 

2. Al-Qur‖an melarang menjadikan orang kafir sebagai Pemimpin 
walau Kerabat sendiri, At-Taubah: 23. 

ٌِ اسْزَحَجُّىا انْكُفْشَ  ِ ُُىا لََ رَزَّخِزُوا آثبَءَكُىْ وَإخِْىَاَكَُىْ أَوْنُِبَءَ إ ٍَ آيَ زَِ } َبَ أََُّهبَ انَّ
ٌَ { ]انزىثخ:  ًُى ِ بن كُىْ فَأُونَئكَِ هُىُ انظَّ ُْ هىُْ يِ ٍْ َزَىََنَّ ٌِ وَيَ ًَب َ  [23عَهًَ الِْْ

“Hai orang-orang beriman,  janganlah kamu jadikan BAPAK-
BAPAK dan SAUDARA-SAUDARAMU menjadi WALI (PEMIMPIN/ 
PELINDUNG) jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas 
keimanan,  dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka 
wali,  maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” 
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Al-Mujaadilah : 22. 

َ وَسَسُىنَهُ وَنَىْ  ٍْ حَبدَّ اللهَّ ٌَ يَ و خِشِ َىَُادُّ ِْ ِ وَانُْىَْوِ ا ٌَ ثبِلِلَّّ ُُى }لََ رَجِذُ قَىْيًب َؤُْيِ
ََهىُْ أَوْ عَشُِشَرَهىُْ أُونَئكَِ كَزتََ فٍِ قُهُىثهِىُِ  َُبءَهُىْ أَوْ إخِْىَا َُىا آثبَءَهُىْ أَوْ أَثْ كَب

 ٍ ٌَ وَأَََّذَهىُْ ثشُِوح ًَب َ ٍَ  الِْْ هبَسُ خَبنذَِِ َْ ٍْ رحَْزهِبَ الَْْ َُّبدٍ رَجْشٌِ يِ هُ وََذُْخِهُهىُْ جَ ُْ يِ
ِ هُىُ  ٌَّ حِزْةَ اللهَّ ِ ِ أَلََ إ هُ أُونَئكَِ حِزْةُ اللهَّ ُْ هىُْ وَسَضُىا عَ ُْ ُ عَ ٍَ اللهَّ فُِهبَ سَضِ

{ ]انًجبدنخ:  ٌَ فْهحُِى ًُ  [22انْ
“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Alloh dan 
hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang 
menentang Alloh dan Rasul-Nya, sekali pun orang-orang itu 
BAPAK-BAPAK, atau ANAK-ANAK atau SAUDARA-SAUDARA atau 
pun KELUARGA mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah 
menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan 
mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan 
dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai,  mereka kekal di dalamnya. Alloh ridha 
terhadap mereka, dan mereka pun merasa  puas terhadap 
(limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Alloh. Ketahuilah, 
bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang 
beruntung.” 
 

3. Al-Qur‖an melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia, 
Ali ‘Imraan: 118. 

ٍَ آيَُُ  زَِ وا يَب } َبَ أََُّهبَ انَّ ََكُىْ خَجبَلًَ وَدُّ ٍْ دُوَكُِىْ لََ َأَْنُى ََخً يِ ىا لََ رَزَّخِزُوا ثطَِب
َُّب نَكُىُ  ٍْ أَفْىَاههِىِْ وَيَب رُخْفٍِ صُذُوسُهىُْ أَكْجشَُ قَذْ ثََُّ ىْ قَذْ ثذََدِ انْجغَْضَبءُ يِ عَُزُِّ

ٌَ { ]آل عًشاٌ:  زُىْ رَعْقهُِى ُْ ٌْ كُ ِ َبَدِ إ ِْ  [118ا
“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu ambil menjadi 
TEMAN KEPERCAYAANMU orang-orang yang di luar kalanganmu 
(karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan 
bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah 
nyata kebencian dari mulut mereka,  dan apa yang  disembunyikan 
oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami 
terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami),  jika kamu memahaminya.” 
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Al-Mujaadilah : 22. 

َ وَسَسُىنَهُ وَنَىْ  ٍْ حَبدَّ اللهَّ ٌَ يَ و خِشِ َىَُادُّ ِْ ِ وَانُْىَْوِ ا ٌَ ثبِلِلَّّ ُُى }لََ رَجِذُ قَىْيًب َؤُْيِ
ََهىُْ أَوْ عَشُِشَرَهىُْ أُونَئكَِ كَزتََ فٍِ قُهُىثهِىُِ  َُبءَهُىْ أَوْ إخِْىَا َُىا آثبَءَهُىْ أَوْ أَثْ كَب

 ٍ ٌَ وَأَََّذَهىُْ ثشُِوح ًَب َ ٍَ  الِْْ هبَسُ خَبنذَِِ َْ ٍْ رحَْزهِبَ الَْْ َُّبدٍ رَجْشٌِ يِ هُ وََذُْخِهُهىُْ جَ ُْ يِ
ِ هُىُ  ٌَّ حِزْةَ اللهَّ ِ ِ أَلََ إ هُ أُونَئكَِ حِزْةُ اللهَّ ُْ هىُْ وَسَضُىا عَ ُْ ُ عَ ٍَ اللهَّ فُِهبَ سَضِ

{ ]انًجبدنخ:  ٌَ فْهحُِى ًُ  [22انْ
“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Alloh dan 
hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang 
menentang Alloh dan Rasul-Nya, sekali pun orang-orang itu 
BAPAK-BAPAK, atau ANAK-ANAK atau SAUDARA-SAUDARA atau 
pun KELUARGA mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah 
menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan 
mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan 
dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai,  mereka kekal di dalamnya. Alloh ridha 
terhadap mereka, dan mereka pun merasa  puas terhadap 
(limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Alloh. Ketahuilah, 
bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang 
beruntung.” 
 

3. Al-Qur‖an melarang menjadikan orang kafir sebagai teman setia, 
Ali ‘Imraan: 118. 

ٍَ آيَُُ  زَِ وا يَب } َبَ أََُّهبَ انَّ ََكُىْ خَجبَلًَ وَدُّ ٍْ دُوَكُِىْ لََ َأَْنُى ََخً يِ ىا لََ رَزَّخِزُوا ثطَِب
َُّب نَكُىُ  ٍْ أَفْىَاههِىِْ وَيَب رُخْفٍِ صُذُوسُهىُْ أَكْجشَُ قَذْ ثََُّ ىْ قَذْ ثذََدِ انْجغَْضَبءُ يِ عَُزُِّ

ٌَ { ]آل عًشاٌ:  زُىْ رَعْقهُِى ُْ ٌْ كُ ِ َبَدِ إ ِْ  [118ا
“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu ambil menjadi 
TEMAN KEPERCAYAANMU orang-orang yang di luar kalanganmu 
(karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan 
bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah 
nyata kebencian dari mulut mereka,  dan apa yang  disembunyikan 
oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami 
terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami),  jika kamu memahaminya.” 

 

At-Taubah : 16. 
 ٌِ ٍْ دُو كُىْ وَنَىْ َزََّخِزُوا يِ ُْ ٍَ جَبهذَُوا يِ زَِ ُ انَّ ًَّب َعَْهَىِ اللهَّ ٌْ رُزْشَكُىا وَنَ } أَوْ حَسِجْزُىْ أَ

{ ]انزىثخ ٌَ ًَب رَعًْهَُى ِ ُ خَجُِشٌ ث ٍَ وَنُِجَخً وَاللهَّ ؤْيُُِِ ًُ ِ وَلََ سَسُىنهِِ وَلََ انْ  [16: اللهَّ

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Alloh 
belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad 
di antara kamu dan tidak mengambil menjadi TEMAN SETIA 
selain Alloh, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman? Dan Alloh 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 

4. Al-Qur‖an melarang saling tolong dengan kafir yang akan 
merugikan umat Islam, Al-Qashash: 86. 

ٍَّ ظَهُِشًا  ٍْ سَثِّكَ فَلََ رَكُىََ ًَخً يِ ُْكَ انْكزَِبةُ إلََِّ سَحْ ٌْ َهُْقًَ إنَِ ذَ رَشْجُى أَ ُْ } وَيَب كُ
{ ]انقصص:  ٍَ  [86نهِْكَبفشَِِ

“Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan 
kepadamu,  tetapi ia (diturunkan) karena suatu rahmat yang besar 
dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi 
PENOLONG bagi orang-orang kafir.” 

 
Al-Mumtahanah : 13. 

خِشَحِ  ِْ ٍَ ا ُْهىِْ قَذْ َئَسُِىا يِ ُ عَهَ ىْا قَىْيًب غَضِتَ اللهَّ ُُىا لََ رزَىََنَّ ٍَ آيَ زَِ }َبَ أََُّهبَ انَّ
ًَب َئَسَِ انْكُفَّبسُ  ٍْ أَصْحَبةِ انْقُجىُسِ{ ]انًًزحُخ:  كَ  [13يِ

“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu jadikan 
PENOLONGMU kaum yang dimurkai Alloh. Sesungguhnya mereka 
telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang 
kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.” 
 

5. Al-Qur‖an melarang mentaati orang kafir untuk menguasai 
muslim, Ali ‘Imraan: 149-150. 
 ٍَ قَهجِىُا خَبسِشَِ ُْ وكُىْ عَهًَ أَعْقَبثكُِىْ فَزَ ٍَ كَفَشُوا َشَُدُّ زَِ ٌْ رُطُِعُىا انَّ ِ ُُىا إ ٍَ آيَ زَِ َُّهبَ انَّ }َبَ أَ

ُ يَىْلََكُىْ 149) ٍَ { ]آل عًشاٌ:  ( ثمَِ اللهَّ َُّبصِشَِ ُْشُ ان  [150، 149وَهىَُ خَ
“Hai orang-orang yang beriman,  jika kamu MENTAATI orang-
orang yang KAFIR itu,  niscaya mereka mengembalikan kamu ke 
belakang (kepada kekafiran),  lalu jadilah kamu orang-orang yang 
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rugi. Tetapi (ikutilah Alloh),  Alloh lah Pelindungmu,  dan Dialah 
sebaik-baik Penolong.” 

6. Al-Qur‖an melarang beri peluang kepada orang kafir sehingga 
menguasai muslim, An-Nisaa’: 141. 

ٍَ سَجُِلًَ{ ]انُسبء: }…  ؤْيُُِِ ًُ ٍَ عَهًَ انْ ُ نهِْكَبفشَِِ ٍْ َجَْعَمَ اللهَّ  [141وَنَ
“…… dan Alloh sekali-kali tidak akan MEMBERI JALAN kepada 
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 
beriman.” 
 

7. Al-Qur‖an memvonis munafiq kepada muslim yang menjadikan 
kafir sebagai pemimpin, An-Nisaa’ : 138-139. 

ٌَّ نَهُ  ٍَ ثأَِ َُبفقُِِ ًُ شِ انْ ًًب )} ثشَِّ ٍْ 138ىْ عَزَاثبً أَنُِ ٍَ أَوْنُِبَءَ يِ ٌَ انْكَبفشَِِ ٍَ َزََّخِزُو زَِ ( انَّ
ُعًب{ ]انُسبء:  ًِ ِ جَ حَ لِِلَّّ ٌَّ انْعِزَّ ِ حَ فَئ ذَهىُُ انْعِزَّ ُْ ٌَ عِ ٍَ أََجَْزَغُى ًُؤْيُُِِ ٌِ انْ  [139، 138دُو

“Kabarkanlah kepada orang-orang MUNAFIQ bahwa mereka akan 
mendapat siksaan  yang pedih. (yaitu) orang-orang yang 
mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong 
dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka 
mencari kekuatan di sisi orang kafir itu ? Maka sesungguhnya 
semua kekuatan kepunyaan Alloh.” 
 

8. Al-Qur‖an memvonis ZALIM kepada muslim yang menjadikan 
kafir sebagai pemimpin, Al-Maa-idah: 51. 

َُّصَبسَي أَوْنُِبَءَ ثعَْضُهىُْ أَوْنُِبَءُ ثعَْضٍ  ُُىا لََ رزََّخِزُوا انُْهَىُدَ وَان ٍَ آيَ زَِ }َبَ أََُّهبَ انَّ
ٍَ { ]انًبئذح:  ُ ًِ ِ بن َ لََ َهَْذٌِ انْقَىْوَ انظَّ ٌَّ اللهَّ ِ هىُْ إ ُْ ََّهُ يِ ِ كُىْ فَئ ُْ هىُْ يِ ٍْ َزَىََنَّ  [51وَيَ

“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu mengambil 
orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); 
sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 
Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi 
pemimpin,  maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 
mereka. Sesungguhnya Alloh tidak  memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang ZALIM.” 
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rugi. Tetapi (ikutilah Alloh),  Alloh lah Pelindungmu,  dan Dialah 
sebaik-baik Penolong.” 

6. Al-Qur‖an melarang beri peluang kepada orang kafir sehingga 
menguasai muslim, An-Nisaa’: 141. 

ٍَ سَجُِلًَ{ ]انُسبء: }…  ؤْيُُِِ ًُ ٍَ عَهًَ انْ ُ نهِْكَبفشَِِ ٍْ َجَْعَمَ اللهَّ  [141وَنَ
“…… dan Alloh sekali-kali tidak akan MEMBERI JALAN kepada 
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 
beriman.” 
 

7. Al-Qur‖an memvonis munafiq kepada muslim yang menjadikan 
kafir sebagai pemimpin, An-Nisaa’ : 138-139. 

ٌَّ نَهُ  ٍَ ثأَِ َُبفقُِِ ًُ شِ انْ ًًب )} ثشَِّ ٍْ 138ىْ عَزَاثبً أَنُِ ٍَ أَوْنُِبَءَ يِ ٌَ انْكَبفشَِِ ٍَ َزََّخِزُو زَِ ( انَّ
ُعًب{ ]انُسبء:  ًِ ِ جَ حَ لِِلَّّ ٌَّ انْعِزَّ ِ حَ فَئ ذَهىُُ انْعِزَّ ُْ ٌَ عِ ٍَ أََجَْزَغُى ًُؤْيُُِِ ٌِ انْ  [139، 138دُو

“Kabarkanlah kepada orang-orang MUNAFIQ bahwa mereka akan 
mendapat siksaan  yang pedih. (yaitu) orang-orang yang 
mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong 
dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka 
mencari kekuatan di sisi orang kafir itu ? Maka sesungguhnya 
semua kekuatan kepunyaan Alloh.” 
 

8. Al-Qur‖an memvonis ZALIM kepada muslim yang menjadikan 
kafir sebagai pemimpin, Al-Maa-idah: 51. 

َُّصَبسَي أَوْنُِبَءَ ثعَْضُهىُْ أَوْنُِبَءُ ثعَْضٍ  ُُىا لََ رزََّخِزُوا انُْهَىُدَ وَان ٍَ آيَ زَِ }َبَ أََُّهبَ انَّ
ٍَ { ]انًبئذح:  ُ ًِ ِ بن َ لََ َهَْذٌِ انْقَىْوَ انظَّ ٌَّ اللهَّ ِ هىُْ إ ُْ ََّهُ يِ ِ كُىْ فَئ ُْ هىُْ يِ ٍْ َزَىََنَّ  [51وَيَ

“Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu mengambil 
orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); 
sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 
Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi 
pemimpin,  maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 
mereka. Sesungguhnya Alloh tidak  memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang ZALIM.” 
 
 
 

 
9. Al-Qur‖an memvonis fasiq kepada muslim yang menjadikan kafir 

sebagai pemimpin Al-Maa-idah : 80-81. 

ٌْ سَخِطَ  فُسُهىُْ أَ َْ يَذْ نَهىُْ أَ ٍَ كَفَشُوا نَجئِْسَ يَب قَذَّ زَِ ٌَ انَّ ىْ هىُْ َزََىَنَّ ُْ }رَشَي كَثُِشًا يِ
( ٌَ ُْهىِْ وَفٍِ انْعَزَاةِ هُىْ خَبنذُِو ُ عَهَ ٍِّ وَيَب 80اللهَّ ِ َُّج ِ وَان ٌَ ثبِلِلَّّ ُُى َُىا َؤُْيِ ( وَنَىْ كَب

ُْهِ يَب ارَّخَزُ  زلَِ إنَِ َْ { ]انًبئذح: أُ ٌَ هىُْ فَبسِقُى ُْ ٍَّ كَثُِشًا يِ  [81، 80وهُىْ أَوْنُِبَءَ وَنَكِ
“Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan 
orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah 
apa yang mereka sediakan untuk diri mereka,  yaitu kemurkaan 
Alloh kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. 
Sekiranya mereka beriman kepada Alloh,  kepada Nabi dan kepada 
apa yang diturunkan kepadanya (Nabi),  niscaya mereka tidak 
akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-
penolong,  tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang 
FASIQ.” 
 

10. Al-Qur‖an memvonis sesat kepada muslim yang menjadikan 
kafir sebagai pemimpin, Al-Mumtahanah : 1. 

حِ وَقَذْ  ًَىَدَّ ُْهىِْ ثبِنْ ٌَ إنَِ كُىْ أَوْنُِبَءَ رُهْقُى ُُىا لََ رَزَّخِزُوا عَذُوٌِّ وَعَذُوَّ ٍَ آيَ زَِ َُّهبَ انَّ  }َبَ أَ
 ٌْ ِ ِ سَثِّكُىْ إ ُُىا ثبِلِلَّّ ٌْ رُؤْيِ سُىلَ وَإََِّبكُىْ أَ ٌَ انشَّ ٍَ انْحَقِّ َخُْشجُِى ًَب جَبءَكُىْ يِ ِ كَفَشُوا ث

زُىْ خَشَجْ  ُْ ََب أَعْهَىُ كُ حِ وَأَ ًَىَدَّ هىِْ ثبِنْ ُْ ٌَ إنَِ و زُىْ جِهبَدًا فٍِ سَجُِهٍِ وَاثْزغَِبءَ يَشْضَبرٍِ رُسِشُّ
جُِمِ { ]انًًزحُخ:  كُىْ فَقَذْ ضَمَّ سَىَاءَ انسَّ ُْ ٍْ َفَْعَهْهُ يِ زُىْ وَيَ ُْ زُىْ وَيَب أَعْهَ ُْ ًَب أَخْفَ ِ  [1ث

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu 
sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena 
rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar 
kepada kebenaran yang datang kepadamu,  mereka mengusir 
Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada 
Alloh,  Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di 
jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat 
demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita 
Muhammad) kepada mereka,  karena rasa kasih sayang. Aku lebih 
mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang 
kamu  nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang 
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melakukannya,  maka sesungguhnya dia telah TERSESAT dari 
jalan yang lurus.” 

11. Al-Qur‖an mengancam azab bagi yang jadikan kafir sbg 
Pemimpin/Teman Setia,  Al-Mujaadilah : 14-15. 

هىُْ  ُْ كُىْ وَلََ يِ ُْ ُْهىِْ يَب هىُْ يِ ُ عَهَ ىْا قَىْيًب غَضِتَ اللهَّ ٍَ رَىَنَّ زَِ }أَنَىْ رَشَ إنًَِ انَّ
( ٌَ ًُى ٌَ عَهًَ انْكَزِةِ وَهُىْ َعَْهَ ََّهىُْ سَبءَ 14وََحَْهفُِى ِ ُ نَهىُْ عَزَاثبً شَذَِذًا إ ( أَعَذَّ اللهَّ

{ ]انًجبدنخ:  ٌَ ًَهُى َُىا َعَْ  [15، 14يَب كَب
“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu 
kaum yang dimurkai Alloh sebagai teman? Orang-orang itu 
bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, 
sedang mereka mengetahui. Alloh telah menyediakan bagi mereka 
AZAB yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang 
telah mereka kerjakan.” 
 

12. Al-Qur‖an mengajarkan doa agar muslim tidak menjadi sasaran 
fitnah orang kafir, Al-Mumtahanah : 5. 

َُب فزِْ  َُب لََ رَجْعَهْ َْذَ انْعَزَِزُ انْحَكُِىُ{ }سَثَّ ََّكَ أَ ِ بَ إ َُب سَثَُّ ٍَ كَفَشُوا وَاغْفشِْ نَ زَِ ُخًَ نهَِّ
 [5]انًًزحُخ: 

“Ya Tuhan kami,  janganlah Engkau jadikan kami (SASARAN) 
FITNAH bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan 
kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”63 

 
Dalil-dalil dalam Alqur‖an tersebut di atas menjadi pedoman 

kelompok masyarakat yang meingimani dogma ajaran agama sebagai 
pedoman pokok dan mengabaikan hukum negara sebagai sarana 
peraturan dalam bertata negara dan mengatur dalam proses 
pelaksanaan demokrasi. Intinya, kelompok ini mengambil pilihan 
golput karena dilatar belakangi oleh ajaran akidah dan doktrin ajaran 
agama yang melekat pada kehidupanya sehari-hari tanpa kompromi. 
Karena, bagi kelompok dogma ini, ketika ia melakukan ikut dalam 

                                                           
63 https://www.nahimunkar.org/inilah-dalil-dalil-mengharamkan-umat-islam-

memilih-pemimpin-kafir-2/ 
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jalan yang lurus.” 
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( ٌَ ًُى ٌَ عَهًَ انْكَزِةِ وَهُىْ َعَْهَ ََّهىُْ سَبءَ 14وََحَْهفُِى ِ ُ نَهىُْ عَزَاثبً شَذَِذًا إ ( أَعَذَّ اللهَّ

{ ]انًجبدنخ:  ٌَ ًَهُى َُىا َعَْ  [15، 14يَب كَب
“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu 
kaum yang dimurkai Alloh sebagai teman? Orang-orang itu 
bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan 
mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, 
sedang mereka mengetahui. Alloh telah menyediakan bagi mereka 
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َُب فزِْ  َُب لََ رَجْعَهْ َْذَ انْعَزَِزُ انْحَكُِىُ{ }سَثَّ ََّكَ أَ ِ بَ إ َُب سَثَُّ ٍَ كَفَشُوا وَاغْفشِْ نَ زَِ ُخًَ نهَِّ
 [5]انًًزحُخ: 

“Ya Tuhan kami,  janganlah Engkau jadikan kami (SASARAN) 
FITNAH bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan 
kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”63 

 
Dalil-dalil dalam Alqur‖an tersebut di atas menjadi pedoman 

kelompok masyarakat yang meingimani dogma ajaran agama sebagai 
pedoman pokok dan mengabaikan hukum negara sebagai sarana 
peraturan dalam bertata negara dan mengatur dalam proses 
pelaksanaan demokrasi. Intinya, kelompok ini mengambil pilihan 
golput karena dilatar belakangi oleh ajaran akidah dan doktrin ajaran 
agama yang melekat pada kehidupanya sehari-hari tanpa kompromi. 
Karena, bagi kelompok dogma ini, ketika ia melakukan ikut dalam 

                                                           
63 https://www.nahimunkar.org/inilah-dalil-dalil-mengharamkan-umat-islam-

memilih-pemimpin-kafir-2/ 

proses demokrasi, sementara ia berangapan calon pemimpin itu 
kafir, maka berdosalah ketika ia ikut dalam proses pemilu.  

Sementara KMPA-Bebas, lebih pada keterbatasan ilmu 
pengetahuan, kesadaran politik rendah, tidak ada harapan apapun 
bagi paca calon pemimpinya, dan ada juga sikap bebas politiknya itu 
dikarena kekarasan diri kelompok ini terhadap tatanan pemerintah 
dan karena suatu sebab karena keadaan tertentu karena terkendala 
masalah pengaruh ekonomi, sosial, adat dan budaya dll. Namun, 
yang paling dominan adalah faktor kebodohan menjadi sebab tidak 
ikutnya kelompok ini karena sikap pasif dan apatis terhadap 
demokrasi. Dalam Islam, kebodohan itu sangat berbahaya, karena 
dapat merugikan orang lain.  

64 
Bagan 7.1. Ilustrasi Siksa Api Neraka 

 

                                                           
64https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwj9g_Gdld3mAhWEfH0KHZ6bCKQQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%
2Ffamilyblesscomunity.wordpress.com%2F2016%2F10%2F28%2Fhari-
kiamat%2F&psig=AOvVaw3wNBEivH3utjF-87Ilo0MF&ust=1577788008153742 
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Kebodohan merupakan salah datu perkara yang amat dibenci 
oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana perkara yang lain seperti 
penyakit hati. Betapa kebodohan dapat menjadi sebuah pedang yang 
tajam karena pada dasarnya kebodohan merupakan sifat yang amat 
disukai oleh iblis dan syaiton. Terdapat perbedaan antara 
ketidaktahuan dan kebodohan. Sebab kebodohan biasanya 
senantiasa bersama dengan orang yang malas, sedangkan 
ketidaktahuan disebabkan karena memang belum belajar dan tidak 
mengerti mengenai perkara tersebut. 
Telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu ―alaihi wa sallam. 

دَ  إِذَا رُ  وُسِّ َمأ لِوِ  غَيأِ  إِلَ  الْأ اعَةَ   فاَن أتَظِرِ  أىَأ البخاري-السَّ  
“Idzaa wussidal amru ilaa ghoiri ahlihi fantadziris 

saa‖ah.”  Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan 
ahlinya maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah). 
Rasulullah SAW telah dapat memperediksi bahwa kelak akam datang 
masa dimana orang-orang yang bodoh yang lebih banyak berbicara. 
Sehingga ia berbicara mengenai ilmu yang tidak ada dasarnya, orang 
bodoh akan selalu ingin terlihat pintar sehingga ia akan berbicara 
tanpa paham betul.apa maknanya. Sebagaimana hal tersebut telah 
diperingatkan dalam Hadits: 

ق فِيهَا ” حَدِيث أنََس  ادِق وَيُصَدَّ ب فِيهَا الصَّ اعَات يكَُذَّ ال سُنُونَ خَدَّ جَّ أَنَّ أمََام الدَّ
اَئِن وَيَ تَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيأبِضَة تََنَ فِيهَا الْأ َمِين وَيُ ؤأ دِيث  ” الأكَاذِب وَيَُُوَّن فِيهَا الْأ الْأَ

لَى وَالأ  َد وَأبَوُ يَ عأ رَجَوُ أَحْأ بَ زَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثألو لِِبأنِ مَاجَوأ مِنأ حَدِيث أَبِ ىُرَي أرةَ أَخأ
ة  ” وَفِيوِ  ر الأعَامَّ فتح الباري“) قِيلَ وَمَا الرُّوَيأبِضَة ؟ قاَلَ الرَّجُل التَّافِو يَ تَكَلَّم فِ أمَأ ). 

Hadits Anas: “Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun 
banyak tipuan di mana saat itu orang jujur didustakan, pembohong 
dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang 
khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh”.  

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, apa itu 
Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang 
yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan orang banyak/umum. 
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Kebodohan merupakan salah datu perkara yang amat dibenci 
oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana perkara yang lain seperti 
penyakit hati. Betapa kebodohan dapat menjadi sebuah pedang yang 
tajam karena pada dasarnya kebodohan merupakan sifat yang amat 
disukai oleh iblis dan syaiton. Terdapat perbedaan antara 
ketidaktahuan dan kebodohan. Sebab kebodohan biasanya 
senantiasa bersama dengan orang yang malas, sedangkan 
ketidaktahuan disebabkan karena memang belum belajar dan tidak 
mengerti mengenai perkara tersebut. 
Telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad shallallahu ―alaihi wa sallam. 

دَ  إِذَا رُ  وُسِّ َمأ لِوِ  غَيأِ  إِلَ  الْأ اعَةَ   فاَن أتَظِرِ  أىَأ البخاري-السَّ  
“Idzaa wussidal amru ilaa ghoiri ahlihi fantadziris 

saa‖ah.”  Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan 
ahlinya maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah). 
Rasulullah SAW telah dapat memperediksi bahwa kelak akam datang 
masa dimana orang-orang yang bodoh yang lebih banyak berbicara. 
Sehingga ia berbicara mengenai ilmu yang tidak ada dasarnya, orang 
bodoh akan selalu ingin terlihat pintar sehingga ia akan berbicara 
tanpa paham betul.apa maknanya. Sebagaimana hal tersebut telah 
diperingatkan dalam Hadits: 

ق فِيهَا ” حَدِيث أنََس  ادِق وَيُصَدَّ ب فِيهَا الصَّ اعَات يكَُذَّ ال سُنُونَ خَدَّ جَّ أَنَّ أمََام الدَّ
اَئِن وَيَ تَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيأبِضَة تََنَ فِيهَا الْأ َمِين وَيُ ؤأ دِيث  ” الأكَاذِب وَيَُُوَّن فِيهَا الْأ الْأَ

لَى وَالأ  َد وَأبَوُ يَ عأ رَجَوُ أَحْأ بَ زَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثألو لِِبأنِ مَاجَوأ مِنأ حَدِيث أَبِ ىُرَي أرةَ أَخأ
ة  ” وَفِيوِ  ر الأعَامَّ فتح الباري“) قِيلَ وَمَا الرُّوَيأبِضَة ؟ قاَلَ الرَّجُل التَّافِو يَ تَكَلَّم فِ أمَأ ). 

Hadits Anas: “Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun 
banyak tipuan di mana saat itu orang jujur didustakan, pembohong 
dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang 
khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh”.  

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya, apa itu 
Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang 
yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan orang banyak/umum. 

(Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya‖la, dan Al-Bazzar, 
sanadnya jayyid/bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84). 

Bahaya Kebodohan Dalam Islam, Islam sendiri mengartikan 
kebodohan sebagaimana zaman Jahilliyah, ketika itu banyak orang 
yang tersesat karena kebodohannya. Sehingga kemudian Allah 
menurunkan wahyu pertamanya yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam 
ayat pertamanya bermakna “Bacalah”, artinya bahwa manusia harus 
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itu, berikut 13 bahaya kebodohan dalam islam, yang akan membuat 
anda semakin memahami pentingnya memperdalam ilmu. Simak 
selengkapnya. 
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todak akan bisa memaknai dan membedakan hal yang benar dan 
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2. Memiliki Pengetahuan Sempit 
Sudah pasti kebodohan akan membuay seseorang memliki 

pengetahuan yang sempit. Sehingga banyak hal yang tidak akan ia 
ketahui. Sedangkan di zaman sekarang, anda yang terkungkung 
dalam kebodohan tidak akan dapat berkembang dan maju, padahal 
persaingan semakin keras kedepannya. Sehingga manusia 
memangdiciptakan untuk selalu belajar. Sebagaimana Abdullah bin 
Mas‖ud berkata: 

“Seseorang tidaklah dilahirkan dalam keadaan berlimu (agama) 
karena sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar.” 

3. Tidak Memiliki Prestasi 
Kebodoahan akan membuat seseorang tidak memiliki prestasi 

apapun. Terutama dibidang akademik. Ia akan tertinggal jauh dari 
rekan yang lebih pintar dan mereka yang selalu mau belajar. 
Kondisinya akan sama saja ketika di dunia kerja, anda tidak akan 
mampu bersaing dengan rekan kerja yang lebih produktif. Sehingga 
sudah pasti prestasi kerja akan menurun, dan bernahaya bagi karir 
anda kedepannya. 
4. Suka Mengada-ada 

Kebodohan akan membuat seseorang menutupinya dengan 
sikap yang mengada-ngada. Demi tidak ingin dianggap bodoh maka 
ia akan memberikan informasi yanh bahkan sumbernya tidak jelas. 
Apalagi jika berkumpul dengan orang yang sama-sama bodoh. 
Pastinya si bodoh tetap ingin kelihatan pintar dibandingkan dengan 
yang lain. 
5. Banyak Bicara 

Jika ada pepatah “Tong kosong nyaring bunyinya”, mungkin 
benar memang bahwa kebodohan akan membuat seseorang menjadi 
banyak bicara. Namun, pembicaraannya sama sekali tidak 
berkualitas. Hal ini merupakan dalih untuk menutupi kebpdohannya 
tersebut. 
6. Gampang Ditipu Orang Lain 

Lain lagi cerita bahwa kebodohan akan mudah membuat 
seseorang ditipu daya atau muslihat. Lebih gampangnya orang 
bodoh akan sangat mudah diakali. Imintidak lain karena ia todak 
memiliki pengetahuan yang luas.  
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Sehingga rata-rata orang bodoh sangat gampang sekali ditipu. 
Sehingga perlunya memperbaiki diri dalam islam, cara mensyukuri 
nikmat allah, dan cara agar hati tenang dalam islam. 
7. Mudah Dipengaruhi 

Bahaya kebodohan yang berikitnya ialah, seorang yang tidak 
berpengetahuan luas biasanya akan lebih mudah dipengaruhi. 
Karena ketidaktahuannya maka ia akan cenderung gampang ditarik 
dan dipengaruhi. Entah pengaruh itu benar atau tidak maka ia akan 
menelannya mentah-mentah. Tentunya hal ini sangat berbahaya 
apalagi jika sampai dicekoki oleh hal yang buruk dan berbau maksiat. 
8. Memiliki Pandangan  Yang Sesat 

Kebodohan akan membuat seseorang memiliki pandangan 
yang sesat. Sebab  karena ketidaktahuannya ia akan meyakini bahwa 
hal tersebut benar. Padahal belum tentu kebenarannya atau malah 
sebaliknya akan menyesatkan. Karenanya kita selalu dianjurkan 
untuk bertanya kepada ahlinya, agar todak semakin sesat. 
Sebagaimana firman Allah berikut “Bertanyalah kepada ahli zikir 
(berilmu) jika kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl : 43). 
9. Menimbulkan Kerusakan 

Sesungguhnya kebodohan merupakan peyebab kerusakan di 
bumi ini bahkan tanpa mereka sadari. Sebagaimana dalam Firman 
Allah SWT berikut : 

”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka 
menjawab: ”Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 
perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang 
yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. Al-
Baqarah: 11-12). 

10. Membawa Paham yang Menyesatkan 
Dari Abdullah bin ―Amr bin al-―Ash, berkata: Saya mendengar 

Rasulullah SAW telah bersabda‖: “Sesungguhnya Allah tidak 
mengambil ilmu dengan menariknya dari hati hamba-hambanya 
(ulama), akan tetapi mengambil ilmu dengan mewafatkan para 
ulama, sehingga apabila tidak terdapat ulama, maka manusia akan 
menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka, lalu 
orang-orang bodoh itu akan ditanya (dimintai fatwa), kemudian 
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mereka berfatwa tanpa ilmu, maka orang-orang bodoh itu menjadi 
sesat dan menyesatkan orang lain”. (H.R Bukhari dan Muslim). 
11. Memiliki Pemahaman yang Salah 

“Akan muncul pada akhir zaman, suatu kaum yang umurnya 
masih muda (yakni sedikit ilmunya), rusak akalnya. Mereka berkata 
dengan sebaik-baik perkataan manusia (yakni suka membahas 
masalah agama). Mereka membaca al-Qur`an, namun Al Qur’an tidak 
melewati kerongkongannya” (yakni salah dalam memahami al-
Qur`an). (HR. Bukhari Muslim) 
12. Kobodohan Seperti Terlepasnya Busur dari Anak Panah 

“Mereka telah terlepas dari agama, bagaikan terlepasnya anak 
panah dari busurnya. Apabila kalian menemui mereka, bunuhlah 
mereka, karena terdapat ganjaran bagi yang membunuh mereka di 
sisi Allah pada hari kiamat nanti.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
13. Pemimpin yang Bodoh akan Menyesatkan Umatnya 

Kebodohan akan sangat berbahaya jika sampai dimiliki oleh 
seorang pemimpin. Baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara 
akan negara yang bodoh pasti akan menyesatkan para rakyat dan 
umatnya. Sebab pemikiran yang keluar bukan berasal dari 
pengetahuan yang benar-benar telah diturunkan oleh Allah SWT. 
Karenanya telah jelas dikatakan bahwa kita dianjurkan untuk 
memilih pemimpin yang cerdas. Itulah 13 bahaya kebodohan dalam 
islam. Tentunya semoga semakin menambah pemgetahun anda. 
Sehingga akan menimbulkan motivasi dan semangat belajar yang 
lebih terutama dalam mempelajari ilmu agama. Bahaya kobodohan 
hampir sama dengan bahaya feminisme dalam islam dan bahaya 
galau dalam islam.65 

                                                           
https://dalamislam.com/info-islami/bahaya-kebodohan-dalam-islam 
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